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ABSTRAK 

A. Nama J. BilaJ Tadjoedin 

B. Judul Tesis Self Regulation Profesi Notaris Untuk 

Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Serta Layanan Kepada Klien 

C. HaJaman viii+ 80 + 1987-2008 

D. Kata Kunci &lf Regulation, Kode Etik Notaris 

E. lsi 

Self Regulation merupakan tuntutan bagi semua pihak yang memunyai 
kepentingan terhadap peranan notaris, tujuannya adalah sebagai payung 
dalam menjalankan tugasnya Peratunm tersebut berwujud berupa 
peoetapan kode etik notaris, hal ini merupakan bagian profesi notaris 
dalam menentukan bagaimana mereka seharusnya melaksanakan tugas. 

Kotde etik notaris ini dapat bertindak sebagai rambu lalu lintas yang 
mengarahkan kepada sikap dan perilalru para notaris untuk telap bernda 
pada jalur yang benar. Kontilmen mereka dituntut untuk tetap 
dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat mereka 
melalrukan pekerjaan. Jika mercka tidak menjunjung tinggi kode etik 
notaris tersebut, maka mereka akan menyebabkan temoda kelahumn dan 
martabat profesi. Oleh karcna itu Undang-Uodang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris meneotukan babwa dalam menjalankan 
tugas jahalannya, seorang notaris harus memiliki integritas dan 
bertindak professional. Notaris wajib menjalankan jahatan dengan 
amanab, jujur seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga sikap~ 
tingkah lalru sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan 
tanggung jawab sebagai notaris. 

UniverSitas Indonesia! x 

Self Regulation..., J. Bilal Tadjoedin, FH UI, 2009



ABSTRACT 

Self Regulation is a demand to all party's that have interest in the notary 
role. The purpose to self regulation is to act a$ an umbreUa in order to 
do its job. The rule is in shape of the notary code of ethlet<;, this is apart 
of the notary profession in order to deterrulnt how they should do their 
duly. The notary code of ethiets can act as a guidance to direct the 
notary attitude an behavior to stay in the high course. Their 
comrultment to uphold the notary code of ethlcts must be done in a daily 
basis! esspecialy when they are doing their job as a notary. If they do 
not uphold the notary code of ethlcts then they will causea downgrade of 
dignity to the notary profesion. That's why the law ordinance number 
30/2004 about the notary profesion demand that in order the notary to do 
their job, a notary must do their job with a sense of trusteeship, honesty, 
diligent. doesn't take any sides. And a notary must guard or watch their 
behavior accordingly to the notary code of ethlcts, their dignity and 
responsibility as a notary. 

UniverSitas Indonesia! xi 

Self Regulation..., J. Bilal Tadjoedin, FH UI, 2009



SELF REGULATION KODE ETIK PROFESI NOTARJS UNTUK 

MENINGKATKAN KUALIT AS PROFESI NOT ARJS SERTA 

LAYANAN KEPADA KLIEN 

BABI 

PENDABULUAN 

A. Latar Belakang Permasalaban 

Profesi notaris merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi 

suatu negara, hal inl disebabkan peranannya turut menentukan terjadinya 

transaksi bernilai ekonomis. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut seperti 

yang terdapat pada kegiatan di antara lain pasar modal, lransaksi sewa guna, 

tran.saksi simpan pinjarn. Profesi Notaris turut serta dllibatkan sebagai 

bagian profesi yang dapat menentukan transaksi-transaksi ler!entu yang 

memang seharusnya mereka dilibatkan. Dengan keterlibatan profesi notaris, 

transaksi- transaksi yang bemilai ekonomis tersebut akan da.pat memberikan 

jaminan hukurn dan kepastian hukurn. Oleh karena sangatlah penting untuk 

memposisikan profesi notaris sebagai bagian yang penting da1am selw-uh 

kegiatan elronomi Negara. 

Setiap profesi akan melindungi dirinya sendiri dengan membuat 

peraturan-peratu.ran sebagai payung dalam melaksanakan profesinya. lni 

merupakan usaha yang mereka lakukan sendiri sebagai bagian untuk lebih 

meningkatkan kualitas proses kelja yang mereka lakukan sendiri, yaitu 
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disebut sebagai self-regulation' dari profesi itu sendiri Usaha ini 

dituangkan dalam bentuk kode etik profesi, ini disehut etika profesi yang 

dijadibn sebagai pedoman daiam pdaksanaan praktek kerja mereka 

melakukan untuk memenuhi pelayanan kepada para klielUlya. 

Peraturan ini juga seharusnya mencapai keseimbangan dalam 

pencapaian pemenuhan kebutuhan atau keinginan publiknya sebagai 

pemakai. Namun, etika profesi (kode etik) ditentukan dan ditetapkan oleh 

mereka sendiri (self-regulation), maka sering tetjadi kode etik lebih 

tendensius memayungi profesi mereka sendiri Sulit sekali~ kode etik 

profesi akan mencapai keseimbangan diantara kedua pihak. sedang.kan 

proses pembuatannya hanya dilakukan oieh pihak profesinya. Kondisi ini 

juga menyebabkan ada pencapaian kualitas layanan yang tidak dapat 

terpenuhi pada hal-hal terteutu, seperti pihak klien yang sulit dihadirkan 

pada saat penandatanganan akta atau ada kesepakatan diantara kedua pihak 

yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu 

penegakkan kode etik profesi secara lebih teguh untuk lebih meyakinkan 

bahwa proses kerja profesi nohlris mcnjadi lebih kuat secara hukum. 

Profesi Notaris, ialab babwa ia karena undang"undang diberi 

wewenang menciptakan aJat pcmbuktian yang mutlak, dalam pengertian 

babwa apa yang tersebut dalarn akta otentik iru pada pokoknya dianggap 

benar. 

1 Pen gurus Pusa! lkatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Duiu, Selwrang, dan 
di Masa Dalang, haL 15). 
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Notaris ada1ah satu-satunya pejabat umum yang berllak membuat akta 

otentik sebagai alat pembuktiao yaog paling sempuma. Notaris adalab 

kepanjangan tangan negara dimana ia menumrikan sebagian tugas negara di 

bidaog huku.m perdata. Negara dalam raogka memberikan perlindungan 

hulrum dalam bidang hulrum privat kepada warga negara telab melimpabkan 

sebagian wewenangnya kepada notaris untuk membuat akta otentik. Oleh 

karena itu, ketika menjalankan tugasnya, notaris wajjb diposisikan sebagai 

pejabat umurn yang mengemban tugas. Dengan demikian harus diakui 

notaris adalab jabatan pengabdian kepada kepentingan negara dan 

masyarakat. 

Adanya kondisi perbedaan ha.rapan (gap expectation) diantara profesi 

notaris dan kliennJa; hal ini disebabkan tidak ada titik temu antara harapan 

ldiennya dan profesi notaris. Profesi notaris harus dupat mereduksi gap, 

terjadi melalui ptoses kefja berkualitas da1am melayani mereka agar sesuai 

dengan harapannya. Namun seeing te~adi adanya harapan klien yang dapat 

menimhulkan konflik dengan kode etik profesi, sehlngga sulit sekali profesi 

notaris untuk memenuhi harapan itu. Jika itu dipenuhi oleh profesi notari~ 

maka ini akan beraldbat resiko tinggi bagi profesi notaris. Hal ini 

meropakan pelanggaran !rode etik profesi untuk dapat memenuhi harapan 

kliennya. 

Reduksi gap dilakukan oleb profesi notaris tanpa mengorbankan 

profesionaiitas mereka. Dengan usaha itu, rnaka akan terkondisi pada 

pencapaian keseimbangan diantara kedua pihak profesi notaris sebagai 

peJaksana kode etik profesi dan pihak klien sebagai penerimajasa pelayanan 

yang dihasilkan oleh profesi notaris. Kondisi ini merupakan ckspektasi 

yang ingin dicapai oleh semua pihak. Artinya kode etik profesi tersebut 
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yang merupakan peraturan atau pedoman tersebut akan dapat memenuhi 

pareto optimalisasi, yaitu kedua slsi akan dapat terpenuhi tujuannya. 

Dalam Undang-Undang No. 30 Republik Indonesia Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris ini diatur seca.ra rinci tentang Jabatan Umum yang 

dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa Akta Otentik yang dibuat 

oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban$ dan 

perlindungan hukum. 

Undang-undang teJah mengatur bahwa profesi notaris telah diberikan 

dan dipercayakan untuk mernbuat akta notaris dan sebaliknya pihak 

masya.rakat harus juga secara sukarela Mtuk dapat menyerahkan, 

memberikan dan mempercayai dalam membuat akta notaris. Hal ini 

diperkuat dengan isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat 1, yaitu berbunyi: 

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbualan, 

perjanjian dan ketetapan yang diharoskan oleh peraturan dan 

perundang-urulangan danlatau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta ''1• 

1 Indonesia, Undang-Undang Ten rang Jsbatan Natarls, UU. No, 30, LN No. 117 tahun 
2{)04. TLN No. 4432, Pasal 15 ayat I. 
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Seperti yang dinyatakan oleh JOSEPH JURAN dan EDWARD 

DEMING: 

"Quality is important, "or" If we don't improve our quality, the U.S 

economy is going Ia suffer badly and our quality of life and position of 

economic dominance wiJl decline. ,.J 

Je)as, pernyataan ini sangat kuat sekali untuk memberikan gambaran 

dengan peningkatan kualitas bagi setiap pelaku dalam kegiatan ekonoml 

akan menyebabkan kehidupan yang leblh bailc., jika pencapaian kualitas 

kCijanya rendah, maka hal ini akan menyebabkan rusaknya sendi~sendi 

ekonomi. 

Self-regulation pada setiap profesi biasanya dibuat da1am bentuk 

peraturan etika profesi yang mereka harus junjung tinggi. Hal ini 

merupakan gambar kesuksesan dari profesi notaris, yaitu ada tiga nilai dasar 

notaris sukses; integritas, kualitas hukum dan kuaiitas pelayanan4
• Ketiga 

n:ilai dasar dapat dlcapai melalui pendidikan profesi secara formal, 

pengalaman yang mereka dapatkan dan etika profesi yang mereka pahami 

dan mereka hayati, sertalaksanakan. 

lntegritas, diulrur dari ketidakb<Ipihakan (independent), adil 

(impartiality} dan kepereayaan (trustworthiness). Kualitas hukum diukur 

1 Oi~la Shaw, Notaries -A Profession Between State arrd Market, University of the West of 
Englang Brlstcl, Uniled Kingdom, 
4 Pengurus Pusat lkatan No1aris !ndont>Sia, Op.c.il. bal. 175 
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dari kualitas akta notaris yang mereka terbitkan. Sedangkan kualitas 

pelayanan diukur dari kuaJitas notaris dalam melayani kliermya. > 

Self-regulation merupakan peraturan dalam etika profesi yang mereka 

Ielah telapkan dalam pelaksanaan tugas ketja yang mercka lakukan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan publik pemakainya. Berbicara 

etika, hal ini menyentuh unsur yang paling hak.iki dari dlri manusia yakni 

nurani (sou{). Oleh karena itu dengan etika profesi tcrsebut, maka kualitas 

kelja mereka akan mencapai tingkatan yang paling tinggi dalam memenuhi 

kebutuhan para pemakai atau pcngguna profesi notaris. 

Self-regulation merupakan tuntutan bagi semua pih.ak yang 

mempunyai kepentingan terhadap peranan notaris, tujuannya adalah sebagai 

payung bagi mereka untuk melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut 

berwujud berupa penetapan kode etik notaris, hal inJ merupakan bagian 

mereka sendJri dalam menentukan bagaimana mereka seharusnya 

melaksanakan tugas. Kode etik notaris ini dapa.t bertindak sebagai rambu 

Jalu li11tas yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku para notar:is untuk 

tetap berada pada jaiur yang benar. Komitmen mereka dituntut untuk tetap 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari~hari. terutama pada saat mereka 

melakukan peketjaan. Jika mereka tidak menjunjung tinggi kode etik 

notaris tersebut, maka mereka akan menyebahkan ternoda keluhuran dan 

martabat profesi. 

s Nicole Kuijpm, Joelle Noailly. Ben Vollard, Libera/isation of the Dutch Ncrary 
Profession, Sep!ember 2005. 

Universitas Indonesia 16 

Self Regulation..., J. Bilal Tadjoedin, FH UI, 2009



Mereka sebagai profesi notaris dalam melak<mnakan tugas dapat 

dicurigai memanfaatkan proresinya hanya untuk kepentingan pihaknya, 

tanpa melihat kepentingan pihak: Jainnya, khususnya pada pernakai jasa 

mereka. Dengan kode etik profesi yang mereka tetapkan sendiri sebagai 

selfregulation mereka tersebut dapat menjadi pedoman dalam melakukan 

praktek kerja mereka dan ini barns dapat dijunjung tinggi derni tercapainya 

tingkat kualitas yang tinggi yang pada akhimya dapat tercapai kepuasan 

kliemrya. 

B. Pokok Permasalahan 

Dengan berdasarkan Jatar belakang masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya dapat ditentukan perrnasalahan, yaltu sebagai berikut : 

l. Apakah self-regulation (kode etik profesi) dapat meningkatkan 

kualitas pelayananjasa yang dihasilkan oleh profesi notaris? 

2. Apakah self-regulation (kode etik profesi) chlpat mempengaruhi 

kepuasan klien. 

C. Metode Penelitian 

Dalam penulisan tesis ini, metode yang digunakan adalah metode 

penelitian nonnatif yang berbentuk kepustakaan (Library Research) dan 

penelitian lapangan (Field Research). 
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Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan (Library 

Research) adalah peneHtian dila.kukan melalui studi kepustakaan yaitu 6 

artikel-artikel. buku-buku ilmiah dan hasil-hasil seminar serta makalah­

makalah dari internet yang mernang berhubungan dengan implementasi 

praktek kerja dari kode etik profesi notaris. HaJ lni merupakan tanggung 

jawab profesi notaris untuk lebih meningkatkan profesionalitas mereka 

melalui implementasi kode etik profesi rnereka. 

Metode penelitian ini digunakan untuk rnelaknkan pengkajian lebih 

dalam menguraikan serta menganalisa terbadap beberopa teori. literatur dan 

hasil-hasil penclitian tentang pengaruhnya self-regulation yaitu kode etik 

profesi terhadap kualitas basil kerja profesi notaris dan kepuasan kliennya. 

Kode etik ini bennaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan 

Notaris dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, khususnya kewajlban 

Notaris sebagai pejabat umum t.mtuk menegakkan kode Etik Profesi Notaris. 

Adapun penelitian lapangan (Field Research) dilaknkan scbagai 

pendakung terhadap studi kepustakaan, yaitu dengan melaknkan sedikit 

wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan mengetahui 

kondisi situasi sebenamya yang terjadi di lapangan sehubungan dengan 

penulisan ini seperti !Nl (lkatan Notaris Indonesia), Ml'D (Majelis 

Pengawas Daerah) dan Notaris. 

4 Soerjono Sockamto. Penganror Penelilion Hukum, {Jakarla: Ul Press), bal. 52. 
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D. Sistematika PenuUsan 

Judul Tesis ini adalah Self-Regulation Profesi Notaris Untuk 

Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Serta Layanan Kepada Klien. 

Maksud dan tujuan dari pemi!lhan sistematika penulisan ini ada)ah untuk 

memberikan gambaran mengenai pennasalahan yang akan muncul ke 

permukaan mengenai implementasi kode etik profesi notaris. Pada tesis ini 

terbagi dalam 3 bab yang terdiri dari bebarapa sub-bab yang disusun secara 

sistematis sesuai dengan penjelasan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam Bab I, dijeiaskan tentang Lalar Belakang Pennasalahan, 

Pokok l'errnasalahan, Metode Penelitian dan Sisternatika Penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN ANALISA 

Pada Bab II akan dijelaskan dan dikaji lebih dalam mengenai teori­

teori, literatur dan hasll-hasil penelitian yang berkaitan pokok pennasaiahan. 

Hal ini bertujuan untuk membuktikan implementasi kode etik profCsi notaris 

dapat meningkatkan kualitas proses kelja serta dapat meningkatkan kualitas 

profesi notaris dan seharusnya secara otornatis dapat menlngkatk:an kualitas 

layamm kepada k.Hennya. Pada Bab II ini akan diuraikan secara rinci. yaitu 

sebagai berikut : 

A. Kajian Teori dan Literatur: 

I. Definisi Profesi 

2, Definisi Etika dan Etika Profesi 

3. Kode Etik Profesi sebagai Self Regulation 
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4. Sejarah lkatan Notaris Indonesia (IN!) 

5. lrnplernentasi Kode Etik Profesi Notaris sebagai Wujud 

Peningk:atan Kualitas Profesi Notaris. 

6. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan 

Kewenangannya 

7. lmplementasi Kode Etik Profesi Notaris sebagai Peningkaian 

Kualitas Layanan Kepada Klien 

8. lmplementasi Kode Etik Profesi Notaris sehagai Pcningkatan 

KuaHtas Hukum da1am Pembuatan Akta 

9. Analisa Pengaruh Implementasi Kode Etik Profesi Notaris Dapat 

Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Serta Layanan Kepada 

Klien, 

BAB Ill PENUTUP 

Dalam Bab HI rnerupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dari 

penjelasan dan uraian Bab I dan Bab IL Pada Bab ini juga lebih 

menitikberatkan pa.da pengkajian teori dan literatur serta basil analisa yang 

akan diperkuat dengan dasar teori dan literatur yang telah dikumpulkan dan 

dipaparklln. Hal ini agar lebih dapat memecahkan pokok pennasalahan 

yang telah dimunculkan pada tesis ini. 
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BABII 

KAJIAN TEORI DAN ANALISA 

A. Profesi Notaris 

Profesi akan mempunyai arti yang berbeda. hal ini disebabkan setiap 

orang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Inj terkait dengan latar 

belakang, pendidikan dan kegiatan orang yang bersangkutan. Namun. ha1 

yang terpenting adalah profesi melekat pada setiap orang yang memang 

mempunyai kea.hhan sesuai dengan bidangnya, serta dapat mengapJikasikan 

keahliannya yang dapat diberikan kepada pihak lainnya, 

Pemahaman mengenai profesi, profesi adalah sebuah pilihan yang 

sadar dilakukan seseorang, sebuah pekeJjaan yang secara khusus dipilih, 

dilakukan dengan konsisten. berkelanjutan ditekuni, sehingga orang lain 

dapat menyebut kalau dia memang berprofesl di bidang tersebut1. Pada 

profesi seharosnya meJekat profesionalisme yang mernayungi profesi, yaitu : 

semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideology, pemiltiran, gairah untuk 

terus menerus secara dewasa dan secant intelektual untuk terus 

meningkatkan kualitas profesi merek 

' 

Profesi Notaris merupakan profesi jabatan notaris seperti yang 

termaktub dalam Pasal 15 ayat I Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tcntangjabatan Notaris bahwa: 

1 Hidayal Nur Wahid, Benang Hija11 Projesi & Profcsionnlisme, hal. 7 
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'"Notaris berwenang membuat akta olentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang dilwntskan oleh peraturan 

dan penmdang-undangcm danlatau yang dikelumdaki oleh yang 

berkepenlingan umuk dinyatakan dalam akta otentik. menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan 

grosse, .salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan 

akta itu tidakjuga dilugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

a tau orang fain yang ditetapkan oleh Undang-Undang'.e. 

Hal ini mcngartikan hahwa profesi Notaris memberikan kepastian 

hukum dari sisi keasliannya. suatu akta yang mempunyai kekuatan 

pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk juga 

etika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. 

Namun dalam pelaksanaan jabatan Notaris tidak hanya menjalankan 

peke!jaan yang telah diwnanatkan oleh Undang-Undang, Profesi Notaris 

juga menjalankan suatu fungsi social yang sangat penting yaitu bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat wnum 

yang di!ayaninya. seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik 

Profesi Notaris. HaJ ini masih menjadi pertanyaan dalam pelaksanaan 

dilapangan apakah memang para profesi Notaris melaksanakan Kode Etik 

tersebut. Profesi Notaris tidak bermaksud untuk melanggar Kode Etik 

Profesi. namun Profesi Notaris dengan tetpaksa harus memenuhi pennintaan 

kliennya untuk dapat melayanlnya dan begitu puJa sebaliknya dimana 

Profesi Notaris dengan sengaja melanggar Kode Etik Profesi Notaris. 

Seperti misalnya Seorang notaris wanita bemama Zulaika. Dia notaris muda 

a UU. No. 30 lahun 2004, Op.cit., Pasall5 ayat I 
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berusia 32 talmo. Suatu saat dla mendapat undangan untuk hadir dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Angin Ribul. Pada hari yang 

ditentukan, Zulaika membawa dua orang asistennya untuk hadir dalam acarn. 

RUPS tersebut. Ketika acara RUPS sedang bedangsung, tiba-tiba telepon 

genggamnya bergetar. Teriihat panggilan dari nomer pernbantunya Ijem 

yang mengatakan hahwa sekarang dia ada di depan pintu masuk ruangan 

Rurnah Sakit membawa Reza anak Zulaik:a yang baru berusia 4 bulan 

menangis terus karena badannya demam. Mendengar haJ itu, seca.ra reflek 

Zulaika langsung berlari keluar dan menyerahkan jalannya sidaog kepada 

para asistennya tanpa meminta skorsing. Padahal di dalam rapat masih ada 

empat agenda rapat penting yang belum dibicarakan. Zulaika lupa bahwa 

sebagai notaris ia harus menyaksikan langsung semua runtutan peristiwa 

RUPS dari awal sampai akhir lanpa boleh meoinggalkan tempat kecuaH 

minta skorsing. Kasus ini menunjukan bahwa adanya pelanggaran Kode 

Etik Profesi Notaris dari Profesi tersebut dalam meJayani kHennya. 

B. Etika Profesi sebagai Se/f-Regulau'on 

Pada Webster Collegiate Dictionary kata ethics (etika) mempunyai 4 

makna dasar, yaitu9
: 

t. Mernegsng tegub sehubungan dengan apa yang dikatakan haik dan buruk 

terhadap tugas dan kewajiban secara moral. 

2. Sekelompok atau sekumpu1an niJai-nilai dan prinsip-prinsip moraL 

3. Suatu teori dan sistem nilai-nila.i moraJ. 

4. Prinsip..prinsip pelaksanaan pengelolaan atau penentuan suatu individu 

atau kelompok. Seringkali menemukan kata etika berkenaan dengan 

benar dan salah atau baik dan buruk pada setiap bentuknya. Seperti yang 

9 Duska and Dus!c:a, Accounrlng Ethics, hat 26, 
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diungkapkan oleh SUMARYONO etika mempunyai makoa sebagai adat 

istiadat atau kebiasaan yang baik10
• Ini memberikan arti aturan yang 

seharusnya di!aksana.kan oleh setiap manusia sebagai individu sosial atau 

kelompok sosial dalam menjalankan fungsinya 

Etika moral berkenaan dengan kebiasaan bertingkah laku dan 

berperilaku baik dan benar sesuai dengan kodrat manusia. Jika Etika ini 

dilanggar, maka hal ini akan menyebabkan pelanggaran etika yang telah 

berlako. Jelas, pelanggaran tersebut akan menimbulkan perouatan yang 

tidak baik dan tidak benar. 01eh karena itu setiap Profesi harus merniliki 

sendiri Etika Profesi yang biasa disebut Kode Erik Profesi. Hal ini 

mengartikan bahwa Kode Etlk Profesi dibuat oleh profesi untuk mengatur 

mereka sendiri dalam me1akukan pelaksanaan kerjanya. 

Kode Etik Profesi Notaris adalah seJuruh kaidah moral yang 

ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi 

seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang mernangku dan 

menjalankanjabatan Notaris baik dala.m pelaksanaan jabatan maupun dalam 

kehidupan sehari-hari 11
• Kode Etik Notaris mernuat unsur material tentang 

kewajihan, larangan pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terbukti 

seorang no1aris bersalah, 

Kode Etik Profesi Notaris merupakan self-regulation bagi seluruh 

profesi Notaris dalam melaksanakan tugas dan pekeljaannya, serta 

memberikan pedornan dalam berperilaku sehari-hari. Hal yang sangat 

JO E.Y, Kanter, Etiko Profesi Htlfwm: SebuaJr PendelwJon Scslo-Rclfgius, Storia Grafika 
2001,haL 12 
11 Roesnastiti Prayitno, Bohan Kull'ah Kode Etilc Nolarili, h.al. 82 
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mendasar Kode Etik tersebut harus tercapai keseimbangan antara 

permintaan klien atau kebutuhan klien dan kualita.s layan:an dari profesi 

Notaris. Ini disebabkan kedua pihak yang pelaksana dan penerima jasa 

notaris: tidak tercapai titik temu. akibatnya tejadi suatu kondisi adanya 

kesenjangan harapan (gap expectation)L2, Sering kali teljadi adanya 

benturan kepentingan disatu s:isi Profesi Notaris tidak akan melanggar, di 

sisi lain pihak penerima jasa (klien} mempunyai harapan yang sulit dicapai. 

Kode Etik merupakan aturan-aturan atau nonna-norma baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta 

pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar 

perilaku orang yang dinilai balk atau buruk dalam menjalankan profesinya. 

Kode Etik Profesi ini merupakan hasH dari fonnulasi yang telah ditetapkan 

oleh mereka sendiri dalam pelaksanaan proses kerja yang lebih berkualitas 

serta segala tingkah laku yang menunjukan keprofesfonalitasan dari profesi 

No!aris rersebut. Oleh karena itu Kode Etik ini menjadi kewajiban bagi 

setiap profesi untuk: diperhatikan dan dlja1ank:an secara professionaL 

B.l. Etika Kepribadian Notaris 

Profesi Notaris sebagai pejabat umum harus 13
; 

a. Berjiwa Pancasila 

b. Taat pada hukum, sumpal1 jabatan dan Kode Etik Notaris 

c. Berbahasa Indonesia yang baik. 

11 Wahyudi Prakarsa Benyamin, Peninglwtan don Pemanrapan Peron tlan Posisi Profosi 
Akunlansi Dalam Lingkungan Yang Berubah, hai7L 
ll Roesnastiti Prayilfl!), Op.dt., hal. 58 
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Profesi Notaris sebagai seornng yang professional harus : 

a. Memiliki perilaku professional 

b. Ilrut serta dalam pembangunan nasional di bidang hulrum 

c. Menjunjung tinggi kehorrnatan dan martabat Notaris 

Profesi Notaris sebagai seorang yang barns professional adalah 

maksudnya sebagal berikut ; 

a, Mempunyai kompetensi dalam bidangnya sebagai seorang yang ahli 

dalam bidang kenotariatan dan ini barus didukung oleh pengetahuan 

dan pengalaman yang tinggi. 

b. Mempunyai. integritas moral yang tinggi untuk menghindari sesuatu 

yang tidak baik walaupun irnbalan jasanya sangat tinggi, artinya 

pelaksanaan pekerjaanya harus selarns deng.an nilai-nilai 

kemasyarakatan. kepatutan dan agama. 

c. Harus memiliki kejujuran tidak saja pada pihak kiien tetapi juga pada 

pihak Iainnya, dimana dalam pelaksanaan kerjanya akan dapat 

berinteraksL 

d. Memiliki pengabdian yang tinggi terl>adap tugas yang mereka emban. 

e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan 

segala perilaku yang harus dimiliki oleh seonmg Notaris. 

B.2. Etika Pela.ksanaan Tugas Jabatan Profesi Notaris 

Notaris sebagai pejabat umum dalam rnelakukan tugas jabatan harus14 

14 Ibid, hal. 60 
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a. Menyadari kewajibannya. bekeija sendiri, jujur. tidak berpihak. dan 

penuh tanggungjawab. 

b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan 

Umlang-Undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan 

tidak menggunakan perantara. 

c. Tidak menggunakan media massa yang bersitat promosi. 

d. Harus memasang tanda papan nama menurot ukuran yang berlaku. 

8.3. Etika Pelayanan terhadap Klien 

Profesi Notar::is sebagai pejabat umum harus15 
: 

a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan 

jasanya dengan sebaik-baiknya. 

b. Menyelesaikan akta sampai tabap pendaftaran pada pengadilan negeri 

dan pengumuman dalam berita Negara, jika klien yang berkaitan 

dengan tegas mengatakan akan menyerahkan W'Usannya kepada 

Notaris dan juga klien telah memenuhi persyaratan yang diperlukan. 

c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaltaran dan 

pengwnuman, dan atau mengirim kepada atau menyu.nth mengambil 

akta yang sudab didaltar atau berita Negara yang sudab selesai dicetak 

tersebut oleh klien yang berSangkutan. 

d. Memberikan penyulukan hukum agar masyarakat menyadari hak dan 

kewajiban sebagai warga Negara dan anggota masyarakal. 

e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang marnpu 

dengan cuma~cwna. 

IJ Ibid, bal. 60 
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f. Dilarang menahan berkas sesemang dengan maksud memaksa orang 

itu membuat akia pada Notaris yang menahan bcrkas itu. 

g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-rnata 

menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris 

yang bersangkutan. 

h. Dllarang mengirim minuta kepada ldien atau klien-klien untuk 

ditandatangani oleh klien atau klien-klien. 

1. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien 

membuat akta padanya. atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah 

dari Notaris Lain. 

j. Dilarang rnembentuk kelompok didalam tubuh lkatan Notaris 

Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi 

atau lembaga secara khususleksklusif, apalagi menutup kemungkinan 

anggota lain untuk berpartisipasi. 

B.4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris 

Profesi Notaris sebagai sesama pejabat umum harus16 
: 

a. Saling menghormati daJam suasana kekeluargaan 

b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Profesi 

Notaris, baik moral maupun materil. 

c. Harus saling menjaga dan membeJa kehonnatan dan nama baik korps 

Profesi Notaris atas dasar rasa solidaritas dllli sikap tolong menolong 

secara konstruktif. 

r6 Ibid, hal. 62 
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Dengan etika hubWlgan sesama rekan seprofesi diharapkan mereka 

akan saling menghormati, tidak saHng menyalahkan akta-akta yang dibuat 

rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak 

membiarkan rekannya berbuat salah pada jabatannya dan sebaiknya 

memberitahukan dengan baik mengenai kesalahan rekarmya dan berusaha 

membantu untuk memperbaikinya. 

B.5. Etika Pengawasan 

Agar ketentuan dapat dipastikan tertib pelaksanaannya? mak:a 

diperlukan adanya mek:lllisme pengawasan terhadap Notaris. Ketika itu 

Pengadiian Negeri adalah institusi yang rnelak.ukan pengawasan terhadap 

Notaris, tetapi sekarang ini Majelis Pengawas yang secara berjenjang 

dimulai dari Dewan Pengawas Pu.sat, Majelis Peng3was wilayah {Propinsi) 

dan Majelis Pengawas Daerah (Kabupaten), Departemen Kehakiman Dan 

Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku institusi yang 

mengangkat Notaris, berdasarkan Undang-undang. 

IN! memiliki Bidang Pengayoman yang salah satu tugasnya adalah 

mendampingi para notaris, dalam kerangka profesi deogan persetujuan 

Majeiis Pengawas, ketika dipanggH penyidjk, penuntut umum atau hakim. 

JNI akan memberikan dukungan pendampingan agar oknum notarls bisa 

didudukkan dalam kerangka yang b<:nar menyangkut profesinya sebagai 

pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleb Negara untuk menjalankan 

sebagian dari tugas kenegaraan. 
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Sedangkan untuk pengawasan ada dua mekanisme yang telah betjaJan. 

Pertarna. pengawasan intemaJ kode etik melalui Dewan Kehormatan INI. 

Kedua. pengawasan ekstemal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

Dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas yang 

beranggotakan tiga elemen yakni Pemcrintah, Organisasi Notaris dan 

ahlilakademisi. Peran periindungan di samping menjadi tanggung jawab 

utama Bidang Pengayoma IN! juga menjadi tanggung jawab Dewan 

Pengawas. Hal ini karena sesuai UUJN Pasal 66, Notaris hanya bisa 

dlpanggil dan/atau minuta aktanya diambil oleh penyidik hanya setelah 

mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Pengawasan yang 

dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dia.tur 

daJam Pasal 67 UUJN disebutkan bahwa Pengawasan Notaris meliputi 

perilaku notaris dan peiaksa.naan Jabatan notaris. 

Penempatan petugas yang tepat dan kompeten, diharnpkan 

pengawasan terhadap Notaris semakin tajam, akurat, wajar. Sehingga 

dengan demikian, akan membentuk pribadi Notaris yang lebih sigap, 

professional dan bertanggungjawab dalam mclaksanakan tu.gasnya. 

Dengan etika pengawasan profesi Notaris harus 17: 

a. Melakukan pengawasa11 terhadap Profesl Notaris melalui pelaksanaan 

Kode Etik Profesi Notaris dalam melakukan pekerjaannya melalui 

11 Ibid, hal. 63 
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MajeHs Kehormatan Daerah dan atau Majelis Kehonnatan Pusat 

Ikatan Notaris Indonesia 

b. Tata cara peJaksanaan Kode Etik Profesi, Sanksi-sanksi dan eksekusi 

diatur dalam peraturan tersendiri 

c. Tanpa mengw:angi keientuan mengenai tata cara maupun pengenaan 

tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka 

pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secaru mutlak 

harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota 

lkatan Notaris Indonesia disertai usu) Pengurus Pusat kepada kongres 

untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran­

pelanggmm yang disebut dalam Kode Etik Profesi Notaris dan 

peraturan Jabatan Notaris yang berakibat babwa anggota yang 

bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pada pasal 83 ayat 1 UU nom or 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris 

menyatakan bahwa "Organisast Notaris menetapkan dan menegakkan Kode 

Etik Profesi Notaris". Ketentuan tersebut diatas ditindak lanjuti dengan 

ketentuan pasal 13 ayat I Anggaran Dasar Ikatan Profesi Notaris Indonesia 

yang menyatakan : 

"Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Profesi 

Nolaris, perkumpu/an mempunyai Kode Etik Profesi Notaris yang 

ditetapkan olell Kongres profesi iW sendiri dan merupakan kaidah 

moral yang wajib ditaati oleh setiap anggola perkumpulan "111
• 

It UU. No. 30 1ahun 2004, Op.cil., Pasal 13 ayat 1 
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Kode Etik dibutuhkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman sebagai 

profesi dalam melakukan pelaksanaan pekeljaannya secara professional. 

Hal ini bennotifkan k.epada keinginan selalu menjaga dan rnelayani 

kebutuhan k.liennya, dengan memanfaatkan keterampilan intelektual serta 

argumentasi secara rasionai dan kritis dengan menjunjung tinggi niJai-nilai 

moraL 

Profesi Notaris mempunyai hak privilege dalam menjalank:an sebagian 

kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan memiliki peranan yang 

penting dalam pembuatan akta yang asli. Hal ini berarti Profesi Notaris 

rnempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris 

merupakan jabatan kepercayaan. maka seorang Profesi Notaris hams 

mempunyai periJaku yang baik. Profesi Notaris dapat mencapai melalui 

perilaku yang terefleksi dari mereka melakukan kegiatannya sehari~hari 

dengan berlandaskan pada Kode Etik Profesi Notaris. 

Dalam K.ode Etik Notaris diatur secara rinci mengenai kewajiban dan 

larangan yang di!alrukan Notaris dalam menjalankanjabatannyo yaitu: 

J. Kewajiban 

Notaris dan orang iain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris 

berkewajiban : 

a. Memiliki moral, alchlak serta kepribadian yang baik. 

Seorang Nouuis harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian 

yang baik., karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di 

bidang hukum priva!, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan 

terhormat. 
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b. Menghormati dan menjunjWlg tinggi harkat dan martabat jabatan 

Notaris. 

Notaris harus menyadari bahwa periJaku diri dapat mempengaruhi 

jabatan yang diembannya. Harkat dan martabat merupak:an bagian 

yang tidal< dapat dipisabkan dari jabatan. 

c. Menjaga dan membela kehormatan perkurnpulan. 

Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan maka 

seorang notaris barns dapat menjaga kehormatan per.kumpuian. 

Kehonnatan merupakan bagian yang tidak terpisah.kan dari 

perkumpulan. 

d. Bertinduk jujur, mandiri, tidal< berpihak, penuh rasa tanggung jawab 

berdasarkan perundang-undangan dan isi surnpah jabatan notaris. 

Jujur terhadap diri sendiri. terhadap klien dan terhadap profesi. 

Mandiri daJarn arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri. tidak 

bergantung pada orang atau pibak lain serta tidak menggunakan jasa 

pihak Jain yang dapat mengganggu k:emandiriannya. 

Tidal< berpibak berarti tiduk membelalmenguntungkan salah satu 

pibak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. 

Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat 

mempertanggungjawahkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya 

dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya. 

e. Meningkatkan i!mu pengetahuan yang telah dirniliki tiduk terbatas 

pada Umu pengetahuan hukum dan kenota.riatan. Menyadari ilmu 

selalu berkembang. 

Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan 

rnasyarakat. 

f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan 

Negara. 
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Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan 

notaris adalah jabatan pengabdian. oleh karena itu notaris harus selalu 

mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara. 

g. Membe.rikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk 

masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. 

Hal ter.;ebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) 

notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian 

notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara. 

h. Menetl!pkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut 

meropakan satu~satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam 

meJaksanakan tugas jabatan sehari-hari. 

Notaris tidak: boleh membuka kantor cabang. kantor tersebut harus 

benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantomya. Kantor 

Notaris dan Pt;jabat Pembuat Alcte Tanah (PPAT) harus berada di satu 

kant or. 

1. Memasang I (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan 

kantomya dengan pilihan ukuran, yaitu IOOcm x 40cm ; 150cm x 

60cm at.au 200crn x 80cm. yang memuat : 

a. Namalengkap dan gelar yang sah; 

b. Tanggal dan Nomor Sural Keputusan; 

c. Tempat kedudukan; 

d. Alamat kantor dan Nomor telepanlfax. 

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan 

tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. KecuaH di 

lingkungan kanlor tersebul tidak dimungkiukan untuk pemasangan 

papan nama tcrsebut. Papan nama bagi kantor notaris adalah Papan 

Jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat 

tersebut ada Kanlor Notaris, bukan tempat promosi. Papan jabatan 

tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau 

ukuran tidak sesuai dengan standar. 
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j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 

diseJenggarakan oleh perkumpulan. menghormati, mematuhi, 

melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. 

Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuh 

kembangkan rasa persaudaraan profesi. Mematuhi dan melaksanakan 

keputusan organisa.si adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut 

dari kesadaran dan kernauan tmtuk bersatu dan bersama. 

k. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. 

Memenuhi kewajiban financial adalah bagian dari kebersamaan untuk 

menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak 

mernbebankan pada saiah seorang atau sebagian orang, 

l. Membayar uang duka untuk membantu ahh waris ternan sejawat yang 

meningga) dwt.ta. 

Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud 

kepeduJian dan rasa kasih antar rekan. 

m. Me,aksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium 

yang ditetapkan perkumpulan. 

Hal ternebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, 

menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan 

bagi seluruh notaris. 

n. MenjaJankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan. pembacaan 

dan penandatanganan akta dilakukan di kantomya, kecuali karena 

alasan-alasan yang sah. 

Akta dibuat dan disclesaikan di kantor notaris, diluar kantor pada 

dasamya merupakan pengeoualian. Di luar kantor hams dilakukan 

dengan tetap mengingat notaris hanya boleh memponyai satu kantor. 

o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam 

melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling 

memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, 
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saling menghargai, sating membantu serta selalu berusaha menjalin 

komunika.si dan tali silaturahmi. 

Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap dan 

perilaku yang baik dengan saling menghonnati dan menghargai alas 

dasar saling bantu membantu dan tidak boleh saling menjelekknn 

apalagi dihadapan klien. 

p. Memperlakukan setiap kJien yang datang dengan baik, tidak 

membedakan status ekonomi danlatau status sosialnya. 

Memperlakukan klien dengan baik harus diartikan tidak saja notaris 

bersikap ba:ik tetapi juga tidak mernbuat pembedaa alas dasar suku, 

ras. agama serta status sosial dan keuangan" 

q. Melak:ukan perbuatan~perbuatan yang seca.ra umum disebut sebagai 

kewajiban untuk ditaati dan dllak:sanakan antara Jain namun tidak 

terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam : 

L Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; 

2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris; 

3. lsi Swnpah Jabatan Nolaris; 

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lkatan Notaris 

Indonesia. 

2. Lmangan 

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris 

dilarang: 

a. Mempunyai lebih dari l ( satu) kantor, baik kantor cabang maupun 

kantor pcrwakilan. 

MempWtyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor Pejabat 

Pembuat Akle Tanah (PPAT). 

b. Memasan papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor 

Notaris" di luar lingkungan kantor. 
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Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasa1 3 

ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap 

sebagai pelanggaran atas kewajibannya. 

c. Melaku.kan pubJikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara 

bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, 

menggunakan sarana media cetak dan atau etektronik dalam bentuk; 

L Iklan; 

2. Ucapan selamat; 

3. Ucapan bela sungkawa; 

4. Ucapan terima kasih; 

5. Kegiatan pemasaran; 

6. Kegiatan sponsor baik dalam bidang social, keagamaan maupun 

olah raga. 

Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan nota.ris 

sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pcngusaha!Kantor Badan 

Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapal dibenarkan. 

d. Bekerja sama dengan biro jasa/oranf1Badan Hukum yang pada 

hakikatnya bertindak: sebagai perantara untuk mencari atau 

mendapatkan .klien. 

Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakakan merupakan 

pekeijaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau 

keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang!Badan Hukum 

sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha 

dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan 

peran dan fungsi notaris. 

e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah 

disiapkan oleh pihak lain. 

Jaba!an Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak schingga 

pembuatan minuta yang Ielah dipersiapkan oleh pihak lain tidak 
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memenuhi kewajiban notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) 

Kode Etik Notaris. 

f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangan!. 

PenamJatangan akta notaris merupakan bagian dari keharusan agar 

akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selaln hal tersebut. 

nctaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan. 

g. Berusalla atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah 

dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada 

klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. 

Berperilal:u baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan 

diwujudk.an antara lain dengan tidak melakukan upaya balk langsung 

maupuntidak: langsung mengambil kllen rekan. 

h. Melakukan pcmaksaan kepada klien dengan cam menahan dokumen­

dokumen yang telah dlserahkan dan/atau melakukan tekanan 

psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta 

padanya. 

Pada dasamya setiap pembuatan akla harus dilakukan dengan tanpa 

adanya paksaan dari siapapun termasuk dari notaris. Kebebasan 

membuat akla merupakan bak dari klien itu. 

1. Melakukan usaha-usaha baik Jangsung rnaupun tidak langsung yang 

menjurus ke arab timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan 

sesama rekan notaris. 

Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terbadap Kode 

Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik. 

j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien denganjumlah 

lebih readah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. 

Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan 

persaingan yang tidak sehat yang dilal:ukan melalui penetapan honor. 
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k. Mempekeljakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan 

kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang 

bersangkutan. 

Menggambil karyawan rekan notaris dianggap sebagai tindakan tidak 

terpuji yang dapat mengganggu jalannya kant or rekan notaris. 

t Menjelekkan dan!atau mempersalahkan rekan notaris atau aida yang 

dibuat oleh.nya. DaJam hal seorang notaris menghadapi danlatau 

menemukan suatu ak:ta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata 

didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau 

membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan 

kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang 

dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk 

rnencegah timbuJnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang 

bersangkutan ataupun rekan sejawat ternbut. 

m.Membentuk kelompok se..<iama rekan sejawat yang bersifat eksk1usif 

dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau 

lembaga, apaiagi menutup kemungkinan bagi notaris laln Wltuk 

berparitisipasi. 

Notaris wajib memperlakukan rekan notaris sebagai keiuarga 

seprofesi> sehingga diantara sesam:a rekan notaris hams sating 

menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin 

komunikasi dan tali silaturahmi. 

n. Menggunak:an dan mencantumkan ge!ar yang tidak: sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana. 

Sehingga notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang 

dapat merugikan masyarakat dan notaris itu sendiri. 

I. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris; 

2. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Talmn 

2004 Tentang Jahatan Notaris; 
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3. lsi Sumpah Jahatan Notaris; 

4. Hal-haJ yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggamn 

Rumah Tangga danlatau keputusan~keputusan lain yang sudah 

ditetapkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang tidak bo1eh 

dilakukan anggota. 

C.Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpuJan atau organisasi profesi 

jabaran notaris yang berbadan hukum, berazaskan Pancasila dan 

berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia ialah suatu organisasi 

profesi yang tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal I Juli I 908, dan 

Ielah diakui sebagai badan hukum (rechtspersoon) bcrdasarkan l'enetapan 

Pemerintah (GotJIIernments Besluit) pada tanggal 5 September 1908 Nomor 

9 dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap 

orang yang memangku dalam menjaJankan jabatan sehagai Notarls di 

Indonesia dan te!ab mendapat pengesahan dari pemerintab berdasarkan 

Keputusan Menteri Kebakiman Republik Indonesia pda tanggal 23 Januari 

1995 Nomor C2-1022.HT.Ol.06 talmn 1995 dan telab diumumkan dalarn 

Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April I 995 Nom or 28 

Tarnbahan Noor l/P-1995 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.PW.OJ.l0.02 tanggal 29Juni 

2002 serta Surat Keputusan Menteri Kehakim:m dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor M-Ol.HT.03.01 Tabun 2003 tentang 

Kenotariatan 19
• 

19 Roesnastiti Prayitno. Op.cit., haL 82 
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Ditegaskan kemball da1am Pasal I bulir 13 Surat keputusan Mcnteri 

K.ehakiman dan Hak Asa.si Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.Ol.HT.03.01 Tahun 2003 tentang kenotariatan dengan menyebutkan 

bahwa: 

"Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu· 

satunya organisasi pejabat urnum yang profesionaJ yang teiah disahkan 

sebagai badan hukum". 

Tujuan Organisasi lkatan Notaris Indonesia adalah : 

2, Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan 

terwujudnya kepastian hukum. 

3. Memajukan dan mengembangkan ilrnu hokum pada umumnya dan ilmu 

serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya, 

4. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu notaris selaku 

pejahat umum dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, Bangsa dan Negarn. 

5. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan 

serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan 

persatua.n dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, lkatan Notaris Indonesia berosaha : 

1. Meiakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiJiki 

perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa 

kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka mcningkatkan 

peranan, manfaa~ fungsi dan mutu perkumpulan. 
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2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota 

di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional, guna 

menjaga dan mempertahankan k:eluJmran martabat jabatan notaris. 

3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan notaris, 

meningl<atkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu 

kenotarialan denganjalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, 

seminar dan sejenisnya, serta penerbitan penulisan karya ilmiah. 

4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, 

fungsi dan kedudukan lembaga notaris di Indonesia sesuai dengan harkat 

dan martabat profesi jabatan notaris. 

5. Mengadakan, memupuk serta membina dan menlngkatkan kerjasama 

dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun da.ri 

luar negeri yang mernpunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan 

Perkumpulan termasuk dengan !embaga pendidikan atau instansi yang 

terkait dan yang mempunyai hubungan dengan Jembaga kenotariatan. 

6. Mengada.kan dan menyelenggarak:an pendidikan notaris. serta berperan 

aktif dalam mempersiapkan lahimya caJon notaris yang profesional. 

berdedikasi tinggi, berbudi luhur~ berwawasan dan beriJmu pengetahuan 

Iuas dan rnemiliki integritas moral serta memiliki ak.hlak yang baik. 

7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, 

pedoman dan tujuan perkumpulan. 

D.Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya 

Mengenai pengawasan ada dua mekanisme yang berjalan. Pertama. 

pengawasan internal kode etik melalui Dewan Kebonnatan INL Kedu~ 

pengawasan ekstemal yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Man usia. 
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Dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis Pengawas yang 

beranggotakan tiga elemen yaltu pemerintah. organisasi Notaris dan 

ahli/akadem.isi. Peran perlindungan menjadi tanggung jawab utama Bidang 

Pengayoman, 1Nijuga menjadi tanggungjawab Dewan Pengawas. 

Setiap pengawasan, terdapat fungsi pembinaan dan perlindungan. 

Karena tanpa pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontra 

produktif. Pengawasan juga harus mengandung unsur perHndungan 

khususnya berkaitan dengan azas praduga tidak bersaJab dan posisi notaris 

sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas Negara. Tata cara 

dan prosedur yang etis harus dHaksanakan seca.ra berurutan. Semua pihak 

yang dirunanatkan Undang~Undang mengemban fungsi pengawasan harus 

mernahami tiga unsur trilogi dalam satu kala pengawasan yaitu, 

pengawasan, pembinaan dan perlindungan sehingga fungsi pengawasan bisa 

bersinergi dengan fungsi pemblnaan dan perlindungan guna menciptakan 

insan notaris yang semakin profesional dan Juhur. 

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang 

terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan 

werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, 

berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan 

bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama 

dengan masa jabatan kepengurusan, 
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Dewan Keborrnatan berwenang melakukan pemeriksaan atas 

pelanggaran terhadap kode etik dan mcnjatuhkan sanksi kepada 

pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk : 

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan anggota dalam 

menjunj ung tlnggi kode etik; 

2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan peianggaran ketcntuan 

kode etik yang bersifat internal atau yang tirlak mempunyai kaitan dengan 

kepentingan lllllSyarakat secara langsung; 

3, Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis pengawas atas dugaan 

pelanggaran kode etik danjabatan notaris, 

Pengawasan atas. pelaksanaan kode etik dilakukan dengan earn scbagai 

berikut: 

l. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan 

Dewan Kehormatan Daerah. 

2. Pada tingkut banding oleb Pengurus Wilayah lkatan Notaris Indonesia 

dan Dewan kehonnatan Wilayah. 

3. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan 

Dewan Kehormatan Pusat. 

D.l. Dewan Kehormatan Daerah. 

Pada tingk:at pertama Pengurus Daerah perkumpuJan mempunyai 

Dewan Kehonnatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Dacrah 

Ikatan Notaris Indonesia. 
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Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 {liga) orang aoggota 

diantaranya, soorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah 

anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 

(Jirna) tahun dan anggola luar biasa (mantan notaris). yang senantiasa 

mentaati peraturan pernndang-undangan, berdedikasi tinggi, beljasa dan 

loyal serta mempunyai rasa kepeduJian yang tinggi terhadap perkumpulan, 

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa 

jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan dapat 

dipilih kembali biia jabatannya telah berakhir. Anggota Dewan Kehormatan 

Daerah tidak: boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan 

Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehonnatan Wilayah dan 

Pengurus Daerah. 

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan bersifat otonom di 

da1am mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk 

memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan 

kode etik oleh para anggota perlrumpulan di daerab masing-masing, Dalam 

rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas, Dewan 

Kehormatan Daerah berwenang untuk : 

a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungaMya 

dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada 

Pengurus Daerah~ 

b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun secara langsung 

kepada pada anggota di daerah masing-masing yang mclakukan 
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pdanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode 

etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; 

c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, 

Pengurus Wilayah, Dewan kehonnatan Wllayah, Pengurus Pusat dan 

Dewan Kehormatan Pusat; 

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan 

Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara 

(S<:horsing) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap 

kode etik. 

Dewan Kehonnatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas 

prakarsa sendiri atau seteJah menerima pengaduan secara tertulis dari 

seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang 

meyakinkan bahwa telah tetjadi pelanggaran terhadap kode etik., setelah 

menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima 

pengaduan. Dewan Kehormatan Daerah Wajib memanggil anggota yang 

bersangkutan untuk memastikan apakab betul telab terjadi pelanggaran dan 

memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasa:n dan 

pembelaan. Dari pertemuan tersehut dibuat risalah yang ditandatangani oleh 

anggota yang bersangkutan, Ketua serta seorang anggota Dewan 

Kehonnatan Daernh. 

Dewan Kehorrnatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan 

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelab pengaduan diajukan, Terhadap 

keputusan Dewan kehonnatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan 

Kehonnatan Wilayah. Dewan Kehonnatan Daerah wajlb memberitahukan 

tentang keputusan tersebut kepada Pengurus Daerab, Pengurus Wilayab, 

Dewan Kehonnatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehonnatan 

Pus at. 
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Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus. anggota Dewan 

Kehormatan Daecah harus : 

a. Tetap menghonnati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang 

bersangkutlln; 

b. SelaJu menjaga suasana kekeluargaan; 

c. Merahasiakan segala apa yag ditemukannya. 

Jika keputusan Dewan Kehorrnatan Daerah ditolak oleh Dewan 

Kehonnatan Wilayah) baik sebagian rnaupun seluruhnya, maka Dewan 

Kehormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan 

Kebormatan Wilaya.h dan memberitahukannya keparla anggota yang 

bersangkutan dan kepada pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan 

Kehonnatan \Vila yah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. 

D.2. Dewan Kehormatan Wilayah 

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehonnatan 

Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah lkatan Notaris 

Indonesia. 

Dewan Kehonnatan Wilayah terdiri dati 5 (lima) anggota diantaranya 

seorang Ketua1 seorang Wakil Ketu~ dan seorang Sekretaris. Yang dapat 

diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota 

biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) 

tahun, dan anggota 1uar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati 

peraturan perk.umpulan dan peraturan ptmmdang-undangan, berdedikasi 

tinggi, barjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi 

terhadap perlrumpulan. 
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Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa 

jabatan anggola Pengorus WiJayah. Para anggota Dewan Kehormatan 

Wilayah yang masajabatannya Ielah berakhir dapat dipilih kembali. 

Seorang anggota Dewan Kehonnatan Wilayah tidak boleb merangkap 

sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus 

Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. 

Dewan Kehonnatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom 

di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehonnatan WHayah. mempunyai 

tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode ctik oieh para anggota 

perkumpulan di wilayah masing-masing. 

DaJam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut diatas, 

Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk : 

a. Mernberikan dan menyampaikan usuJ dan saran yang ada hubungannya 

dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada 

Pengurus Wilayah; 

b. Memberikan peringa!an, baik secara tertulis maupun secara Jangsung 

kepada para anggota di wHayah masing-masing yang melakukan 

pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak: sesuai dengan kode 

etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi: 

c. Memberitahukan tentang pelanggaran tcrsebut kepada Pengurus 

Wilayah, Pengurus Pusa.t dan Dewan kehomatan Pusat; 
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d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat 

untuk pemberhentian sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang 

melakukan pelanggaran terbadap kode e!ik. 

Dewan Kehotmatan Wiiayah dapat mencari fakta pelanggaran atas 

prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari 

seorang anggota perlrumpulan atau orang Jain dengan bulcti-bukti yang 

meyaldnkan bahwa telah teyjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah 

menemukan fakta-fakta peJanggaran kode etik: atau setelah menerima 

pengaduan, Dewan Kehonnatan Wilayah wajib memanggil anggota yang 

bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah teijadi peianggaran dan 

memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan 

pembelaan. 

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh 

anggota yang be.rsangkutan. Ketua serta seorang anggota Dewan 

Kehorrnatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilaya.h diwajibkan untuk 

memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan 

di'\iukan. T erhadap keputusan Dewan Kehormatan Daemh dapat diadakan 

banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormat<lll Wilayah wajib 

memberitahukan tentang keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan 

Pusat, Pengurus Pusat. Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan 

Kehormatan Daemh. 

Dalom menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 

Kehormatan Daerah harus : 
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a. Tetap menghonnati dan menJunJung tinggi martabat anggota yang 

bersangkutan; 

b. Sela!u menjaga su.a.sana kekeluargaan; 

c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. 

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wllayah ditolak oleh Dewan 

Kehormatan Pusat, haik sebagian rnaupun seluruhnya, maka Dewan 

kehormatan Wilayah dlwajibkan u:ntuk melaksanakan keputusan Dewan 

Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang 

bersangkutan dan kepada Dewan Kehonnatan Pusat, Pengurus Pusat, 

Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. 

D.J Dewan Kehormatan Pusat 

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan 

Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dewan 

Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang anggota, dengan susunan 

kepengurusan sebagai berikut yaitu seornng Ketua, seorang Wakil Ketua, 

dan seorang Sekretaris. 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan kehormatan Pusat adalah 

anggota biasa yang telah menjabat sebag!U notaris sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun, dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa 

mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan~ 

berdedikasi tinggi, bCijasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang 

tinggi terhadap perkumpulan. 
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Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas 

pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama 

dengan masa jabatan pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehonnatan 

Pusat yang mas a jabatannya talah berakhir dapat dipilih kembali. 

Seorang anggota Dewan Kehorrnatan Pusat tidal:: boleh merangkap 

sebagai anggota Pengurus Pusat. Pengurus Wilayah, Dewan K.ehonnatan 

Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. 

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di 

dalrun mengarnbil k:eputusan. Dewan Kehorrnatan Pusat mempunyai tugas 

dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan 

dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota 

perkumpulan. 

Daiam rangka menjalankan tugas dan kewajlban tersebut diatas., 

Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk : 

a. Memberikan dan menyampaikan u:.-ul dan saran yang ada hubungannya 

dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada 

Pengurus Pusat; 

b. Memberikan peringatan. baik secara tertulis maupun secara langsung 

kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan 

pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidal< sesuai dengan kode 

etik atau bertcntangan dengan rasa kebersamaan profesi; 

c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, 

Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan 

Dewan Kehormatan Daerah; 

d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalu Dewan Kehormatan Pusat 

untuk pemberhentian sementara (schorsing) anggota perlrumpulan yang 

melakukan pelanggaran terhadap kode etik; 
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e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik, 

Dewan Kehonnatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran ata<; 

prakarsa sendiri atau seteJah menerima pengaduan secara tertulis dari 

seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti~bukti yang 

meyakinkan bahwa telah teljadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah 

penemuan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima 

pengaduan. Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang 

bersangkutan untuk memastikan apakah betul Ielah teljadi pelanggaran dan 

Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk memberitahukan tentang 

adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus WHayah, Dewan Kehormatan 

WHayah. Pengurus Daerah dan Dewan Kehom1atan Daerah secara tertulis. 

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota 

yang bersangkutan, Ketua serta unggota Dewan Kehormatan Wi1ayah. 

Dewan Kehorrnatan Pusat wajib untuk memberikan keputusan dalam 

tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan Wilayah yang diajukan 

banding kepadanya oleh anggota yang bersangkutan dalarn waktu 30 (tiga 

puluh} hari terhillmg sejak diterimanya berkas pennohonan banding. 

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalarn tingkat banding tidal< dapat 

diganggu gugat. 

DaJam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 

Kehormatan Daerah harus : 

a. Tetap menghonnati dan mcnjunjung tinggi martabat anggota yang 

bersangkutan; 

b. Se1alu menjaga suasana kekeluargaan; 
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c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya 

E.Kebutuban Klien (The Needs of Client) 

Perubahan yang begltu dinamis pada kehldupan masyarakat disaat 

sekatang menyebabkan dibutuhkan adanya respon dari pihak hulamt untuk 

meresponnya. Oleh karena itu kemungkinan dapat te~adi adanya belum 

terpenuhinya beberapa bentuk hukum untuk dapat merespon perubaban 

yang begitu cepat pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Perubahan 

dinamis dapat mengubah bentuk-bentuk kebutuhan dari setiap masyarakat 

Setiap transaksi yang tetjadi di masyarakat dibutuhkan kepastian huk.um 

yang jelas dan benar, agar mereka yang melakukan transaksi dapat 

terproteksi. Satu contoh yang dapat dijadikan sebagai bagian dari kebutuhan 

klien adalah akta otentik peljanjian para pihak agar perbuatan hukumnya 

dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat 

pembuktian yang sernpuma. 

Dinarnika yang begitu cepat, hal ini menyebabkan adanya perubahan 

kebutuhan masyarakat atau para kJien dari Profesi Notaris dan ini jelas 

perlu diakomodasi. Seperti misalnya, akta peljanjian pengikatan juaJ beli, 

petjanjian jaminan fidusia dan perjanjian sewa beH harus dicarikan bentuk 

yang paling sesuai untuk peristiwa hukumnya. Oleh karena itu, Profesi 

Notaris harus menemukan bentuk yang sesuai dan tetap tidak 

meninggalkan kaidah-kaidab yang berlaku dalam perundang-undangan 

mengenai pelaksanaan tugas jabatan Profesi Notaris20• 

}(I Pengurus Pusat lkatan Notaris Indonesia, Op.cit. haL 94 
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Wewenang Profesi Notaris adalah mem.buat akta yang otentik: 

rnengenai semua perbuatan, peljanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh 

peraturan pernndang-undangan. Seperti misalnya tugas jabatan Profesi 

Notaris adalah menjamin kepastian tanggal pembuatan ak:ta, menyimpan 

akta, memberikan grosse. salinan dan kutipan akta, semuanya pembuatan 

akta iru. Namun kemWlgkinan dapat tetjadi bahwa ldien mengharapkan 

!ebih dari sekedar tugas dan wewenang yang seharusnya lermaktub dalam 

peraturan yang Ielah diletapkan baik undang-undang maupun Kode Etik 

Profesi Notaris. 

Untuk dapat memenuhi harapan klien, Profesi Notaris dapat 

melakukan pelayanan yang lebih baik dengan merespon segala bentuk 

perubahan kebutuhan klien, sepanjang tidak berbentunm dengan peraturan 

perundang-undangan yang telah berlaku scrta Kode Etik Profesi Notaris 

sebagai erika profesi Notaris. 

F.Kesenjangan Harapan (Gap Expectation) 

Sejak dulu Ielah teJjadi keseujangan diantara harapan klien dengan 

harapan Profesi Notaris. karena sulit sekali dipertemukan kedua titik 

harapan tersebut dan ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor ekstemaf1
• 

Seperti misaJnya, masa depresi atau resesi ekonomi, pecsaingan yang begitu 

tinggi dan intervensi pemerintah berupa perundang-undangan yang tidak 

mendorong untuk mencegah terjadi pnaklek yang lebih baik dan berkualitas. 

Namun hal ini, dapat direduksi meialui faktor internal dari Profesi Notaris 

itu sendiri yang menja!ankanjabatan Profesi Notaris untuk letap berpegang 

teguh pada prinsip-prinsip yang mendasar, yaitu Kode Etik Profesi Notaris. 

21 Ibid, hal. 72 

Universitas: ll'ldonesia 144 

Self Regulation..., J. Bilal Tadjoedin, FH UI, 2009



Kode Erik Profesi merupakan bagian usaha dari profesi tersebut dapal 

melindungi profesionalitas mereka dalam menjalankan praktek kearah yang 

baik dan benar. 

Profesi Notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat 

menghadapai tantangan baik dari ekstemal maupun internal. Seringkali 

te>jadi, klien mengharapkan lebih dari kemampuan dan keterbatasan Profesi 

Notaris dalam menjalankan tugasnya. Disatu sisi profesi Notaris hams 

rnelayani mereka untuk: dapat memenuhi kebutuban k.lien dan juga 

melanjutkan usaha~usaha Profesi Notaris, namun dilain sisi Profesi Notaris 

dlharuskan untuk memenuhi dan menjaga idealismenya. Kondisi ini yang 

menyebabkan terkadang Profesi Notaris tidak kuat untuk membendungnya. 

sehlngga Profesi Notaris .rneninggalkan falsafah hidup yang seharusnya dia 

junjWlg tinggi dan lebih mementingkan falsafah berdagangnya. Untuk 

tercapainya tltik temu kedua harapan, yaitu harapan Profesi Notaris dengan 

kliennya, mak:a Profesi Notaris mengorbankan Kode Etik Profesi yang teJah 

mereka tetapkan sendiri. Seperti misa1nya1 persaingan dalam besaran honor, 

ak:tif mempromosikan kantor Notarisnya dan menawarkan langsung jasa 

kepada kliennya. Jelas tindakan itu melanggar Kode Etik Proresi Notaris 

dan hal ini seharusnya dapat dihindarkan agar mereka tctap berada pada 

tempat yang tepat dalam prak1ek tugas jahatan Profesi Notaris22
• 

Ada tiga faktor ekstemal yang menyebabkan runtuhnya idealisme 

seorang Profesi Notaris yaitu23 : 

l! Ibid, hal. 94 
l.l Ibid, hal, 94 

Universitas Indonesia I4S 

Self Regulation..., J. Bilal Tadjoedin, FH UI, 2009



a. Budaya materialisrne yang merupakan simbol kesuksesan manusia. 

Kepatuhan, keteguhan dan kejujuran tidak menjadi indikator 

kesuksesan sesrorang. 

b. Budaya instant merupakan suatu cara yang telah merambah kepada 

setiap individu manusia bahwa kecepatan yang tinggi dalam 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan jabatan Profesi Notaris dapat 

memberikan kepuasan kepada k.liennya. Padahal ini bertentangan 

dengan Kode Etik Profesi Notaris sebagai pedoman keija dan 

berperilaku, 

c. Persaingan diantara sesama Profesi Notaris menyebabkan terjadi 

benturan yang luar biasa dalam bersaing. Hal ini mcnyebabkan dapat 

menmtuhkan keteguhan rnereka dalam bertaisafah bahwa Kode Etik 

Profesi merupakan sesuatu yang harus tetap dijunjung tinggi, 

walaupun kondisi tidak mernungkinkan mereka dapat memenuhi 

kliennya atau dapat dikatakan kepuasan klien dapat terganggu. 

Konsekuensi dari kondisi adanya pergeseran niJai dan perspektif 

pekerjaan yang seharusnya dilakukan profesi Notaris menyebabkan adanya 

perbedaan perspektif antara Klien sebagai pihak. principal dan Profesi 

Notaris sebagai pihak yang menerima peketjaan atau disebut agent. Pihak 

klien (principal) menganggap babwa profesi No!aris dapat melakukan apa 

saja sesuai dengan pennintaan kJien, ini dari perspektif ldien. Sedangkan 

pihak Profesl Notaris bekerja melayani kJien tetap sesuai dengan norma­

norma yang telah berlaku at au Kode Etik Profesi Notaris24
• 

1~ Theodorus M Tuanakotta, Pri1fe.si Auditing di Sclaor Swa.sta don Publik Memlulwng 
Df!mckrosi Elwnomi dan P()1itik, hat 11 
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Perbedaan pernepsi antara klien dan Profesi Notaris dapat berakibat 

mencederai citra dari para pihak Profesi Notaris. HaJ ini disebabkan 

semakin melebamya perbedaan harapan antara Profesl Notaris dan kliennya. 

Kekhawatiran dapat muncul~ karena beberapa oknurn Profesi Notaris selalu 

memenuhi permintaan dari kliennya. Konsekuensinya, kondisi ini 

menyebabkan dapat terdegradasinya reputasi profesi Notaris. Jika keinginan 

dari klien tidak terpenuhi, maka klein merasa tidak puas dengan pelayanan 

yang teJah diberikan oleh profesi Notaris. Oleh karena itu, Profesi Notaris 

sangat penting untuk menjelaskan terlebfh dahulu mengenai pelayanan 

seperti apa yang seharusnya diberikan kepada k!ien. Artinya pelayanan 

tersebut hanya sehubungan pekeijaan yang memang sesuai dengan Undang­

Undang Kenotariatan dan Kode Etik Profesi Notaris. 

G.lntegrita~ Kualitas Hukum dan Kualitas Pelayanan 

Kesuksesan merupakan target yang diidamkan setiap para profesi 

Notaris dan biasanya seringkali didefinisikan sebagai pencapaian atau 

perolehan dalam hal materialisme atau sesuatu yang nyata dan jelas. Hal ini 

dapat diperluas dengan hal-hal yang bersifat intangible, }'llitu misalnya 

hidup tenang, hidup bahagia dan senang. Pertanyaan yang akan muncul 

dalam benak kita adalah bagaimana caranya untuk meraih hal itu 'I Dan 

apakah kondisi yang hams terpenuhi dalam mencapai itu ? Jawabanya 

adalah tiga hal yaitu ; integritas. kualitas hukum dan kuaHtas pelayanan25
. 

Nampaknya ini merupakan pendapat subjektif. tetapi sebenamya 

keberhasilan Profesi Notaris memang sesungguhnya dapat dicapai dengan 

ketiga kornponen tersebut. 

15 Pengurus Pusat lkalnn Notaris Indonesia, Op.cil., hal. 176 
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Berdasarkan hasil observasi dengan mewawancarai seorang ahli 

hukum, MUHAMMAD RIFAT TADJOEDIN, SH, yang be!Jlrofesi sebagai 

Notaris dengan menjawab pcrtanyaan apakah mungk.in seorang notaris dapat 

beketja untuk: memenuhi kliennya secara independen dan adi1 ? Pa.da saat 

kondisi sekarang jumlah notaris begitu banyak menyebabkan terjadinya 

degradasi terhadap independensi dan rasa keadilan. Namun hal ini dapat 

diatasi dengan tetap merujuk kepada praktek-praktek kode etik notaris yang 

dipegang teguh. Hal ini bertujuan untuk lebih mernproteksi profesi notaris 

didalam melakukan prakteknya. 

lntegritas dapat ditentukan dengan pengukuran dari ketidakbcrpihakan 

atau biasa disebut pihak yang independent, bersikap adil (fairness) dan dapat 

dipercaya (trnstwortlriness). Kuaiitas hukum dapat diukur melaiui kualita.s 

akta notaris yang dihasllkan atau diterbitkan dan tingkat profesionalitasnya. 

Sedangkan kualitas pelayanan dapat diukur dari kualitas Profesi Notaris 

dalam melayani klien pada saat sekarang,. klien dapat Iebih k.ritis, hal ini 

disebabkan kliennya lebih edukatiF6
• Disamping itu,arus. infonnas.i sangat 

terbuka dan mudah diakses oleh siapapun; termasuk infonnasi mengenai 

kenotariatan. Klien akan dapat mencari pengetahuan mengenai 

kenotariatan. Akibatnya. piltak klien akan menuntut lebih untuk peneapaian 

kesempurnaan dalam pemberian pelayanan kepada ldiennya. Kondisi ini 

tida.k hanya terjadi pada Profesi Notaris saja me1ainkan, umumnya mereka 

atau pihak klien menuntut yang sarna seperti itu pa.da profesi~profesi 

lainnya. 

26 lind, haL 178 
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Berdasarkan basil wawancara dengan Bapak NORMAN F AHRIZAL, 

SH, Mantan Ketua INI Jakarta Selatan dan seorang klien lbu YUUANTIE 

dengan pertanyaan yang sama apaknh kondisi kantor) staff yang ramah dan 

mempunyai p<:ndidikan yang cukup serta fasilitas yang dimiliki dapat 

menyebabkau klien puas? Bapak NORMAN FAHRIZAL meqjawab babwa 

sangat penting kondisi kantor yang baik, surnber daya manusia yang cukup 

ahli dalam bidangnya dan fasilitas kantor yang memadai untuk: dapat 

menyelesaikan tugasnya secara lebih cepat. Ibu YULIANTIE sebagai 

responden memberikan jawaban bahwa kondisi kantor yang baik sangat 

berpengarab terhadap kenyamanan untuk klien agar datang kembali ke 

kantor notaris yang bersangkutan dan staff sebagai sumber daya rnanusia 

harus memiliki pendidikan yang memadai untuk dapat menjawab atau 

menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari k1ien. Fasilitas yang baik misa1nya 

penyediaan komputer, mesin faximile. telepon agar dapa.t mendukung dalam 

meJakukan proses kerja notaris. 

Kualitas layanan salah satunya sarana fisik yang dapat dinikmati 

secara langsung oleh kliennya2.7. Seperti misalnya; Kantor, lokasi kantor, 

seringkali hal ini tidak menjadi perhatian para profesi Notaris. Jika fisik 

kantor tidak bailc, kotor. bau, sempit1 parkimya susah. Klien akan 

mempertimbangkan untuk menggunakan jasa layanan Profesi Notaris. Oleh 

karena itu, jangan salahkan klien jika klien tidak ingin menggunakan 

pelayanan dari Profesi Notaris tersebut Hal ini menyebabkan Profesi 

Notaris akan memenuhi keinginan klien untuk melilkukan penandatanganan 

diluar kantor Notaris dan ini masih dalam batas yang tidak menimbulkan 

resiko yang tinggi bagi pmfesi Notaris. maka hal ini dapat dilanjutkan. 

17 ibld, hal. 178 
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Artinya tidak ada pelanggaran yang sangat serius yang dapat menyebabkan 

kerugian yang serius sekalL 

Kodrat setiap manusia menginginkan sesuatu yang Jeblh baik, ramah, 

kenyrunanan, keamanan dan bersahabat Oleh sebab itu, sudah tiba saatnya 

para Profesi Notaris untuk berftldr meningkatkan kualitas pelayanannya 

tldak hanya sekedar membuat akta semata. Dengan peningkatan l1.talitas 

!ayanan tersebut akan dapat 1ebih memenuhi kepuasan para k.liennya 

Memang, Profesi Notaris pertu khawalir dengan melakukan peningkatan 

pelayanannya. ini dapat bergesemya keinginan klien yang lebih. Hal ini 

dapat menjadi salah tafsir bagi klien, pelayanan yang berkualitas adalah 

harus cepat. dapat dim::gosiasikan dan selalu dapat disesuaikan. Jelas ini 

bertentangan dengan Profesi Notaris. 

Kualitas pelayanan seorang profesi Notaris tidak diperbolehkan 

mengabaikan .integritas yang dia miliki. Hal ini dikarenakan Profesi Notaris 

dilarang untuk melepas atribut jntegritasnya. Jika haJ ini tetjadi, yaitu 

pengabaian terhadap nilai-nllai integritas dari Profesi Notaris akan dapat 

menghancurkan reputasi dan pencitraan yang Ielah dibangun oleh pihak 

Profesi Notaris28
• 

Berdasarkan basil wawancara yang kami lakukon dengan Bapak 

GUNARDI, SH, MH yang berasal dari akademisi sebagai mantan MPD 

(Majelis Pengawas Daerah) untuk membuktikan bahwa lrualitas hulrum pada 

profesl notaris yaitu dengan pertnnyaan apakah umunmya pada saat 

sekarang banyak akta yang dihasilkan olch notaris cacat hulrum? Ada 

~ 8 Jbid, hal. 180 
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beberapa kasus yang terjadi akta tersebut cacat hukum. Sebagai contoh 

profesi notaris ingin mempercepat proses penyelesaian akta. Dirnana akta 

jual beli diselesaikan tanpa dihadiri oleb salah satu pinak yang 

bersangkutan. Atau tugas itu diberikan kepada stafuya bukan oleb notaris 

yang bersangkutan. Oleh karena itu kode etik harus dipegang teguh oleh 

notaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih meningkatk:an kualltas 

hukum dari akta yang dihasilkan. 

H. Tingkat Persaingan Dapat Mempengaruhi Citra Profesi Nota.ris 

Persaingan yang semaJdn tinggi dapat melunturkan citra yang baik 

seorang Profesi Notaris, hal ini disebabkan seorang Profesi Notaris 

mengabaik:an kode etik yang sebarusnya menjadi pegangan atau fafsafah 

mereka, Ini mengartikan terjadinya pergeseran falsafah ke!ja dari Pmfesi 

Notaris dengan lebih mempraktekkan pada konscp usaha daripada 

menjalankWl perannya sebagai pejabat umum Negara. Mereka lebih agresif 

dalam menjalankan praktek. kerjanya, seperti mempublikasikan secara 

informal jasa yang akan diberikan, melakukan perikatan layaknya seperti 

pen gus aha dan melak:ukan negosiasi harga jasa yang akan ditawarkan29
• 

Jelas, haJ,haJ tersebut dapat merusak citra yang telah dibangan oleb 

Profesi Notaris dan ini akan mendegradasi kepercayaan publikuya kepada 

Profesi Notaris, Namun, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan apa 

faktor pemicu dari peristiwa tersebut. Kondisi ini menimbulkan kontlik 

yang diakibatkan perilaku persaingan diantara sesama Profesi Notaris. 

Periiaku ini akan mernperburuk niat atau motivasi dari masing-masing 

s Jbfd, haL 95 
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Profesi Notaris. dimana mereka berusaha menghafalkan segala cara dalam 

memenuhl kebutuhan klien me!alui keinginan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan keunggulan daya saing dengan bergesemya dari strategi 

profesi ke strategi bisnis. Salah satu kelemahan yang ada pada Profesi 

Notaris adalah perilaku kanibaJlstik. Sebagai contoh, ada seorang klien 

berkepentingan terhadap jasa dari seorang Profesi Notaris, apabila ada tidak 

kesesuaian terhadap keinginan kliennya. maka klien tersebut akan 

memindabkan pekerjaannya kepada Proresi Notaris yang lain yang dapat 

memenuhi barapan kiien tersebut. Perilak:u ini sebenamya menyebabkan 

menurunkan derajat citra Profesi Notaris. Masa)ah-masalah ini cenderung 

untuk menggiring kepada suatu penurunan lrualitas Profcsi Notaris. Untuk: 

menghlndari terjadinya hal-hal tersebut. maka sangat perlu menentukan nilai 

dan persepsj yang sama agar mendorong kepada para Profesi Notaris untuk 

selalu meningkatkan kualitas kerja. Hal ini dapat ditakukan, yaitu sebagai 

berikut: 

l. Pendidikan Profesi Notaris merupakan media formal yang dapat 

meningkatkan kualitas keprofesian dati Notaris10
• Self-regulation, 

keikutsertaan daiam mempersiapkan materi pendidikannya serta 

kurikulum dapat memberikun nuansa yang lebih baik bagi profesi itu 

sendiri dan ini akan lebih meningkatkan para lulusan Profesi Notaris, 

Hal ini disebabkan daiam rnateri jelasnya akan disesuaikan dengan 

praktek yang terjadi di Japangan. 

2. Penetapan Kode Etik Profesi rnerupakan self-regulation yang lentukan 

sendiri sebagai payung dari pelaksanaan praktek kerja mereka. 

3. Pengawasan dapat dilakukan oleh rekan sesama profesi dan untuk 

lebih menjamin nasi! kerja yang lebih berkualitas dan diperlakukan. 

10 Ibid, haL 159 
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4. Pemberian hukuman barns dilaknkan secara konsisten dan tepat, hal 

ini bertujuan agar pelaksanaan huk.uman dapat diterima dan dijunjung 

tinggi 

I. Kasus--Kasus Pelanggaran Kode Etik Profe:si Notaris 

Kode Etik Profesi Notaris merupakan pedoman dalam melakukan 

praktek kerja profesi yang bersangkutan dan hal ini dapat melindungi dari 

profesinya sekaiigus meningkatkan kualitas layanan kearah yang lebih baik. 

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Notaris dapat mengakibatkan 

kesalahan yang fatal dan menurunkan citra dari profesi tetsebut. 

I.L Pelanggarao Kode Etik Profe:si Notaris Sebagai Kewajiban 

Pada Kode Etik Profesi mengenai kewajiban yang harus dijalankan 

o1eh Profesi Notaris pada ayat n berisl dalam rnenjalankan Jabatan Profesi 

Notaris terutama daJam pembuatan1 pembacaan dan penandatanganan ak:ta 

dilakakan di kantomya, kecuali karena alasan-alasan yang sah". Akla 

dibuat dan dlselesaikan di kantor Notaris, diluar kantor pada dasamya 

merupakan pengccualian. Di luar kantor harus di!akukan dengan tetap 

mengingat Profesi Notaris hanya boleh satu kantor. 

Fakta yang teljadi seringkali dilanggar mengenai ketetapan ini. seperti 

yang dilakukan oleh NAN! RIVAl. Ia merasa dirugikan oieh seorang 

11 Kode Etik Notaris lkatan Notaris lndonesia (INl). Pasa! 
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Notaris/PPAT !rota Malang. Hal ini mengakibatkan sebidang tanah yang 

dimiJikinya harnpir saja dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Malang, jik:a 

ddak melakukan perlawanan hukum. Akar masalah ini pada saat 

Almarhum BOY SY AHRI.ZAL suami dari MARIA ELSKA mengajukan 

permohonan pinjaman ke BPR Primadana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua 

ratus juta rupiah) Permohonan pinjaman disetujui dengan besarnya Rp. 

180.000.000,- (sera!Us delapan puluhjuta rupiah) 

Tetapi, pinjaman itu bukan dari BPR Primadana, melainkan dari atau 

atas nama perrrilik BPR tersebut. Sehingga pinjaman diberikan secara 

pribadi oleh CHAT ALINA. Pinjaman tersebut diserahkan dan diterima di 

suatu tempat yaitu Showroom Hero Sakti Motor miJik CHAT ALINA. 

Untuk perjanjian utang tersebut, dipercayakan kepada pemberi pinjaman 

kepada Notaris dengan inisial BB. Ketika diminta kedatangannya ke kantor 

Notaris tersebut uutuk menandatangani akta peJjanjian pinjaman, BOY 

hanya bertemu dengan dna staf Notaris. Sedangkan Notaris yang 

bersangkutan dan pemberi pinjaman tidak hadir untuk menandatangani akta. 

Jadi para pihaknya hanya BOY sendiri. Ditambah lagi, akta tidak dibacakan 

dan tidak dibarikan salinan aktanya. Sahingga isi perjanjian dalarn akta 

tersebut tidak diketahut oleh penerima pinjaman. Notaris memberikan jasa 

berupa pembuatan akta peganjian pinjaman dan juga dibuatkan Akta Hak 

Tanggungan (AHT) yang peda kenyatannya juga tidak dibaeakan dan tidak 

diberikan salinan aktanya. 

Setelah setahun pinjaman yang menerima pinjaman meninggai dunia, 

sehingga pinjaman tersebut statusnya macet. Karena tidak dapat memenuhi 

kewajiban melunasi hutangnya, maka CHAT ALINA pada 28 Januari 200& 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negri Malang untuk 
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melakukan eksekusi. Namun eksekusi beium dapat diiakukan karena ada 

perlawanan secara hukum dari istri ala:marhwn BOY. Oleh karena NANI 

RN Al tidak mempuilyai bukti yang original mengenai hutang tersebut, 

maka RIV AI meminta fotokopi akta peijanjian hutang. Namun yang 

mengejutkan adalah pinjaman yang ditulis dalam akta tersebut bukan Rp. 

180.000.000,· (seratus delapan puluh juta rupiah) melainkan jumlahnya 

yang tertulis adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). 

Seingat NAN! R!V AI, almarhum suami dan dirinya hanya datang satu kali 

ke kantor Notaris tersebut dan tujuannya hanya untuk tandatangan. Tetapi 

mengapa dibelakang hari muncul Akta Pinjaman dan Hak T anggungan 

tertanggal 25 Mei 2005 yang seharusnya tertanggal 15 Februari 2005 pada 

sa.at datang ke kantor Notaris12• 

Jadi jelas ada kejanggalan yang te!jadi dalarn dua akta tersehut, yakni 

akta tidak dibacakan dan tandatangan tidak dihadapan Notaris dan pibak 

pemberi pinjaman. Serta adanya perbedaan tanggal antara akta jaminan 

pinjarnan dan APHT berheda. Dengan kasus ini pihak Profesi Notaris dapat 

diperdatakan dan dipidanakan berkaitan dengan adanya perlawanan huk:um 

serta Profesi Notaris juga dapat dianggap membantu dan memberi ruang 

untuk terjadinya peluang untuk melakukan yang tidak benar. 

l.Z. Profesi Notaris Merangkap Sebago! Broker Tanah 

Notaris FENNY ditudub telah melanggar Kode Etik Profesi Notaris, 

dlmana dia telab berperan ganda dan juga dia juga telah menggelapkan 

sejumlah data tanah dalarn akta jual bell. Pelanggaran yang Ielah terjadi 

ll Renvoi, Majalalr Btrlla Bulanon, Edisi Nomor 60 thn ke V, 2001l, hal. 59 
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dalam proses jual beli tanah terSebut adaJah sebagai lruasa penjual dan 

pembuat akta tanah. Berdasarkan Kode Etlk Profesi hal ini tidak benar. 

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 Desember 2007 dengan Majells Hakim 

MANSYURDIN CHANIAGO dengan terdakwa SUGIONO PRASOJO dan 

HIERONJMUS ABDUL SALAM. Jelas tidak diperbolehkan seorang 

Notaris untuk menjadi pembuat akta tanah. Hal ini merupakan adanya 

mispersepsi dari publik kliennya, dimana mereka menganggap seorang 

Notaris menjadi apa saja di dalam aktanya. Jelas kondisi ini menjadikan 

profesi Notaris akan mengalami konflik, oleh karena itu perlu kiranya 

dipetjeJas adanya orang melakukan meJakukan monitoring terbadap 

peristiwa tersebutl3. 

1.3~ Pelanggaran Dalam Akta Jual Beli Tanah 

ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO selaku pelapor, melaporkan 

Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDJTO MARDJ!DOEN, SH, kepada Ketua 

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sieman karena Notaris 

SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDJJDOEN, SH, sebagai Notaris Kodya 

Yogyakarta telah membuat Akta Jual Beli atas tanah Hak Milik No. 

M972/Caturtunggal Gambar Situasi No. 7065 tertaoggal 30 Desember 1997 

seluas 8810 m2 atas nama ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO yaog 

terletak di Kabupaten Sleman. 

Pelapor bersama HADJ GUNAWAN rnenghadap Notaris SOEMI 

SAJOGJO MOEDITO MARDJJDOEN, SH, yang berkedudukilll di kodya 

!! Renvoi, Majalah Ben·ta Bultman, Edisi No-mor 58 llon ke V, 2008, hal, J5 
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Yogyakarta untuk membuat Akta Jual IkH atas Tanah Hak Milik No. 

M972/Caturtunggal No. 7065 tertanggal 30 Dcsember 1997 seluas 8810 m2 

atas nama Endang Pramubastuti yang terletak di Kabupaten Sleman. 

Wa!aupun objek yang dipeljual belikan tidak di wilayah Sieman, 

namun Notaris SOEMI SAJOGJO MOED!TO MARDJIDOEN, SH, tetap 

memproses Akta Jual Beli (AJB) tersebut pada bulan April tahun 1993 dan 

meminta Notaris SULIST!Y AH SUDARMADI, SH, selaku notaris di 

Sleman untuk membuat AJBnya (blanko AJB tersebut sudah diisildibuat 

Notaris SOEMI SAJOGJO MOEDITO MARDllDOEN, SH). Notaris 

SULIST!Y AH SUDARMADI, SH sudah mengetahui hal tersebut tapi tidak 

menolak bahkan melanjutkan proses~proses tersebut. 

Dalam proses pambuatan AJB No. 07/AJB/DPK/1993 Endang 

Pramuhastuti Oetojo menandatangani blanko yang belum diisi tertanggal ll 

April ! 993 berbeda dengan awal aida yang disebutkan peda tanggal l April 

1993, sedangkan suarni Ny. BNDA.'lG PRAMUHASTUTI OETOYO 

menandatangani AJB tersebut beberapa hari kemudian. 

Pelapor menilai bahwa pembuatan AJB Tanab 07/AJBIDPK/!993 

tanggal I April 1993 tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam 

pembuatan AJB. Pelapor merasa kecewa karena telah dirugikan oleh 

Terlapnr. Pelapor merasa bahwa AJB No. 07/AlBIDPK/1993 menyalahi 

prosedur hukum yang berlaku, yaitu pada saat penandatanganan AlB para 

pihak tidak menghadap dihadapan Notaris, tidak ada sertifikat asH 

meJainkan hanya fotocopy sebagai dasar pembuatan akta karena sertipikat 
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ash masih dijaminkan sebagai Agunan Kredit di Bank BCA, dan pada saat 

penandatanganan pengesahan akta para pihak dan saksi tidak hadir. S 

Kasus ini seharusnya dapat diperdatakan tetapi menurut keputusan 

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

W22.MPWN.Ol.l044 memutuskan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berwenang memeriksa Laporan 

Pengaduan Ny. ENDANG PRAMUHASTUTI OETOYO sebagaimana 

Surat Pengaduan Pemeriksaan Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta 

tertanggal 21 Pebruair 2008, karena Majelis Pemeriksa Wilayah Daerah 

lstimewa Y ogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Rl No. MJ8-PW.07.02 Tahun 2004 tanggal 2! 

Desember 2004 sebagai Peraturnn Pelaksanaan dari Pasa1 81 Undang~ 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mulai beriaku tanggal 6 Oktober 2004, 

sedangkan peristiwa yang menjadi dasar pengaduan tanggal 1 April f 993. 
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BABIII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh ura1an yang telah dilremukakan sebelumnya, 

maka ke..:;irnpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : 

Bahwa temyata kode etik yang memayungi protCsi notaris tidak dapat 

melindWlgi secara tangsung tcrhadap profesi notaris karena perlunya 

profesi notaris memegang teguh kode etik dalam menjalankan 

profesinya. Beberapa contob yang sudah dijelaskan sebelumnya 

mengenai pelanggaran kode etik tetap dilakukan yang menyebabkan 

notaris menerima hulrumannya. 

Pelanggaran yang tC!jadi banyak dipcngaruhl oleh faktor ekstemal, 

contohnya keadaan yang dinamis pada lingkungan profesi notaris tingkat 

kompetisi yang sangat tinggi menimbulkan adanya pengabajan kode etik 

profesi. 

Bahwa kode etik sebagai self regulation profesi notaris harus selalu 

mengikuti perkembangan dan perubahan yang dinamis dari lingkuagan 

bisnis. Hal ini disebabkan karena kode etik yang rnengatur dirinya 

sendiri dalam melakukan praktek notaris maka kode etik harus dapat 

mcrespon segala bentuk perubahan yang te.ljadi untuk dapat sesegera 

mungkin memayungi profesi notaris didalarn me1akukan prakteknya. 

Berdasarkan hasH wawancara yang saya lakukan selurub responden 

yang saya pilih bahwa kode etik tidak dapat diabaikua didalam melayani 

pam ldien. Contohnya integritas dapat dieapai melalui penegakkan kode 
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etik itu sendiri. lndependensi dida1am meJakukan pekerjaan profesi 

notaris sangat penting serta rasa keadilan yang harus ada pada profesi 

tersebut. Begitu pula dalam kualitas hukum peranan dari kode etik 

profesi sangat penting untuk Jebih menghasilkan akta-akra yang Jebih 

terproteksi dari sisi hukum. Meskipun notaris mempunyai kewenangan 

dalarn bidang hukum khususnya dibidang hukwn perdata sebaiknya 

tidak mempergunakan kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan 

yang melanggar hukum. Karena sebagai notaris sebaiknya barus 

menjaga nama baik profesi karena kalau tidak akibatnya dapat membuat 

masyarakat kehilangan kepereayaan terhadap profesi ini. Akhimya, 

tentu menjadi tugas berat untuk tetap menjaga agar riotaris layak 

rnenyandang predikat sebaga:i pejabat yang terpercaya. Dalam kualitas 

pelayanan., kode etik profesi mempunyai peranan yang sangat penting 

untuk menunjang kCJja dari notaris. 

B. Saran 

Saran yang rlapat diberikan oleh penulis dari tulisan diatas adalah seb.agai 

beriiM; 

Kode etik harus lebih responsif dalam menghadapi perubahan yang 

begitu dinamis, karena pada saat sekarang hanya berupa self regulation 

yang hanya bermanfaat pada profesi notaris. 

Sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleh 

Negara harus dilaksanakan oieh notaris dengan seba.ik-baiknya dan 

setepat-tepatnya. Kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan 

notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum, dan 

kerugian-kerugian lainnya. OJeb karena itu, cliperlukan upaya 
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pembinaan, pengembangan dan pengawasan secara terus menerus 

sehlngga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan 

puhlik. Untuk itu diperlukan satu~satunya wadah organisasi notaris 

dengan satu kode etik dan satu standar lrualitas pelayanan publik. 

Notaris adalah salah satu komponen profesi di bidang hulrum yang 

perannya sangat besar bagi pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah 

harus senantiasa berusaha menyeimbangkan berbagai kepentingan 

tersebut dengan membuat Undang-Undang Jabatan Nolaris Nomor 30 

Tahun 2004 (UUJN) yang telah jelas mengatur kewenangan pemerintah. 

Pemerintah juga harus berkornitmen dalam meJaksanakan UUJN secara 

konsisten dan konsekuen sebagai satu~s.atunya. hukum positif di bidang 

kenotariatan. 

Kode etik profesi adalah bngian dari hukum positif, tetapi tidak memiliki 

upaya pemaksa yang keras seperti pada hulrum positif yang bertaraf 

Wldang-undang hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi 

professional yang lernah iman. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka 

upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa 

yang keras ke dalam kode etik profesi misal.nya dikenai sanksi sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku yaitu akta menjadi dibawah tangan, 

pembayaran ganti kerugian, pembayaran denda. Apabila Dewan 

Kehormatan telah menjatuhkan sanksi kepada notaris dan diberhentikan 

atau dikeluarkan dar:i keanggotaan !katan Notaris Indonesia maka INI 

dapat mernberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Daerah. 

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat untuk dapat 

memeriksa dan memproses apabila tetjadi peJanggaran kode elik. 
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K ljJ:!JJUSAN lviA.IlJJ~.!'.L;vii'IU!(SA IV_! I.,\ Y AJ I 

Nttmor: W22Jv!PWN.OI.l0·44 

btb ll.ari Sda.•m Tt.n~;g.n! Dmt Pu!uh Emrat ( 2·1 ) Bu!un Juni ( !l ) Tahun Dua Ribu 

lkhtpan { :wo~) bcrrcmj"~;ll di l~uang l\:1pa1 h.omt<~r \Vil:~yo1h D ... ·p;1r11.:m..::n llllhnn t.lan !lol.; 

Asasi Tvhmusia Daer~1h b1inwwn Yngy;Jk:lrh, km11i :V~a.iclls Pt.·mcfik:m Wilayuh Nota.ris 

Dncmb lslimcwa Yogytd::lrl:t yang di;utt;kat.' dihcri tugas l,lic:l Kdua M<lidis P'cngawa.s 

Wilayah Notoris i):wmb b:timc .. v;t Yogyaknrla, thm!:un Sura. !'C"rintah Nomor: 

W22.MPWN.03.1 0-34 ·1·angg<li 24 tvh:i 2oo:s t<.!rditi dw i : 

1. H.N!jKMAN MUifJ\MI\AAJ), S.H.JvLtvl. ( Kctua Mt1jclis Pcmc:riksa.) 

' .> 

4. 

5. 

6. 

7. 

I!. 

{). 

Mill). NASI". AINI,S.II.,M.M. ( Angg<><;o) 

KADAR! /\(;Us RAIIAI'.!JJO, S.ll. ( i\nggot;~ ) 

M.RllJ<Y SURYANA, S.T.,S.ll. ( Anggota) 

DJOKO SUKISNO,S.II.,C.N. I Anggota) 

MUSTO!' A, SJL ( Anggola) 

NURHAD! DARUSSALAM. S.H. ( Anggola) 

PROP.DR.S!TilSMIJAT, JENIE,SJI.,C.N. ( Anggoln) 

S\JLARTO, S.lL,C.N.,M.H. ( Anggotu) 

10. PRIYANTI FARIDA, SJ:'. ( Sl:krctm ris ) 

Tclnh mcngndakml :-oidang !erl.mka c.hnt mcng;unbil k~p~ .. us;:n atas at.!onyu pengaduan dari 

NY. ENDANG PI{AI\IUIIAS'•'lJTI OETOYO (sd,m_iu.awn dist::hllt S1!bt:1gai Pelapor) yang 

hcwlamal di Jl. Amcrta \'TI :'fumm 6. Jomhor Sch1t:m, s•cm~m. kcpnda Ketua Majelis 

Pcngawus Dacrah N~)tari~; Kt.ltl Yogyakl!rta tcrlnu..lup Smu.hn-::1 NY . .SOEMI SAJOG.JO 

MOED!TO tv:ARDJ!KOEN,S.! I. Notaris unn l'l'J\'l' Kola Yogyakarla {•clru\iutnya disc hut 

:tcbagni Tctlupor) ynnt:. hcml:uuat di JL Sab!riu Nu. :0, Kulabaru, Yngy;.karla 

Majclis Pcmcrib;<l Wih1yuh D<H·mh hHimcwn Yogyni\urta (~elm~utnyn di::~hut Mnjclis): 

Membacu I. Sural Kctua Mt~idis: :,emeriksa Dacrnh Notaris Kota 'l'ogyakarta 

Nnm<h' l1/MPDIIV/2HHR Ta1\gt~n! J'r! April :008 Pcrilu1l : 

I 
t 
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Mcnimhnng 

Mcngingat 

Mempcrbatikan 

Menetopka~ 

PERTAMA 

3, Hasil i>..::m1;rik::.mm Majdis Pcmcrik:>\ Dncr~ '1 Majelis Pcngawas 

Dacmh Notnris Kotn Y ogyt~karla bcntpu Berila Acura Pemeriks aan 

Nomor: OI/B/\PitYII'D/200g T;mggal 17 April 2008. 

Bahwa Jx·ris!iW<l yang !lll..:njmli d;,1sar lapomn pcngvduun dori Pclapor 

kcpada Ma.iclis P(:ngmvas Dacrnh ~Jotttris Kota Yogyakana 

st:h •gainmna tcrtuang dalmn Bcriln Acara ; l!mcriksaan Majelis 

Pcmcriksu Dttcrah Notaris Kotn Yo_gyakar!n Nom or: 

0 I/BAi)/W.PDJ200& yang disnmpaikan kcpat..la Mnjelis Pengawas 

Wibyah Nol:lris Dn.:-rnh h•timcwn Yogy:1kar1n tc-rt;."tnggnl 24 Ap:-il 2008 

mh1fnh t.msgnl I April 199]. 

I. Pasnl 2 AB (Aig.:mcnc hcpaling van We JCVing) sebagaima .1a 

diundnnglwn dnlan, S, 1 :47 No. 23. 

2. Und·mg~undang J Jomor: 30 Tahun 2004 TtMggal 6 Oktober 2004 

lcnt;.~ng Jabatnn Not~1ris. 

1. l'cr:lluran Mcntcri lfukum dan lf<~k A::a:\i Mnnusia Rcpublik 

Jndt•nc.sia Numnr : M-02-PR.WUO Talnm 2004 Tunggal 7 

Dcs..:mhcr 2004 lcnlang Ta :t Cara Pcngungknt.an Anggota, 

PcmOCrhcntian Anggotu, Susuunn Organisasi, Tata Kerja dan Tala 

earn Pcmcriksaan Majclis P-::11gawas Notaris. 

4. Keputusan Mcnteri H~;kum dan Hak Ast~si Manusia Republik 

lnd<•nesia Nom or : M. !8-PW.07.02 Tabu,, 2004 Tanggal 21 

Dt.:s..:mbcr 2004 tcntang Pcmbcnlukan Ma.iclis Pcngnwas Wii!Jyah 

Nol.aris Dacmh lstimcwa Yogyakart<l. 

Kode Elik Nott1ris lkutnn Notnris Jndoncsia. 

MEM.;TuSKAN 

Majelis Pemeriksa Wi!ayah Daerah IstiW-ewa Yogyak:uta menerima 

Detita Acara Pcmeriksaan Majeljs ,•cmeriksa Duerah Notaris Kota 

Yogyaka<ta Nomor 01/BAPIMPD/2008 alas Laporan Pcngaduan NY. 

ENDANtJ PRAMUHASTUTl OETOYO 

I 

' 
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KET!GA 

<.'~ ..... ., _., "'"-"Jt'U;..IKUll 

t;dak bcrwcmmg mernedksu Luporal) Pengudr m NY. EN DANG 

PIUJvHJIIA~TlJTI OETOYO sebngnimnna Surat Pengaduan 

Pemeriksnan Pcngaw;;s Daernh Notads Kot:t Yogyakarta tertnngg11.l 21 

Pebruari 200.3, karena :.1aje1is Pemeriksa Wilayah Daerah lstimewa 

Yogyukarta dib~ntuk bcrdw;arkan Kcputusnn f,·Jcntcri Hukum dan Rak 

A~asi MnNtsia Rcpublik lndo:lcsia Nomor : M.l8-PW.07 .G2 Tahun 

2004 tanggul 21 lJciicmi•cr 2004 sclx1gai Pcru.!lnln Pclaksanaan da'"i 

Pasal 81 l'ndang-undnnr NoP1or: 30 Tahun 2004 yang mulai berlaku 

Hmggal 6 Oktober 20'14, scdangkan pcristiwa yang mcnjadi dasar 

pcngadunn mnggai l April 1 '>93. 
'·-·· ·-·-

Kep<1lUsan ini disampaikan kcpat.Ja yang hersungkutan dan pihak.-pihak 

lerknit untuk diperimtikan seperlunya. 

Ditctnpkan tii : Yogyakarta 

P;;1dn hmggtd : 24 Juni 2008 

I. H.NUKMAN MUHAMMAD, S.fi.,M.M. ( Kctuu M•tjclis Pcmcriksa.; ( ) 

2. MHD. NASIR ALMI,S.H.,M.M. t. Anggota) ( Ttd ) 

3. KADAR! AGUS RAHARD.iO, S.ll. ( Anggota) ( Ttd ) 

4. M.R!ZK! SURYANA, S.T.,S.H. ( Anggota) ( Ttd ) 

5. DJOKO 3UK!SNO,S.H.,C.N ( Anggota) ( ·nd l 

6. MUSTOFA, S.ll. ( Anggota) ( Ttd ) 

7. :.!URHADI DAIUJSSALAM, $.11. ( Anggotu ) ( TtJ ) 

<. PROF.DR.SITI :SMIJATI Jf:Nifi,S.II.,C.N. ( Anggola) ( Ttd ) 

\'. SULARTO, S.II.,C.N.,M.! I. { Ang.gola ) ( Ttd ) 

10. PRIYANTI FAR!DA, S.ll'. { Sekre1roris) ( Tvl ) 

Oisalin sesuai dcngan asHnya 

Sckrctaris 

~>a4W 
PR!YI),NTI FARIDA, S.[P, 

NIP. 730004662 

L 
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PUTUSAN 

Nomor: 07ill/l'vlj.PPNI2009 

DENGAN RAKHMAT TlJflAN YANG MA TIA ESA 

¥:tjelis pemeriksa _Pllsat Notr-ris yang memcriksa dnn memutuskan permobonat 
banding lerhadnp putusan Mr.jeiis Pemcriksa Wi!<'.yah No\aris Dacrah lstil'tewa Yogyakartl 
Nomor: W.2L./MPWN.OLto-44 T;mggal24 J·1ni 2008, met~alul'kan putusan dalam perkara: 

Nama : Ny. Soemi Snjogjo M()edl!o Mardjikocn, SJ 1 
Temparfrgllahir: Pndrmg, I~ Mci J9•i2 
P~kcrjann : Notnris Kota Yogynknrta 
Alamat ; Jl. Sabirin ~o. g Kotnt:.Mu, Y·,gynkana, 

Dahulu disebut T~rlapor, sekarang Terbanding, 

Nama 
Alamat 

Melawan 

: Ny. EndnnR Prarnuhasfuti Oe1oyo 
; Jl. Amerta VU Nomor 6 Jombor Selatau, Sleman, 

Daerah lstim~wa Yog:y{tka1i.a 

Dahulu disebut Palapor, scl<arang Pembanding; 

Majeli.s Perneriksa Pusat Notaris ~erscbut; 

3etclah me.nbaca dan mengacu pada kctenluan P2sa:l 29 ayat 0) Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuhlik lndonesi<t 'Jomor M.02.?!tO::i. 10 Tahun 2004 
tentang Tala Cara Pengangkatan Anggotn, Pemberhcnlirm Anggof~ S'usunan Organisasi. Tata 
Kcrja. dan Tntn Cara Pemcriksaan M:tjl"lis J>cngawas Nolaris, dnn Pe.netnpan K.ch•a MaJeli s 
Penga·.vus Pusat Nota~s Nomor M-09.MPPN.O:LOLT1t2009 tanggal lS Mei 2009 
tcntang Penunjvkan Mttjeli.s Pemerik.~a Pus.H Notaris; 

Setelab membaca berkas perkarn l.wnc1ing Nomor M-07/BANDING/MPPN/V/2009 
tanggal 18 Mei 2009. 

TI<:NTANG lltli)IJI( l'l.;t\KA!IANYI\ 

Mcnimbang1 fnhwa TcrJnpor pcjuhul Nflfflri.'i di Kmn Yogynknrtfl dilsporkan oJeh 
Pelapor kepnda Majelb Per.gawas Daerah mcla!ui :mmlnyn tanggaJ 23 Oktoher 2007 dan 
21 Fcbnmri 2008~ yang padn pukoknya ndalnh sd;agai bcdkul: 

l. Bahwa Ny. Soemi SajogjQ Moudito Man!jikoen, SH. Nolaris di Kola Yogyakerta telah 
membuat Akte Iuat Beli ata.i tl\llah ~hk Milik Nomor M.927/Catu!1.unggal Gambar Situasi 
No. 706~ •ertang.ial10 Dese!:lber 1997 seluas 8810 m2 aUls namal.ndang Pramuhasti yang 
terl~tak di Kabupnh.n Sleman. 

2. Bahw.t mcskipun objck yr.ug dipcrjualbc.Jiknn lidak di wilaynhnya. tclapi Terlapor tetap 
memproses Akta Jua[ Beli terscbut, 1tH1 :nm tidnk tetjadi penolak:m nmtlak oleh pihak 
Tcr1apor. 
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3.- Ballwa p;~dr saat pena1~da1anganan Akt1 Jmtl Bdi tt:rsebul dihadapan Terlapor tid 
:nenghadi1 hn serti!ikat ?.:s)i, hany;t m:ng;ni rn10copy $':'!rlllikat, karena sertiOkat tan 
tersebut JPenjadj jamimu: Bank BCA. 

Mcnimbang, bahwa ben.!asarkor Bcrila Acan1 Pemedk.saan (BAP) :--.lorn 
02/BAPIMPD/2008 yang dibuat okh Majdi>i Pcngawas Dacra.h Notaris Ka~!ten Slema 
didapatkan fnkl.1-fakt,t scba,gai bcrikut: -

a. Bahwa PELAPOR bt:rS'Ima Hatli GPu&wan mcnghadflp 'J'erl&por yang herkeduduk.an , 
Kota Yogynkarta unh!k membua! Aklll .h11tl BeH alas Ta'lah Hak Milik Nom< 
M,972/Caturtungga! No'llN 7065 tc:langga! :w Des(imbc.r !997 seJuas 8810 m2 atas nam 
Ny. Emlang Pramuhaslt:li yang tcr:etak di Kabt1pntcn S!cman. 

b, Bahwa w;:laupun ohjt'k yang dipcrj~Jalbdikan tidak diwilayah Kabupaten Slemar, 
Tetlapor It: Lap mempros~ Akin Junl Bdi (AJll) lers,~l:ttJI pada bull\n April tahun 1993 dw 
meminta Ny. SuJistyah Sudt'lrmad:. Sl I. M·.Jnku No!»ri!dPPAT di Kabupaten Sloman untul 
m~mbuat Akta Jual Bellnya. dlmnna bl;wko AkH Jual Deli tersebut sebe1umnya telah d 
isi/dibuat oleh Terlapor. 

c. Banwa Nota!is/PPAT Ny. Sulistiyah Sudarnudi, SH tidai< menolak untuk dilanjutk~r 
pemprosesan lerhadap Akin Jual Beli lt~fs{~lml dan Ielah mengc!nhui bahwl\ Blanko Akt~ 
Jual Beli tcr:>cbut tebh di h:i/di bunt olth Terlltpor. 

d. Bahwa dn!am proses pcmOualnn i\kt<l Jual Bell Nornor 07/AJB/J)PJ</1993, PELAPOR 
menandatlmgnni blanko ytmg di isi tanggal II April f 993 berbed:i dengau awal akta yang 
disebutkan pada tauggd 1 April l99J, sedangkan suami PELAPOR r:1enandatangani AlB 
t~rsebat bcbernpa. hari kemudian. 

e. Bahwa pnda safit penandc.langanan Akll'l Jual Beli le.rscbut dihadapan Terlapor tidak 
menghadirkun sertifikat asl! tlwah tcrscUut hanya de.:ugan f<...ocopy sertifikat, karena 
sertifikat asli i;:.rsebut dij!itttiukan Ci bank nCA. 

f. Bahwa slaf f'.l!Haris/PPAT Suli.stfy<ih Sudarmadi, SH. yaitu saksi Yu1iani (yang menjadi 
snksi dalam Akta Jual Deli) menyalakan pengakmm dibawah sumpah dirnuka persidangan 
P 'ngadilan Tnta Usaha Ncgllra Nomor 07/Gfruni2C04/PTUN. YK bahwa dirinya "pura­
pura menyaksikan tetjadinya J..'C:Hi\!idl\taligttmUt jui\l·betl tersebut. 

' 
g. Bahwa akta jual beti tersebut ditnndll.lnngani pada langgat 11 April 1993. bCrbeda dengan 

awal ~ta yan11 disebulkM tertanggal 01 Aprfl 1993. 

~. Bahwa rialam pcrbuatar. juaf bcli tcn::cbut tidnk pcmah terjadi perbuatan pcmbaya: an tunal 
diman!t faT-imnya peniual mcnycmhkatl banmg dnn sc:rempak dengan itu Pembefi 
mcnycmi1ktu1 l><!mbayanu• wmg. 

1. Bahwa Akin JuaJ Beli Nomor 07/AJ!l1Dpkll993 dalnm proses pembuatannya tidal< 
mernenubi unsur~unsur snhnyn. pembualan suatu akla Akta Jual neli. 

j. Bahwa PELAl'OR muaso kecewa karona telab dirugikan "'RRLAPOR dan r.1enilai 
pembuatan Aktalual !<eli Tanab Nomor 07/Alll/Dpk/1993 tanggal 01 April 1993 ridak 
sab karena tid?lk memenuhi uosur-unsur d4U.ttn pembuatan Akta Jua1 Beli. 

k. Bnhwnl'ELAPOR daln'YI l"pornn/ponglldunn y•ng disampaikan kepada Majelis Pcngawaa 
Daerah Notaris Kabup.tfen S1eman jugn mdiHnpjrk;m berkas Akta JuaJ Beli dan Akta 
Pembebanan Hipotik. ·--

' I 
' 

Self Regulation..., J. Bilal Tadjoedin, FH UI, 2009



uauwa PELAPOR mohon tiwJak laujut t.Iaci pcngaduarnya kcpaJa Majc!is Pengawas 
Da•>;rah Notaris Kabupnten Slemun dapt\t disdesaikM dengan baik tanpa merugtkan sa.lah 
satu pihak. 

Menimbanp, bahwa bt·rdasa.rkan Keputusn.n Majelis Pemeriksa WHayah Notaris 
Daerah lstimcwa Yogyakam Nomor: W22.MPWN.OL!0-44 tanggal Z4 Ju11i 2008, 
menetapkan: 

1. Bahwa Majetis Pemcriksa Wilayah Notaris Dacr~h lstimcwa Yogyakarta m,;nerima Be:.dta 
A~ara Pemeri!csann MajCiis P~!meriksa Daerah Notaris ,;abupa~ea_§!~an 
Nomor: 02/BAPtMPD/2008 atas laporan pengadu<Jn Ny. Endang Pcamuhastuti Oetoyo. _, 

2. Bahwa Majelis Pcmcdksa Wilay1th NolMis Daerah lstimewa Yogyakarta menyatakan 
tidak berwenang .memcriksn laponm pengaduan Ny. Endang PramuhasrJti 
Oetoyo.seb~gnirnann ~'\Ifni pengadtllm kc Mnjclis Pengawi\S Dncrnh Notaris Kn:t>:up~ten 
Sle~ertnnggnl 23 Ok~obcr 2007, kan.mu Mt~eti$ l)ctm::riba Wi!ayah Notads Daerah 
Istimewa Yogyakarta dibentuk berdaMrhn Keputusnn Mcnteri Huko~u da.t. Hak A.sasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor M.l8·1)W.07.02 Tahun 2004 tanggal 21 Desember 
2004 sebagai ~_)craturan Pelaksant~nn dfl.ri Pas;,! 81 U~l<lang·Und:wg Nomor 30 Tahun 
2004 yang mulai b::rlaku tanggal 06 Oktobe:r 2004, !iedangkan p~ristiwa yang menjadi 
dasar p-engadunn tanggn1 01 Apr a 199:1. 

Menimbang, ba:!1wa terltfl.dap Putusan Majdis Pemeriksa Wilnyah Notaris Daerah 
lstimowa YQgyakart• Nomor W22.MPWN.OLI0·44 tanggal 24 Juni 200~. Pelapor sekarang 
Pembam.f:ng merasa keberatrm dan mengajukan pcrmobonan brmciing kt"pada l\.fajQliS 
l'engnwa:; Pusat Notarir, melalui Mcmori Banding lerr.aUH Yogyakartt .. Juli 2008, sebagai 
berikut: 

L Pr:mbanrJingiPeiapor telah m~ngajukan pcrmohouan banding pad« tnnggaf 27·1uni 2008 
sesuat del gan huk lan tt~l'ggang waktu Bandine dan menurut t~ht cara sebagaimana di 
atur Jalam Bab IV Pasal 33 ayat (I) dan (2) Undang-Uadang Nomor 30 Tahun 2004 
tcntangJab.tan Notnris (UUJN). 

1. Bahwa atbag: i.mana diatut dah\!'0. Hab 1\1 \'aaa\ 27 ayat {\) Undang~Undang Jabatan 
Notaris yang intir.ya menycbutka,n "Putusan pt;mcrlksaan harus memuat alasan dan 
pertimbangan yan3 cukup. yang dijadika1: untuk mo:njatuhkan putusan." · 

J. Bahwa sesuai dengM Pas.tl 20 fl)'tt!. (l) Undnng-Undang Jnbs.tan Notaris menyebuth:ut 
"Didam melakuknn pemeriksrum lerh11dap Notaris, Ketua MajeHs Pengawas Notarls 
membentuk Majelis Pemeriksa Daera.J, NA.tjeiis Pemeriksa Wiiayah, dan Majetis 
Pemeriksa J>usat dnri masing .. masing u·1sur yang terdlrt tttas 1 {salu) orang Ketua dan 2 
(dua) orang anggo!a Majelis Penwik>a." Dan Pasal 20 ayat (J) Undang-Undang Iabatlln 
Notaris menyatakan "Majz!is Pemcriksa scbagaimana dimaksud J'ada ayat (I) dibantu 
oleb 1 (satu) orang Sekret6ris. Narnun kcnyalaannya sebagnimana 1ermulti dalam Pu1usan 
Nomor W22.MI'WJ'I.OL 10-44, rnaka Majelis Pemerikt~a terdiri dori I (satu) orang Ketua, 
8 (delapan} orang anggola Majelis Pemeriksa don I (sa!u) Sekretoris. Densan dcmikian 
Mlljelis ~11Sawas Wilayt.!l Notari• Daerah lsthnewP Y ogyakarta telah bersalah dengan 
membentuk Majelis Pemeriksa karena bertentlittglltl dengau PllSal 20 ayat (I) Undang­
Undang labata.n Notaris clan tidak mengindahkau ketentuan-ketentuan yang w4ah 
ditetepkan, te:-masuk mehmggar hukum ttcara ytmg 1'-erJaku. " 

4. Bahwa Pembanding!Pelapur sangat keberatan dengan alasan Mlljelis Pemeriksa Wi!ayah 
yang sangat menge.da~tt,fa dan tiduk memp~rthnbangbn s cara seksama, yans 
menyatnka:1 tipak berwcnt~.ng mcmcrik:;n lajHlran pengadual\ Petapor/Pembandlng karena 
kejadian ,relanggaran ynnt; dilnporkan 8dalnh tnhun l993. yaitu terjadi sebclum lahitnya 
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UUJN pnda tanggat 06 Oktobcr 2004. Hal ini d·lp<tt diartikan sebagEJi penolaka 
· pemeriksaan laporan.ptmeaduan. 

5. B&hwa Putusan Nomor: W22.MPWN.OJ.l0-44 Majelis Pemeriksa Wilayah sema seka: 
tidak mengulas Berita Acara Pemeriksa:m Nomor: 01/BAP/MI'D/2008 yang tela 
disampaiken oleh Majelis Pengawas D~erah }Jotaris Kotn Yogyakarta. Adapun pokok 
pvkok pelanggaran tersebut adaf~h: · 

a Bahwa pada pcmbuatan akta otcntik, maka para pihnk tidak menghadap bersamaaJ 
dihndapan Nauuistrerbanding. Hal lni dapa\ dibuktikan d: d tanda tangan diatat 
rnaterai tanp;gal 1 J April 1993 bt'.rbeda dengnn y,tng tenulis pada awal akta 
OJ April 199 .! . 

b. &tlwa dasa: acuau pe!ubualau ;;kla otcnlik h<mya berup<>. tbtocopy sertifikat ttt.nah, 
~nrena yang asii mrtsih dijaminklin kc Hunk BCI\ sebngai ngunan. 

c. Bahwa pr.da halaman 1 {satu) bMl!i 17 I'Hiusan Nomor: W22.MPWN.OL 10-44 Majeiis 
Pcmeriksa WHflyah. menyebutkan .... "TeJah met),gildnkan sidang terbuka dan 
mengambil keputusnn .1tas ..... .''Scdangknn dt~lam kcnynt<" ~nya ·putusa•l tersebut 
ciibae •kau pad t sidar~g terlutup, schiuggl\ para pihak yang ingin menyaksikan 
r;.ersidangan tidnk diperkenanhn masuk.dlHI hnrus mcnunggu ditul'r 1uang sidanp 

6. Bahwa Ny. Endnng Prar.whasluti Oe!Oyo :><~bagai PehtporJPembanding memohon agar 
Ketua MajeFs Pengawas Pusat Notaris bcrkennn menerima permohonan Bandir.g dan 
bcrkcnan tntmbatalkan putusnn ly1a;dis Pi.mgnwas Wilayah Notnris Dncrah lslimc:w:t 
Yogyakarta dan n:elanjulkan m~mcl'iksa Bcrita Acara Pemeriksaan 
Nomor: Ol/BAPIMPD/2008 yang sudah disan1paikan oleh Ketua Majelis Pengawas 
Daerah Notaris Ko•:a Yogyakarta sesuai dengan surat pengantarnya 
Nomor: 33/MPD/!V/200R langgal 24 April 2008 dilujukan kcpada Majelis Pe1.gawas 
Wi1ayah Notaris Daerah ].:>lim~a Yngy·1karl 

7. Bahwa Pem\:rnnding mcm.;>hou agar: 

a. Putusan No. W22.MPWN,OI.W-44 mcnjadi batnl dcmi hukun: karcna pcnanganannya 
dari awat pembentukaJ. M01jdis i>t:me.riksa hingga p<~r~idangan!lya 1idak mengindahkan 
dan melanggar a1uran-:1Juran ya1iC berlaku. 

b. Melanjutkan mtmcrikstt maupun mc:t'yitfarJ: .kan nerita Acara Pemeriksaan 
Nomor: 01/BAP/MPD/2008; 

c. Mererir1a atau membE..llarkan kcben.t~nln lnpur:u, p<:ngaduan; 

d. Menyatokan sccara bur.um nlas pr.langganm y;mg tc'.!ail dih;kuk"'n Terbanding; 

e. Me_'lj11uhkan sanksi lcmuuuk mcht()Oii<ml kcpudn pihak yang bcrwenang terhadap 
perbuatan Tcrband~ng liesuai dengan !JelanggaraTlOtya. 

Menimbtmg, bahwa t.erhadn1l Met:nori Banding Pcmbandlng!Pelapor tersebut. 
Terl>andingfl'erlapor Ielah rula monyampaikan Kontra Memo•i Ba,>ding kep4da Majelis 
Pcngawas Pusat Nou~ris tangg1.t1 17 Juli 2008., llebngai berikut 

1. Babwa terda~atnya penangg;alan ganda d.:tlnm Mctttorl Ban~Ung dari Pembanding, hal ini 
Capat diartikan Memori lltmdiug tc.;,Jcbut diserahktt.t ~idak dalant jangka waktu 14 
(empatbelas) hnri sebagaimana yang ditentukan dalam Pa,.,al34 ay_.t (2) Peraruran Menteri 
Hulu•m dt.n HAM No, l\1.02.PR.OR,l0 'l'ahnn 2004~ sehinggA. sesuai ke1entuan Pasal34 
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' / ay:Jt (6) dan {7) Pe:·aturan Mentel i i lukum dan ! lAM Nomor M.02.t'R.08. 10 Tahun 2004 
--pennohonan Bat.ding te:·sebut ilarus dinynlak<~n tidak dapat diterima. 

2. B;,.hwa penj;,Juhan Kcputusan Mlljelh Pemeriksa Wifayah Notaris 
Nor'ot W22.MPWN.Ol.l O~-J4 ter!anggftl 24 Juni 2008 telah dilakukan sesuai dengan 
atman hukum yang berlaku, schtnggn olcg karcnanya Keputusa .. terscbut patut untuk 
dikuatka1t 

3. Bahwa Terbandingfl'erlapor rnenolak dengan tegas alasan Memor· Banding angka 2~ dan 
untuk itu ierbandin Yferlnpor membrriknn!ang(:>api'ln sebagai berikul: 

a. Mfnguatkan KC'.putus:~n Nomor: W22.MPWN.01.10-44 langgni 24 Junt 2008. katena 
keputusan tersc:but tel.1h jetas -~•wgat lC.Jfll! thut s~surti deugan tttunm hukum yang 
berlaku. 

b. Pernbanding tidak tcpe:l menyebtUk;m nunusan Pasaf 27 ayal (I) Undnng-Undang. 
Jabatan Notaris dalam ungltn 2 (dua) MemorJ nand ins. Ad~tpun n,.~musan Pasal 27 ayat 
(1) Undang-Undang Ji•hsian Notaris adalah: "Notaris mengnjt~kan permohonan ("Uti 
secara tertulis disertai t·sulan peuunj~1kau Notaris Pcnggan.ti." 

c. Menolak angka 2 (dull) Memori llandlnfi! Pembanding. 

4. Babwa Terba:ndingfferlapor meno!ak angka 3 (tign) Memori Banding Pembanding dengan 
ala san: 

a. Majelis PemerikS! wa .. yah yung lllCt11Criksa laporan Uari l•elapor/Pembanding, di 
angkat oleh Ketua Majdis PeugawM Wil<-~yah Nor.aris Oacrat1 lstimewa Yogyakarta 
sebasaimana tcrseb,Jt dz.lam Surat Perintah Nomo· W22.MPWN.03.1~34 tangga1 24 
Mei 2008. 

b. Tidak 1da !arangan dalnM Peratunm Me.nteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR08.10 
Tahuu 2004 bahwa pemcriksaan pcrkara dilakukan 0!eh 1ebih dari 3 (tiga) orang 
Mnjelis. 

c. Pcmunju'·.:~n. 9 (sembilnn) orl\llg Mujclis Pmm:riksu lidnk bcrlcntangan dcngan. ketentoan 
Pas:al f/l ayat (3) Undants-Und;.wg Jllhtt!<m Notaris menyebutkan bahwa Majelis 
Pengawas berjumlah 9 (S<•mbihtn) orang, terdiri <'ltns unsur pemcrintab 5{banyak 3 (tiga) 
oran& organisasi Notsri:', sebanyak 3 (tig.l) onulg dan tth!i/ak:\demisi sebanyak 3 (tiga) 
orang. 

5. Babwa Tetbandinlfferlapor mcnolal: dcngrm tegas angka 4 {empat) M~nri iJanding 
Pembandins der.gnn 11lasan: 

a. Undang-lindr1ng Jabatau :>.Jotaris mulai bedaku sejak Uutg,3al dium!angkan yaitu tanggal 
06 Ckto~r ~.004, deugan demikian menurut hukunt segP1a ketentuan y1:ng tennuat 
didalarr. Unduug-Undang tcrsebut hany.r.: bcriaku tcrlutdap peri1iwa yang tetjt\C!i ~elah 
tn:nggal pcmberhtkunn Undnng~U1id11ng lCf!wbu!, karcnH hill ini i:iCsuai Pa::tnl 2 AB yaitu 
Undang-Und.mg hanya btrlaku untuk wak!u kcmudiRn tan tidak bedttku surut 

b. MftjP-tis. Pengawas. Wiht.yr..h Notaris l>aernh btimewa Yogyttkatta dibentut berdasarkan 
Keputu:.an Menter[ Bukcm dan BAM Nomor M.t8~PW.07.02 ::anggal 2l Desember 
2004. Hal ini berarti menurut hukum MPWN Daerah [stimwa Yogyaka,1a hanya 
bt;Ntenl'.ng ontuk memerlksEl pctblUilM hukum Notaris yanJlterjadi seteJah anggal 21 
Dcscmber 2004. 
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c. Pensliwa jual beh ynng tlitapvrkan olth Pelapor/Pembanding dilakukan pada tngga! 
01 J.pril 1993 Gauh ~ebclum dibl!nluknyi1 Majdis Pcngawas Notaris), oleh karenanya 
menumt hukum Majclis i'emeriks;:. Wil<'ynb Notaris Daeroh Jstimew1t Yogyakarta tidak 
berwenang t .;ttuk nlemedksa laponm tcrsclmL 

6. Bahwa Terbandin!Yferiapor Mcnotak d'}ngau tegas angka 5 (lima) Memori Banding 
Pembanding dengan men<lasa.rkM p~da: 

a. Bahwa dalam .melakt.kan penH'.rlksaan lcrhadap Pelapor/Pembam:ling, MajeJis 
Pemerlksa telah memperhatika11 lapor-.n P·~J .• bandiltg; 

c. nahwa tidak bcnar laporan Pelapor yang menyeb1.Hkan Para pihak tidak haJir dihadapan 
Notaris dan !anggal yang bcrbeda pad a t~k Ia jual beli; 

d. Bahwa iaporan Pr:lapor yang mc::nyebuthln pada saat jual bc!i !idak disertai senifikat 
nsli Hak Milik Nomo1 972 adalah titlnk lcrbukli karena sertifikat tersebut telab 
dtiakukan batik nama; 

e. Bahwa lentang pemb;,y1U'1ifl atns UUHth an!am Pe1npor/Ny. Endang ~rarnuhastuU: dan 
Penjuai/Drs. Hermawan Dudi Sanloso !t'hlh dilaJ-ukan dihadapnn bank dan disebutkan 
padal.ala.nan 2 Akta Ju1l Beli 

7. Bahwa menurut TerbandingiTerh1por didalam Memori Banding l'• mbanding penomoran 
atasan~alasan banding tidak terdupat ungka 5, schn1gga berlanjut ke angka 7. Sehingga 
Terbandint; hanya menanggi.:pi alasan banding augka 1,2,3,4,5, 7. 

8. Bahwa terhadap ala san b.·mding angka 7, Ted:nmdi >& mtmberikan tanggapan sangat 
mengada-ada dan tttnpa da:;nr, karenk putusan Ielah cJiucapkan r;a!am sidang yang bersifat 
terbuka untul: umum dan pemeriksaan dilakuk.an tertutup untuk 'Jmum oJeb MajeJis. 
Pemeriksa Wilayah. 

9. Bah\\11. berdasm::{an alasan-alasan ter.scbu1 rliatas. maka Te~b:tndingfferlapor mohon kepada 
Mnjeiis Pensaw:u Pusat unluk be1kenan mcn.iaruhkan pu1usn1e 

a. MeLolak per 1~ohonan Brnding dari Pciapor- l'embanJing, 

b. Menguatkan PulUS:Rii Mttjt:li:i. Pengawas 'Jtilayah Notaris Dacrah lstimev."R '\:ogyakarta 
Nomor W2:...MPWN.Oi. 10-44 tanggal24 Juui 2008. 

c. Me'\yat4kan Majelis Pengawas Daerah Nolaris Yo_gyu.karla., Majelis Peng;twas W!layah 
Notari:J Daerilh lslime"r'/11 Yogyakarla dan Mrtjelis Pcngawas Pu~;at Notaris tidak 
berwenang untuk mcmc,·lksa laporan Pcl<1por. 

Menimbang, bahwu unluk mctnp\!l'.singkat urahtu putusan ini, maka segeJa s.e&~atu 
yang d; dalam sidnng dan dicaut dalam bcrittl acan\ sidang. diaogglip tclah dimasukY.an dalam 
putusan ini serta merupak.an bagian yang ~idak lcrpisahkan dari putusan ini~ 

n:N'f,\NG IHIKUMNYA 

Menimbang. bahwa memori banding dari pemohon Pembanding!PeJapor adaJt.b seperti 
tersebut. di atas; 

Menimban~~t bahwa sesuai Pasa1 Jl Peraturs11 Mcntcri Hukunt dan Hak Awi Manusia 
Republik ludones.ia Nomllr: M.02.PR08.l0 Tn.lnm 2004 tentang Ta!.P Cara Pengangka~ 
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Anggota, Pemberhen!iao Anggola, 5u•:unan 01ganisa~i. Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaaan Majelis Pengawa!l Notaris, diny~tltlkan bahwx. pelapor dan alau terlapor yang 
mernsa keberi!tan alas pu1usan MajcJis P~\me.rii:sa Wilayoh berhak nwngajukan upaya hukum 
banding kepada Majelis Peng'lwas '.lusal; 

Menimbang, bahwa mengcnni kcbennan~kcbcratan dalom Memori Banding 
Pembanding/Pclnpor, Majclis Pcmeriksa Pus<~ I Notnris ak ·m mcmpcrtimbnngkan ap.ak.ah upaya 
hukum banding yang: diajuk:m olt-h JlemlHmdingiPelc: ,1or Ielah scsuai dengan Peraturm 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rcpublik lnd;:mesia Nomor: M.02.PR.08, 10 Tahun 
2004 tentaogTara Cara Pengrngkatau 1\nggota, !,cmbnhen!ian Anggota, Susunan Organisasi, 
Tata Kerja .JAn Tat a Cara Pen:crik.'~Man Mnjclis P·:ngawas Notaris; 

Menimbang, bnhwa btordasnrknn PtiSOtl :n ayul (2) Pcrl\lurnn r.. cnlcri Hukum dan Hak 
Asasi Mnnusi:o Republik lmfone~in Nom.1r: M.n2.PH.OfUO Tnhun 2004 tentang Tata Cara 
P• .. mgangknln·t Auggnlll, ftl~mbnlwn1i:u1 Aujjl.'\lf.t, Su~wmn Org;mi~asi, T11IOI Ker:ia dan Tata 
Cnrn Pemcriksmu1 Mujciis !'tmgi\W<IS N•.>!.<uls muuc:tapkun. bnhwa 11paya hukum bo.ndir1g 
dinyataknn dalnm janska waku paling l;un!Jal 7 {t:.tjuh) hari ka~cndtr terhltung sejak putusan 
diucapkan; 

Menimbang, bahwa be•dasarknn Pns:d ]4 nyat {2) Perfl!tmm Mcntcrl Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Jn<bneo:ii'l Nomor: M_02.PR.OS. JO Talmn 2004 tenia 18 Tata Cara· 
Pcngangkatan An1,SOUt, .Pemb::rhentian An,~guln, Susunan OrgHnisnsi, 1'ata Kerja dan Tala 
Cara Pemeriksaan Majelis ~\::ugawtts Notaris menclt\f)kan, bahwa peuyampaiatl memori 
banding diajukan ,Jalam jangk:l w.tktu pali11g hunbat 14 (entput belas) hari kalendf'.f terl1itung 
sejak bantfing r:iny!'ltakan; 

Menimbang, bahwa sclanjulnytl H.ljt:hs Pcme1iksn i>usat t-foluris akan 
mempertimbangk:.n npakah uraya hukum bawling yang d" 1jukan oleh Pembanding!Pe:apor 
sudah sesulii dengan Peratu;'ar. Men1e.ri Hukum dan Halo: Asasi Mam•sia Republik lildonr.sia 
Nomor; M.1Jl.PR.08, 10 Tahun 2004 tentt~.ng Tata Cam Pontrangkatan Anggola.l•emberbentian 
Anggota, S~,osunan Organisasi, Tata Ke1ja dao Tata Cara Pemeriks .. au Majeli!l Penga.was 
Notaris; 

Menimbang. bahwn Pembanding/Pdapnr mengnjuknn pcrmohun.1n banding alas 
putusan Majelia Pemeriksa Wilayah No!aris Dnerah btimewa Yog.yakar!a yang telab 
mcnjntuhkan putusan Nomor: W22,MPWN.OJ.I0~44 tertanggal 24 Juni 2008. serta tefah 
me:nyampa.ikan memori banding tanggal 30 Juni 2004, ya.1g tercatat dnlam register perkara 
banding Majelis PengttwK:s Pu:n1t Notaris NOmoi' M-07/6Al' 1DlNGIMPPNN/2009 
tanggat J8 Mei 2009, setciah persyaratan pemuriksaan banding lerpenuhi untuk dilakukan 
pemeriksaan. 

Menimbang, bahwa, oleh kanmn pulUSiHl diocapkan olc:h MajeHs Pcmeriksa WiJayab 
Nota:rit Oacrah lstimcwa Yogy.akRI'I.a yong teiRh mcctiatuhkan putusan Nontor: 
W22.MPWN.OJ.I0-44 tertanggal 24 Juni 'lOOR, n1nkn Pcmbandiug/Pelapor diberi hak untu~ 
mengajukan upaya hukUm banding dalam jangka Wilktu paling lambat tanggal 30 luni 2008; 

Menimba1tg, bahwa Majelis Jlemeriksa Pusat menilal pencnntuman mcn1ori banding 
tcrtanggallO Juni 2004 merupakan kesalahan pc:msetiknn. oleh kare.na itu sesuai ketentuan 1ata 
cata penynmpoiar momori banding, Mnjelis Pemeril-~' Pusal menganggap bahwa 
J)"ny•mpaian memori banding Pctr.baudiug/ Pelapor telah sesuni dan IJ1E!'!llenuhi perayaraten 
sebagaimana diatur dalam 'Pasal 33 ayat t2) juncto h.~al 34 ayal (2) Pec..tturan Menteri Hukum , 
dan Hak As .. i Manu, ia Republik Indonesia Nomor: M:02.PR.08.10 Tahun 2004 lertanggal 7 
Desember 2004 letsehur di alns; 

Menimbang. habWa dalam memori banding Pembanding/Pelapor men~Lip Bab IV 
Pasnl 27 ayat (l) Uudang~U~Hhnl8. Nomoi' JU 1'ahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang·. 
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menyebutkan: "putusan pr.meriksaan harult mcmuat. alasan dan pe.timbimgan yang cukup, 
yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan". Yang benar adalah bahwa rumusan pasa! 
tersebut termu;it dalam PerAruran Menteri Nomor: M.02.PR08.10 Tabun 2004, seJanjutnya 
Pembanding!Pdapor mengutip Undang~UnUang Nomor :30 Tahun 2004 te.ntang lal·atan 
Notaris. Bab lV pasal 20 ayat (0 yl'log menycbulhn: "dahun melakukan pe'Ueribam 
terhadap Notaris, kel~a Majc:is Pengawas Notaris membcntuk Majelis P\:'lleriksa Daeralt.. 
Majelis Pemeriksa Wilaynh Jan Majclis l'emt:rfk!:o-a Posnt dari l.t')asing~masing unsur yang 
terdiri atas l (satu) orang kelu('. dan 2 (dua) ontng a.1ggola Meje~is Pemt riksa"". Dan mengutip 
Bab IV Pasal 20 ayat (3) yang menyebutknn: "M~jclis Pemcriksa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibanlu oleh l (satu) orang Sekre:tads". 'l"ang benar a.Jalah .. bahw . .L ntmu~ pasal 
tersebut termuut ,,ahuu Pcraltt(<:m Mcfiteri Numnr: MJ>2.PR0-1.10 Tahun 2004, dan oletl 
karen~nya Majelis Pemeriksa l?usat bcrpehuapat mengesam,:Jirgkan dalil-dalil tcrsebut untuk 
dipcr!imbaogarl: 

Mcnimbang, bahwa kebcrawn PcrPblUldingiPclapor h:rhadap Majelis PeMeriksa 
Wilayah Notaris Daerah lstimewa Youynk.nrlil yang mdn!..ukan pcmcriksiUlll dan telah 
meojatuhkan putuJan Nomor: NliJmlr: W22.MPWN,Ql.I0-14 ter~anggal 241uni 2001. oteh 9 
(sembi1an} orang anggota Majeli.s Pengawas Wilayab N,>taris Provinsi Daerah Istimewa. 
Yogyakarta. da.lam hal ini M~jeJis Pemerik11a Pusat berpentlapat bahwa terha<Jap kebetatan 
Pembandmg.'Pelapor t.idak beralasan unluk dinyatakan tclah sal:ot1 dalam meJakukan 
pemeriksaan. Meskipun perneliksaan dilakukan oJeh seluruh anggota dan oleh sffiap unsur 
yang beljumlah 9 (sembilan) Nang sesmtgguhnya selumh anggota tmtjelis tersebut tida.'<- bisa 
mendontinasi oteh satu unsur kepada unsur lain ~mtuk mempengaruhi pengar.tbitan pt·tusan \' 
majclis. Bahwa mesklpun berrla.sarkan Pa.sal 20 ayat {1) Pcmluran Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia .kepublik lndrmesia Nomor: M.02.PR.,08JO Talmn 2004 tersebut di ata.s 
menyebutkan bahwa.,. dala.m melakuk:m pemc:riks~tan t~rhadap Notaris, Kelua Majelis 
Pengawas Notnris membentuk Mnjelis .Pemeriksa Dae,·ah. Maje1is P~mcriksa Wilayah. dan 
Majelis Perneriksa Pusat dari rnasing~masing un~,ur yang let'diri atas 1 tsatu) on.ng Ketua,. dan 
2 (dua) orang anggota Majelis Pe~ne-rik"s:a, daimn !tal tui MajeliH Pcnteriksa Pu.sat berpendapat 
bahwa pemeriksaan yang dilakukan olch anggota M~;ciis Pct\gawas Notaris Daerab Istimewa 
Yvgyakarta tersebm sah secara hukum; 

Menimbang, bahwa Majelis Pcmeriksa Pusat terlebih dahuJu perJu menda1ami pokok 
perkara yaog dipersengkt:takan. yaitu bahwa. pokok perkara yang dipersengket.akt..n adalah 
l.tporan dl.lga!ln pclanggamn jabatan dalmu pcml.HJ<Han Akta Jut*! Jleli No: 07/AJB/Dpk/1993 
terta:~ggnl 01 Aprll 1993 yang pencrbitnnnya dila:'-ukan oich Terbnndin.c/Ter1apor deng'3in 
tnenyal~Jli proscdo:r hukum yang, bcrlaku, ynitu: pndfl saal pcmmdalnngan Akta Jual BeJi para 
piitak. tidak menghtdap dihathtpan Nolari!<, ttdaJ.. <1da scnHikaL asH mclainkan hanya folocopy 
~~bagai daoar pembuatlin akta, !H>::g:itu pula pada !<nnt penarn:Jnransan peogcsahan a.kta para 
pihak dan sRksi tidak hadir.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok pcrkara ten;ebut di atas Majelis PemerUaa 
Pusat bt!rpendapal.,. bu.hwa .Pembanding/P'clupor mclaporkan TetbandinWTerJapor daJnm 
jebatan. Not.aris selaku Pcjabat Pembuat Akla Tanah, yang duJam h1d ifli kewenansnn Notaris 
se1aku I ejabat Pcmbuc.t Akta T~tnah dialur dalnm Penuuran Pemerlntab Noln,or: I 0 Tehun 
1961. yang te:ah dirubab dengan Peraluran P'emerlntlh Nomor; 24 Tahun 1997 tentang 
Pendat\a.ran Tanah. Scdang J>cugangkatnn d.aif".m Jabatan Pej&bat Pembuat Akta Tanah diatur 
dengan Peraturan Pemcrintl!h Nomar: l7 1'ahun 1998 teolang Peraturan Iabalall Pejabat 
Pembuat Altlll Tandt Dengan demikian Mujelis Peme~ iksa. Pu&~ berpendapat. bahwa 
kewenangan pengawasa.1 terhadap pelakl:lh.»bfln peratunm penmdang-undangan tet!febut adalah 
yuC.S<Iiksi Bad!lll Penanahan Nasional, schingga apabila Notaris l!'elakukart p<llani>8JU'8ll 
dalam jabatannya selaku Pejal:at l'ennbuat Akta Tanah, malo! yang berwenang menjatuhbn 
sanksi adalah Badan Pcrtanahan i..J'a.siotud; 

Mcnirubang, bahwa meskipun Ull(.Jang.~Undnng Nomoi"' 30 Ta.hun 2064 tentang Jabatan 
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dibidnng pcrtanahan. Makli' :;erkaitan dengnn laporan masyankat terhadap Not;ris dalartt 
jabatannya SP.bagai Pejahat Pembuat Akla Tanah yang did~tga melakukar1 pelanggaran: 
terhadap Undang -Undang Jnbatan Notari); dalam hal ini Majclis Pemeriksa Pusat terlebih 
dahu!u perlu meneHti fonnu!ir yang dipakai olch Notari!: daJam membuat Akta JuaJ Beli 
dibidaug pertanahan. Babwa jika Notaris 111embuat Akta Juat Beli dibidang perta:n.ahan 
mernakai forrnuli·· Akta Jual Beli yang disediRkRn oleh Badan Pertanahan ?-4arional maka 
1\.iajelis Per.gawa:( Notaris tidak berwcnang untu:,_ mclakukan pemeriksaan yan:~ berkaitan 
dcngan dugaan pelanggaran jabatttn No1aris :H:!alw Pejabitl Pembu<1t Akta ·1'anah. Jika 
sebalikr.ya apabil.t Nolaris mcmbuat Akla )ui'J Ucli dibidat ~ pertanahan dengan minuta yang 
dibuat berdtsarkanjabatatlEjll:l scbagai Notaris sc:bagaimann dimaksud pasall5 ayat (2) huruf 
f Undanr,-Undang Nomor 30 Ta1JUn 2004 tCIUlt!!g Jabatan Noteris, maka MaJelis Pengawas 
Notaris berwenang untuk melakukan perneriksaan. 

Menimbang,. bahwa Majclis Pcmcriksa Wilayah Notaris Oaerah lstime·va Yogyl'tkarta 
yang 1etah rnelakukan pemerik:man dnn !dah menjll!uhkan putusan Noroor: 
W22Jv1PWN.OJ.10-44 tertang..Jnl 24 Juni 2008 yang amarnya menyntakan, tidak berwenang 
memeriksa Japoran pengaduar. l'embnnding/1)elapor dalam hal ini Ny. End'Ulg Pramuhastuti 
Oetoyu karena peristiwa yang menjadi d<1~ar pengaduan ada!ah tanggall Al?ril 1993, Majelis 
Pemerik~ Pusat berpendapat bahwa MajeHs P-:merikua Wilayab N(,;:aris Da~::rah Istimewa 
Yogyakatta tersebut telall sesuai menerapkan pcrtimbangan hukum. Bahwa jika 
Pemband1ng1Pelapor pada tangga1 J April 1993 rroerasa keberallm dengan Akla Jual Beli yang 
dibuat oleb Terband,ng!Ter!apor. maka seharusnya Pembanding!Pelapor melaporkan kepada 
Pengadilan Negeri di wllayah hukum Notaris tersebut oleh karena scbu!um berlakuoya 
Undang-Undang Nomor JO Tahuu 2004 tentaug Jahatan Nolaris, maka kewenangan 
pcngawasan terhadap Notaris adalah yurisdiksi Pengadilan Ncgeri; 

MePjmbang, bahwa berdasarkan pcrtimbangan hukum scbagairrt~\na tersebut di atas* 
Maje!is Pemeriksa Pusat berpemlapnJ bM-r.wa lerhadap keberatan-keberatan 
Pembar1ding/?elapor m<'upun keberatan Terbandingfferlapor dianggap telab dipertimbangkan 
dan mertjadi bagia.r. yang tidak terpisahkau dari putusan ini; 

Menimban~ bahwa berdasatkau Pasal30 ayat (3) juncta Pasai 35 ayat (t) Peraturan 
Menteri Hukum dan .. iak Asasi Manusia Rcpublik indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 
2004 tcrtanggal 7 De~'mber 2004 menycbu!kan, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat 
mengamhi1 putusan scndirl betdasnrkan kebijnksanann dao keaailan. danlatau Majelis 
Pemeril..sa Pusat dapat menguatkad, merubah, nt<lU mcmbata!kan putusan Majrlis Pemeriksa. 
Wilayah. Jan memutus wndiri; 

Mengingat. bahwa sele!ah membuca fH!sl:ll-ptu•al da!am Untlang~Umlany Nomor 30 
Tnhun 2004 tentang Jaba!au Nctaris, KCJd~ Rtlk N(HHrii> llanlatnu ""'enuuran pefUtldans­
undangan peb.lrso.nnru,nyn, serta b'!rdnsarkno rnp1Jt-r11pnt Mnjclis Pemeriksa Pusat dengan ini, · 
mcngaditi: 

MEMU'l'USKAN 

l. Menyatakan ke Jeratun dari l'cmbanding dahuiu Pclapor tidak da1 al diterima .. 

2. Menyatakan menguatkan p11tusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Daerah Jstimewa 
Yogyakarta Nomor: W22,MPWN,OL !0-44 tcrtanggal 24 Juni 2003 berl:ekuatan huku'Ti 
meugikat. 

Demjk.ian diputuskan de tam rapat m Jsyawarah Majeiis Pcmeriksa Pusat pada bati 
SC:Iasa, tanggaJ 26 Mei 2009. yang 1~diri at&l:l Rakhmai SyamsuJ Rii'..b!, SH. MH. scbagai 
Ketua, Abdul Wahid, SR MH dan Prof. DR Anna Erliynna. SH. MH masing-mulng 
sebagai anggota .. Putusan ini diliGapkllll dulam !:!idiitlg tcrlmka untuk umum pada lwiSelas.a, 

r 
' 
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mn,ggal z,; Mei 2009 dalam sidang yang terbuka uutuk umum o!eh MAjeijs Pemeriksa,. yang 
terdiri atas.Rakhmat Syamsul Rizal, SH. MH. sebagni Ketua, Abdul Wahid, SH. MH. dan 
Prof. DR. Anna Erliyana, SI·!. MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh loko 
Santoso, SR_ M.Hum .. sebagt.i Sckreuiris Majelis, yang tidak dihadiri oleb Pembaorting. 
dahulu Peiapor serta dihadiri Tcrbamting (fahuln Terlapor. 

Ketua, 

Rakhmat Syamsul R·:!al, SH. NiH .. 

Anggotn, 
• 

Abdul Wahi~. SH. MH. . ~ ...... 

Anggota, 

Prof. DR. Anna Erliyana, SH. MH. 
_..----~ 

.. ~ ....... ~.~ .. ,,., 

Sekretaris Sidang 

Joko Santoso, SE. M.Hum. 

Self Regulation..., J. Bilal Tadjoedin, FH UI, 2009



.. -':'!-

. . 
al,n! I .apor.u 1 tbri >·--- ·:· -~- ........ ----· ------ · ---- ·----·-.. · -·- --· --· ·--·-· ·--· ·-- ----- ---- ---· ---· • -- ------ ----·- ..... . 

: ::ndnng PmmtJh:;.,U.t!i Oc!l)}'')·----------· ------- -------~----·---· ------·---------------·---~--~-----
.-_. I 

:, kllll;l' : J t Atncri3 VII No.6, ·Jomhur Sd a Inn. S.lcnwn, Y ngy:;k:tna--·----------···-·-----------------· 

' l'crlha! : Pc11g; :!u~n <H;lS p!!l.ttH~t:t:tr::m 

Vngyabr!:1, :!J Ok!ohcr 2007 

KcpaU:1 '- ·th. 

tblam Ak!a Jual Bdi T;m:1h 

l\.';1,07/,\J ll/llpkll 'I'll 

l:m.gg;ll 1 >\oril l;Jt_·;; 

KFTI/A 1\it\JF:JJ~ I)EN(iA\Vi\S DAEiV\H 

N( I ft\ I{)S I',\~ ~ll!'r\TI;N ">I.EMAN 

!h:rs:un;l :;ur;Jt ir i s:~y;t mcmhcritahukn:l d:HJ nu:J~~:~duk;lll hal-hal ~chtl~ai hcrikut; v-------·--·~--·--·-· 

N•Jtaris So::mi Sa.ingio !.1ocdl!{t tvmn.ljikncn. s: f s~.:bag:1i Nolttri:• f.:odya Yogynkarta tclah 

''ll:llihu;tt Akta Jual li~.·ri :lias Wn::.h lla!: lvlllik No.M972 IC<IlUr.\tl!l~!PI Cambar Situ~si No.7065 

tcJ'IMg~al 10 D~st:mbcr l99i' sc!ua!i ~Slll m:! ;IL:, nnm'' ~nd<mg Pmmulmstu!i y:mg ter!elak di 

KilbU!Jalcn S !.:n 1 an.--·--··------·--~··-.-----· -·---- -· ----- .,. •• ·-· ··-· • ••·. ---- ·-- · • ---------·---~--~·-·- ~- ··--·~----... . ., . . ' ,_-- . . . . 
::. Bahwa mcskipun ~>bjck yrmg dipcr:Juul bdi~an !idak di wtbynhuy~tctnpi Not;iris Soemi Snjogj-o-

Mocdilo Mflrdjikocn, $1: tc:t.1p mt.•mpro...;c~ :\Jil h!lc-ichul, m<~t~pun tidak tcrjmli pcnolakan nmtlnk-· 

ol eh p.ih<lk Notar is.·---··--·--·------ · --· ·-· ·--·--- ·--· -- ··--·------·--·---·----. ---· ---· --·--~--··-··---~·-, 
.L IJnhvn pada: s<:~at perumdalunw;rwn AJB !crs~..:hul dih<~dapun Sotjogjo Mocd;ro M:trdjikocn, SH 

tidak mcnghodirkan ~;crtifikat tl$li lan<Jh 1\.:rschul h:m~·~~ dcng.nn fotn copy scrtifikat, knrcna 

!>~l~ilikat asli !crs~:bu! dij;t11t}nkm1 t:i bnnk JlCt\.·---~--- .. ---,-·-:.~---~.,---····--······-·---·~---~·-u···--~ 

' ·t Kemt1dinn Bb1lk'."> 1\JB )'illly. diis• okh Nn!nri;; ~),)cmi ·~njogl- rvlo~.:dilO Mmdjikocn. SH tanpa 

sdjin Ny. Endnng Pr;.mmhastuli ( 1t:'.Dyo idah disl.!rahk:m ki~p.-~~.1<~ Nr>l:tris Sulistiynh Sudnrmndi, . . . 
S H sclaku n~tz.:ies PI' AT SlcHHUl.: --···· ···-····-·······----· ···-· --··-····•--n-••--·~--~---~--··-·~····--~ 

'· Oahwa pcrbun:m; t-:rsebut !idnk dit.;lak olt:h Nolads SuHstiyah Sud,:~:·nwdi, SH lmhknn diiaft,iutkan 

untuk t.l ipro!'iC:S:. --··-· ·-·--······- -~-- ••• -----· •.• ··--------· ·-~--~~-- ·-· • ---k-·. ----~---- ·-· -·---·--·-----~--~-
6. Aktll Juai Bcli N•. (11/ AJOIDj>kl i 9!-t.l ~crse-but Uuhun pm:<cs' pcmbl!O.Irutn)'>\ tiduk mc:ncnohi unsur­

unsm snhnyn Pcmbu:llnn -'itlllhJ Akin Jmtl !)eli scbugai sya'fct mut!ak f1rosc--: junl bcli lt::mndnp 

' ' ' 
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' .. 

T:tnnh .B.:1~dn y;mg 'I td?k l31!:"gt:rak (rHwm.mmcl Go~:denmj terscbul SertHikt:n Hak Mil ik 

No. 972/Cn turtunggnL- ~--~ ·-- ·--~7-- ·--~--~- · --- ~- · ·--· · ----~-- -~----- ·--·--·--- ·--- ------ ·---~-- ·---·-· ·-··· --

7. Bahwa kcHk~ Pcmbuawn Akta }l;aUJdi (AJJJ} T;mah yang Jl!akuk;:m <.li Nocafis/PPAT Sulistiyah 

Su~larmm!i, SH para pilmk lidak dihn!irknn letup! ptw:t-pllf<l t!ikawkan d:1f<lll6 mcnghadnp kcpncfn 
r 

h:o!arisJPP AT Sui istiyah S•.Jd;mnadi, Sl-! ( K.:bt;hon~an d:tlam pcmhu!Ll\!n Notnriclc Actc).-------.-

:-1. Bahwa dcngnP dcmiki;\q fll<lk<l aki~wmya kt•Ji!,.J Pt:mh\Jal<H\ Ak!il hml Bdi l'' di7//\JB/DplJI993 

lcrscbut Ml;~a >cknti tid; k dih:.lcakan okh Net;tri~ .~tnu PPAT Sulistiyah SuJnrmadi, SH 

d ihauapan j);l r<l pi lw k. --- -· -~------- · -~- ····- ·- ·· ·- · ·· · · ---- · ·-·'····· · ---~- ··• · -- -··- · -- ··--· ------------- ------

9. nabwll padj Si\!11 JuuiiJcli dih~td:•paT: Nowri:-; nt;w PPt\'r ;)ulistiyah SwJarmadi. Sll_jug>t<lll..:hnyil 

tidnk discr\akan Su1ifikat Asli No.tf72/Caturtunggal. 'kanma · !il!rtifi\ at <\!ilinya posisi atau 

kcbt~rad;mnnya tcrnyata nuwih clijaminbn stat·.1snya xe;bolgai 1\~unah Kredil di Bank l3CA 

tt::rsehu!. lin! ini mclauggar pemtur;m Pcmcrintah N\1.1 0.------------·····-··-··""·---- ----····--··-~--- ... 

-0. Jl,thwa S!;tff Nowris :tt:n1 PPA',I' Suilisliyah Sml;lrmmli, Sll ynilu ~abi Yulittni (yang mcnj:..Ji 

si:lksi dalrun Akta Jua! lkH) 1ck1h menyiltak;m dc•)g;:n po!os pcngakuannya tlirnukn pcrsidango.n 
r 

Peng<tliilan Tntn Us.!lm Ncg;un ~o.07/(;fttmt::;}£l.J!PTUN.YK Gcnguu mcmbcrikan kctcrangun 
. ' 

dibnwai1 ::umpnh dilllllkU persiJm\gan hnhwn dlriny~ "pur:L·pura menynksikan tcrjadinya 
' p~nandatungnnan J u;;l lkli lcrschet (lih;.t flll!tl'~an PTt JN hal: 40·4 J )". ··-·-~~-· -·~-----~------~-·-----

!I. Bahwa 1\kti'l Jual Ue!i lcrscbul :.tdn!ab di!amkuan~ani ptnJa tang!!al II April 1993, bctbcdn 

dcngan aw:tl Akta · yaflg disclmtk<:n tcr!:mgg.al I April I '.193 : rtinyn mcngisnrkan !anggnl (anti 

dcttl!rrm). Hal ini tlap:lt diccrmatl al>'ll dipt:rik;;n dal!ll!l Ak.:t Junl Bcli (1\JH) pada materni 

Rp.IOOO,- yam; s;lngut jdas tcrllha! ditwld:llang:l1li uh.:h pcl:,;ual tauggal II April bukan I April 

' 1993. ---------· ----- ------·--· -· ·---·--·--·-·- -·-------------·-· ------· ----------- ---------- ·---· .• -·- ---------· 

12. Bahwu dnl;ur. Pl:bmtlan Ju;1! Bcli !cro:..:hm_. liti<lk llO.:rtl;dt lt:ljadt Perbu<ll<~n Pcml><tyamn Tunai, 

dinHmll lazimnv:t Pcnjual mcnycmhkiln banmg dan scrcmpak dengan itu pula Pember 

fncnycrahk:m pembayamn uowg (tct;:Jpi ny.twnrn scpc;;.:.:rpw\ Pcnjuai 1idak pcrnah mCIJCrima 
' ' 

rCrnbnymM uang tersebllt'"'Nil·~~~-).·Ar~inyu lidi:lk ada wujud lli!mht\yara:\ \Utng, schingga Pe:nju::d 

sepe.!ierpuo -tiduk pcmal1 1ncr«:rinw m-mg hasil Pcnjunlan. ·--~~-----~-----~---··y·.·· ---·----~------.. 

D. nahwa rmchnya sclain dibuntkan Akta Ju11l Bell No.07/AJB/Dpk/J')~)J, juga tclab sekrligus 

kcnn;xi dapat sckctik 01 i!u tlilcrbitk:ul fll,ll;t Akt:.t Kvu:il:t l'nsUng l·lipotil'pud01 t:mggnl yang soma. 

yniltt mn,!J:;al 1 April 1993 (ynng clibuni olch Nutnris: Soemi Sn.Jc•gju Moetlito Mnrdjlkocn1 SH). 

P'lclahul kcnyato.n:10yn Sertif'iknt famdl t\_sli masih berm.'aldijutnink;•n di Jlnok BCA sebo.gai 

Ag:>mUn krcUil C'( Wom.l.~tcx yang, puiunosanny~ sajn "am ditnkuk1n <Jleh CV Wondntl:X p1.1da 

t; .nggal s p et.rUari '1"'96.~--~M-~~---·--- -M-·~·-~----~~-·-··-~-·-·U··~--~---··-----~--·--·---·· .. -........ ···--' ' . ' 

. ' 
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' ...... ,.. 

I<!. Bahwa tt!rnyata d<1fam Pembuotan ttk!n dihad,lJ:>."lt't Notori:> ~tau PPA T tcrseb,tt adalah mengarang 

bclnkn (posscrtm van tt.:n ocfc, \'llYiijdcn) .......... ·····------·-·············-·-·········--·····--·--·--~--

! S. Bnhw<l saksi Yuliou.i ~;..:;;:u;1i dcnsnn j)cng.;1ktmnnya di11mk;1 sidang F"f lJN mcnyatnknn bnhwa 

diriuya sebc~arnya ."pur:t-pura tncndmnpingl pa. a pihak'' (Bukti Pucusnn PTUN hal40-t11 ). K a! 

in i mempakan jclas . pel.1ngg~ran (" Perbu:mm purn-purn'=jictia"Ve 

h<Jndcfinglschiuhnnde.lin,g).-·--------------·-.-----·-----'"··············--------------··----·--------·--~------

~6. Oahwa scharuSnya Notaris Su!istiynb Sudannmli, Sll hnms mcnolak P~mbuotan Aklo Jual Beii 

No.07/AJD/Dpk/1993 tnnggal t /,pril 1993 ki\rcna AKta tcrscbut hcrtcntangcm dcngnn lnstruk.si 

Kqmln Dac-rnb Istimcwn Yugy.:tlmrt:-t Nn.K fl981l!AJ75 tcrtanggal 5 Maret t975 tenrang •• 

Pt:nycrag;unnn Pol!cy Pcmbc.-ian rink n1:1s Tannll kcpmb s!-'omng WNl ~on Pribumi ... ~----~-~--·--

Dcmil<ian S11tflt pengnduan klu~i. d.:ng!ln $Unlt Pcngllduan lni pJia kumi mcmohon agar bapak .. 

il.:tf!a~/ibu tcrhm:;.nal :mdi memnnzgil.agar dimintn kctcranganny· mnupun pcr!npggungjawnbnnnya 

·ttns kcrugian ynng kami ;dnmi :;c:sm:i dc11g;m sumpnh j<~b<~t:m y:mg tclah diurapkan Notaris PPAT 

l lormat kami, 

'I td 

( Ny.Emlan1: l'··;um!h!\SUI!i 0-:toyo) 

Yuug ;Jiti;rima olch Majelis P~t!ga;v:·s 0.1crvh No1:1ris K ;1hupalcn Slc-mnn IU!!gg,a! 23 Oktobcr 2007-

.sclaf\1 tltnya discbu t scb;tg.'ti Pclnpor. ·--··----· -- ·--· -- ·- ------·-··· --------·-----·-· -----~-- -------------------~--
' ' ' -- -------.----------------;··-. ·-· ----- ---- --- --------- tl:l !l : --·-· --· ---- ... ·----~ ·-· ·- •• ··------------ ·--~~-~-- ---~-~ . . . 

Nama · : Ny. Sulist~yah Sudanm.di, Sll·~--------------~·-··-··-····----------·~----~-~·-··--·-·····-·~~·-· 

:\lamlll ; ' : r. N!agdr···~ Km 7 No 241. $!cm:lll. Ytlgyakmi;,-----~----·™···--··---~------·--···--------~­

Sc !:"tit,jttlllya tlhc:but :-.:hag. a i "1\•r!apnr.-·- --- ··- ·--·-·---·-··-· --··--·--···--······--·-··-~··----
' ···-----····------··-····--· ---·----Tfo:!'.fl ANG 0111}\ IK Pli'.R KAitANY A-·-··--··-··-··-··-··-··-·--·---·-·--

- Bnhwa p.::i;tjXll'<.>crsmna lladi 0hl1l'Willlllll.!llglmdup Nn!mia si)Cllli Sajoi;itl rvtQ~~fito M:m.Jjik(Jcn,--.. ' ...... 
Sl·l·· ynng ~rktdudttkmt di kodyn "(ol!)'otkt~rta unrnk mcmbmll Akta Jual Bcli nUts Tannh Hnk------. 
Milik No.M9n/Cnturt\mg,gal No 7:>65 tcrtungg;LI 30 Dcs..:mber 1997 schws SlH 0 m2 atns nJ.ma-~--

' End:-mg Jl(amufms!uti ytlll,l~ tcrlcmk di Knbupatcn Slmnan.---·-·-····--·--.~---·--·-·------~--· -··-·-------

- Da.hwa wnfaupun objck yMg dipcrjwll hcliknn ti(/;tk diwilily<th SJc~un, mtmun Noluris Socmi·-~ .. --
' c-

• Snjogjo Mocdito Mardjikocn, SH ktap mcm[>rO~IlC':i J\ktu Junl il~li tcrscbut !)ado bulnn April tahun• 
. ' . 

1993 dan m:!mTntn Notoris Sulis"tl)i<1h Sudnrmadi. Sll sclakl1 n Jtarb'•H S-~~umr.·n-ntuk membuat--

' AJB nya (blanko AJO.Icrscbut sudah diisi/Uibw:n Noti.lri!> Socmi Sajogjo M·Jcdito Mar<'jtkoen, SH) 

l 
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' .- Nt!!aris ~~ulisiiynh S1.1d3rniadi. SH sudal) mc11gdn.lmi lml tcrsd . .mt tnpi tidak mcnolak bahkan~~~--~-
' . ' ' . . ' 

ti'!C In nJ utkrs1 prose:>- p,roscs tcrschut. --~---~ ·--·-n ·----· ~~---,··---------- ------------- --------------------~ .---
' ' 

!1<~hwa dolmH proses pCplbllat:m t\kta Ju:d Bcli No.07/AJO/DPKI!99J Endang Pmmuhastuti-------

'Octojo mc.nnndal:lngani hln.nko' ynng bclum ifiisi IMggal 11 April 1991 bcrbcdn dcnw,i• nwalnkta--, ' . . ' 
)'ill\\j d i:.Cbutknn padn.!angga! I A l)ril I 993, St!d:uigkan stmm i Ny. Em.Jang Pmmuhas!uti Odojo-----

mcnanda.tangani akta Juat Bcli tcrscbut bcbcrapa hari l::cmudiau.------·-----------~------···------ .. --­

' - Pcfupor meni!iti bahwa pcmbwllan Akta lunllk!i Tnn:~h 07h\JH/Dpki i993 t:mggnU..April 1993--

litlak sah karcml tidal< memcnuhi unsure· tr.1~\lr dah1m pcmbu<1!tln Alua Junl Bc!i.~~~-otr~~~~~-~~~-~-~~ 
' 

• lbhwa pclapor mcra!.a kcccwa karcn<1 1eiah dirugik·.m J:lch Icrl::tpcr.-----~~-----~-------------------
' . 

· Br~hw:~ dala.n tnpbr;tn tcrschnt, pclapor mc!mnplrk;m bcrkas Aktn Jun! Bc!i dn:n A:.;.ta Pcmbebanan 

llipmik lcrScbttt dialas terlmnpir dnlam Bcrita A tara ini don pcrnyataa:~ d;·.ri NntMi:.. Ny. Soemi 

Saj~1iJ_jo Mocdito Mamjikocn, Sl·l.~-·-·--· ------ ------------------- ·-----::-·---------------· ---------------­

Bahwa da!am pcrmalmnannya scbngntm:m:1 tt£rScbut tliafas, pcbpc: hlohon.lindak hnjut ctari-------. . . " 

pCn!,l;adunnnya ag:u Majclis Pengh"as ::>ncrah Notnris Skman dapat mcmbantu <~ga·r h:tl tersebut--.. 

~lap>H di s.cksaiknn dcng:m baik (<Hlf.l:l tll:!rugik:w $;llnh $Uill p!h:JL:---~~~-----~---------· -~----------~-­

. I \;thwn !<\!bchr:n sitkmg dilak!'i:mak:m, M:ticli~ Pengaw:ts D::u:r:1:1 Notnri!'i Kaht p:ucn S/~nta'1 pnda-- • 

l;utggal22 Novi!mbcr200'1 tdah mcn~lxmuk !'vlajcli~ ~'•'lllcriksa !)a~:rah ymte bcranggotnk;;:n J-­

ttl~n) omng dan I (satu) Sc kcrtarls, masing-masing:------ ···----~~- --~·-----n ·---··--·-·-----~~------------

I. !)r. NURl-IASAN ISMAIL,Sfi.,Ms; 

2.111TAPRANA. SH 

3. SUNARYO, SB.,C.N 

4, llj. Sl'~I!STIQAR::lH, llCIP.,SH 

(scbagai ketua) 

(sebagni anggota) 

(sebngai anggota) 

{scbagai sekertaris) 

• Bahwn pada Mnj~iis Pcmeriksn Oacmh ~uJn tanggal 0 I Maret 2003 1di1h mdnksanakan------------­

pcnmnsgilnn terhndnp pclapor dan tcrlapor uHtuk nH:nghatliri sidi;;g yang aknl1 dilaksanakan pada­

t:lngg<1t 08 Mard 2008 pukul 01J.0() Wl3 bcricmpat di Fal\ullas Hukum l/GM gcdung IV Jl. Sosio. 

J U!iticin · !1ul:tl;su tn ur, Y ogyakarl;l, ----·'·- ~-~ --~-. ~---" -----~- --- ---~ ---··- -----·. -- .•••• --~. --~··*"·· ~-···-~- -~ -~ 

• • • • ·----· • -·------- ·-· ---·----· T ENTA N,G J A t:A N NY,\ I' EM F.H 1 KSAA N-------- ·--· ·-·--· • -· · ·--------· 
' - Sidr~ng dimulni pukul {19.25 WlB. Kchm MnjcHs mt~rninta sck<!:rtaris untuk m,;mpcrsilnknn pclnpor 

' ' ' . 
dan terlapor mcmasu k i riJflllg sldr:ng. ·-·---~-u .. -~---· ·----·-·· ~- -~.-- ---·----·--- -~----·---- -~--u--- ... ~-

- Kctua Majc1is mcmbuka sidnng dun mcnyatpJm.n sidang letutup untuk umum sesuni dengnn-------

kctcntnan~- pn.s::t/23.--···-~·-·---~-~---~·-·--~-~--··--·-------~···-~-~--·-n••·-·u~~-··-.. -·-·-···-·~·--""'n••• 
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. ' . . 
Kc:ttw Majclis me:lje!asknul ;:t:ktdn pdttj)or d:u1 l!.!dapt'lr lmhwa ::Hns pertg:l'\dunn dun :nporan dari---­

pd;1pur atas r~:mbua\an Al~lu Juallk!i K.:lua MP() Nt>taris KnblJp:tlcn Skm:u1 mcmh~;fikrHi·-~---·-­

kcwciWn&t\'t kepmla {Vlajdis P~:m•;rik:.a IJ;:,,;ralt 11ntuk n11:nwril::>a atom mcnyid:mekan hlptY:tn aam­

pcngaduan pclopor dan mc:nyimpull<,ao fhl\ta-filkin bcrl:eu~mn dcngan sumt pc.ngatiuan dari pcfapor-

kcpadn MPW Notaris Propinsi DIY.----~----·-·--------·-·-'"---·-··--·--·---·--------·------·-··--·-·--------

S..:tc!nll Kellt<l fvlnje!is mcn;·<unpaikan pcnjd<tsan maka riil:mj1'1tiy.n Tnuva l:nvah kh Majclis baik 

kt.·padn pdapor maup.m ki!pad;l lerlapor yang illtii.<lrinyol scbagai b>!~ikut:--------------~---·-····---·-· 

"' ·· ······---~· ----~~~-:~~--· ,.-·-·:··--I'ImT,·\NY AAN dat·i Kctu:~ Mujclls:----······--·· --···-·-·······M·~--

S:n1dnrn pclnpor, scbclum Mn.idis mcmiwa lang_gnpan ,tarJ simdaru tcrlapor, apnknh saudnrn masih· 

ptrln unmk mcnombah kc ~rango1n :llllu mcmpcrjalas Smut Pcngaduannynnnn; Laj>or;umya?-------· 

-- '"-··--··· ------------------------ · ·---.1, \ \ V t. BAN dar i P c! 'lpo r--·~-----········-···· ··-· ----~---· ----~--·----

Sudah 1mya tcrangkan ;;c.;ar:l !<!rtu!i:>. 1\o!!IUHl >lfla y:mg ham." s:'tya uhtiltt !:1gi ak;w ""Y" tarik lagi~---.. 
..;ccam saris besnr .Bahwa k ron olog i ~>ny--t schag~ti he rik ut;- --· ----· --·---- --·-· --- ---·-·-··---~- -----~-----

Snya b..::rsama pntncr pcmsnht:Jn dimk.ta llllltlk. d:~tnrtg "c Ntnaris. Scbetu!nyn dari· ;-:wa! kila-------­

n.cmbll:'\1 sun!u Pcrjnnjl;•n karcna l)cms:l!wan mcn.q~i . :ayn scbagni pcmilik mnah y.mg discwa oleh 

pcrusaha<1n i!u sekaligus sebagai pe;ncg.mg s.1ham. s.ayn dim in! a mcnjnmin ku!uu d'llnm hitung--»-­

hltung'un icrnynta nda kcruginn say.t !!Hill tnCI);I'\1)'ar tlari scbagi;m stthnm l'>n)':t muuk mcnuhlp·-···--
' ' ' . kcruginn itu unluk menjmuin Scnilikat ntya di!lCga.ng. Waktu jtu k;uni bertcngkur ramai,saya-·---

tidak mau seperti in it toh belutn ada hit~.:ng~l:itun.gun. Saya herjanji k; iau pcrusalman itu rugi sa.ya­

akan mcnjual nset scbagi<m \tntuk mcnutt1p kcn,ginn tcrscbut scbesa, sabnm sayn. Knlau andn-----~ 

bdi tidak npa mint! sn}'a m·asih mla si~;a unng waktu itu 5aya tnwmk"'n scpcrli itu. Sc!elah ilu Hoo--­

\\':mg K:u;g (p<ttncr'. mcnlinta u11tuk mcmlv.mt Jtcrj:mjian Juall3di snya. Ny, Ent!:-.ng Prnmuhastuti~ 

Oclojo tidal.: mtlu, mtnnm ;tkhirnya Ny. Cmhuig man mdal.::;annkan Pcrjnnjian Jual . :eli kmcna--~~-
' 

ll~·rcaya ki!':!)nda 1-ioo W;,ng Kang danNy. Endang litip t:mda !nngan pnda blnnko kosong tnnggalll 

\1'ril ! 99J , patln sol:tl ilu !'>ll:uni Ny. E1\l.lang l hhk ada :>dang b..: hemp<! hari kcmtali;m suaminya---~ 

tO..:hlyo) Hmda tnngan, pUl~fl S:l;lt itu Ny. Gr.dang bdmn mcncrimn pe1nbnyaran Sama sckali.----~­

lt>lhwa pada talmo 2004 Sew:'! Pcrusnhm111 h;thk wnp;~ scpcngclnhum\ Ny. Endang st,;luh dibalik~-~ 
' ' ' 

Hil!l\a dnn setelnh di cek ~(: BI)N T:u·,.",:, .s,H.fnh bcralih p:tdi.!hnl Sillll itu Sertitik 11 di 13CA di..,injam·· 

,;l.;h pcrusabann .. Tenun. l)crusahn:m bclum dibubnrkan da1o bclum nda pcrhituugarr kerugian.--

,_. --·-·~~~u•~d~.'-~&~•w·--~-~··-···~·l'KRTANYAAN dari Kc:tU~?- Majclis:--.. --··----·-~-~---~ 

Saudnra l'eflapor, tentunva ib<-1 sudah me.1~d;na dnn memahami ?t.ngoduan tltQs PeJanggaran-·d­

<~nlnm Akt1 Junt Bc:i Tnnnh s~;na tclnh mendcng.<r tambn:um keternngnn dari Pelapor, sekarang­

lmg>~imona Juwnb.1n dnn Tu-,ggnpan saud~rn TerjnjlOr mengenai pengaduan tersebut?-~----
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-· --·-·· -~- ------·------ · ·• ---- ---·------.1 A \V AU AN d a ri 1' c r1 :tpo 1"-· --- --·--------·---- -- -----·--·---~-~---- ---

·. Bahwn scbcnarn:r<1 sayn ada1nh korbnn dari pclt~kl1-Jl''·iaku. Bnhwa be:nnr 1mda t.."'oggal I April 1993 

~;1ya dihubungi via Tel :pon Okh ibu Socmi, diminta hanw:uwyH 11111Uk 1111.!1 .g,c:mhknn 1\ktn Ju;.li·--­

Bcli. ~ayn. mcmintn j)<l!<l pilmk baik ?cnjunl m:iupu·1 l'cmbeli dutang kd;..nntor :>aya di Jl. M~gclang 

Km 1 Nomor 241 Siemon, tctapi bnix Penjual mnupw; PcmbcH iidnk bisn datnng dcngan alasan--­

sibul: .Ny.Socmi kcmu.dinn JllC:ninta sayn untuk datmg kckr~ntorny:f dun bnm bisa dntang setelah---­

m en )'d est i knn pckcrj a:.tn kn111or sa}'a tcr!ebih da !m l.l _- ---·-·-~-------------· -·----------~--------------- --. .. 
Bahwa pndn sam sny~ dnlang di knnt".:lr Ny, .Socm! ;cmyntn baik pihnk Penjunl maupun Pembcli----

sud:Ih tidt~k ndn. Ny. Socmi mencnlllgktuJ kepadn soya kalau SCIJHin bcrkns Junl Dclinya sudah -----

' ben:s balk rncngenai pcngcliknn d:1l;'l t!alnm Aklanya mn11pun Pt:mbncrwn Akln J<1nl 8clinyn dnn---

sctnmmya tchth- scsuai dc1tg<t 1 kchc;1da~ pan1 ['lihak. Kcmlp;.l .-:cmu<J itu bisa tt::rj:1di knrcna msa-----

:;eg_an saya kcp<'lda bcfi<'.u nkhirnrn s;·ya memc1iu!d pcrmint>lnn N~ .Socmi untt1k .ncnucsnhknn Aklu 
' ' 

J u:1! !~cl i be linu-~------ ~--- -------- ---------·-~- ·-------- --~------ -- · "---- --- -- ·- · ------ ----·----·- --~- ·-·--------

Bahwa proses bnlik n;.:na S..:r\ilik<tt ·:·anahnya diko11tor pcr!llnal 'ln K1bupalcn Slcnmn diurus olch-­

Ny. S.)cmi dan; las kejaOinn ini :.:ayamcmsa bahw:l Akl~l saya dipcrmainkan.-·----~---~---~--------~--, . 
----·-·: ··-~-·----·-· ·---·-·-'·----·---P1W:1'ANY AAN tlllri Kchm M:tjclis:---------··· ---~----------~---- ~ 

- Bngair;,nna pc~isri}v; Ny. Sulistiynh llimihta olch Ny. Socmi un!uk mcmbuatkn11 Akta Juai Ocli---

:J))aknh ::oe'r.cnuhnya !-tld~h !eris! ul.m bl"!um?-----·-····---------------------~---------------- ·-----·-··--------

---·~-------~~---------r··-·-·-·---'-·-----·JJo .W A nAN dari ·r crhtpor----"~----·-·-~- ·----- --~---·---··-----~--
. Sud .n pflk.--·-·.-:::·-· ----. ----· ---·--·-·- ----------- ---------- -----------·----~---·--- ----- --- -·---·- -------------

--------·-···"'····---------------------I'E-RT ANY AAN d;tri Kelua Majclis:---·-· ····-·-·----·-·----·---·· ·--·· 

~~ctcl;1h tc!'isi lmrininwm~l pros.:s :~d~mj\ltny<~ r\kla ilu tlibawa !>Ukmg atnu d:tiU\va·aikantor Ny.------­

S u! h;t !yah. I a! u dimana 1 •en ;1ndn !Hnga:utn A kt.l dila~>; uKnn? •• --·-~- ...... '-~- .:~~;·~-~~·:::-. ·-·- . ~-~~~---~~--~-· .. 
-· -··-·-·• -~- · -·-·-!· -- ·-·-.... · --- ·- --- ·- .,J A\" I 1\ HAN tl i11'i ·r~ t Ia jl!ll" • -- • -····· ·-·- ·- • -· -·---·-· ·-·- -···-· • ··--~·· 

· :-\ctd:t! Ak!:11l:r:.;dmt h,'li: i ;\\d:~ t:1di s:1yn h;nva pu!:n.~ kdn11h1r .~ara uP!uk dil:u\,latmlgani o.eh 

~ah dan nlch :\:1)":'1 (!an iut~a tlk;~p.-~--·-·---·--~--- ······-----·---··-·-·-'~--·:·-·-·-···-·---·-··-·-,.·-·~--- --­

-· - ·"' • -· •· ·- ·-· · ··- ·-·- --·---·- -·- --·-·I' g}. ·rAN 'Y A A N d 111'i I{ l'l ,,;, 1"vf ·'~"'lis.-···· ·-- -·-. --· . ., ·--- -- •••••.•.. - --

Kc!i!;n Ny. Sul:s.~i)'ah kc ktl!l!<.)r N);,.S,>cmi, ;ipak;~h musih a~;;~ pllmi;,-,;·~Hlil:-. ;.t~lt: ~Bksi-sako.;,',1·---~~~--

·····-··---·~···-···-~---·-···-·-·-·-··l •. ,JA '\.';'AllAN dad Tt~drtj)Or ·-·---~--·---·--:--·-·-~..:·-···-·-- ·-.-. 

· Tid<lk m.l<l p:;k, semna smk1h tm!nng dr.n titlak bh;a kct¢1lH1.······-·····-····-----·-··------------~----­

. -----·· -----· ·;·--·-······ -· ··-··--·-P ltRT AN VA AN tlnri K ctua Mnjelis:--------~--~~-~~~---~--·--.. --

Snya mintn ftCOegasan d.tri Ny. Suli~tiYah buhwa npnkah bctul Aktn itu dibncnknn kepaJa para---· 

!) ihnk? --~-~---------~---·---------- -----·----- ----· . --·-·-· ·-·--·---~- ·-----~-------------·-------~---~--
' . I 
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-.. -~~---~----~-·-·-~~---· --~~ ·- --~ -~- ~·--·J A".';' ·'\BAN tla ri -~ ~rln p(}r -----------------·----~---·-···-···-·--·-~·-· 
' Sudn h, pak. -------- ---·- · -· • --- ------•--·-- ------- --·--- ··-- --· ------·- ---- · ---------·- ·-·--·-···-·· --------- ~----· 

' 
......•..•...••• : ••• ,. ... PER'I'ANY AA N da ... ; A n~:gota i'1njclis (Sun:lryo, Sl I.,CN): ·----·-·-·····--·~·-·-· 

' 
A pak;1h ·bcnar Ny. EnOang mcn~.hmlap. No~aris Ny. Socmi dnn t!isini ada· 2 ( dua) Vl.!rsi---------.------

. ' 
pcl'l:mdat:.·.ngan:m Aktn ))l3! Odi Mnggel I dnn 1 ! bugnimowi :angga mn saudom?-----·--------~---~---

, I 

... ----------------·---··-·----·-·--------.lA \V AllAN d<~ri T erlapor--------·-.-----------------· : ••••••• -----~----
' Bctul .... ak~ S<Iya !anda fancan bl:lnko dalam kc;.1dann be hun tcdsi tt.:Jgga! II. April !993 untuk-------

sclnnJ· utnvl'l say!! I i, !ak tah u. ---~----· ·······---~--------- -----··-···········---- --- --·-· ------·-··-----------. . ~ ' 
· -----------·-·----····'· t~ltR.TAl\ YAAN dnd Anggola l\lajdis (:Sun:.n)·o, SH.,CN) ~-::.:··-·-····------··­

. !'ada sa at mcnghr,dnp l ~mnris Ny. Socmi apnk:th ad:t ni.J1 Ny. End!lng untuk mcnjtt.rl lanahny<~'1·--·-
, ' ' 

... ··--------------·-·----······--·-------.JAW,; UAN dar.i ·rcrhl pur-------------------------.. --------···-·-······ 
· l'id:1k ada pok, k:\rcnn snya sudnh pcrcay·t pad:~ Hnn Wang Kan~ Oahwn jtml hc!i tidak ak:mtctjmli~-

·.. ·--~---··---~-~-- l"ERT ANY AAN thlri Anggut.1 Mnjdis (Sanaryo., SIL,C l) ···········- ·····---- · 

:\paknh pnda stm:~ ;.--r.nnud;Hang~man ndn piha!:·l't.:nj·.wl da11 Pel:lbdi'?-------;···-------~----·-·-·-·-·-~· ... 
. . ' . " 

·-·-····-···-···-··-···········-·-·--;,fA \VA llAN durl PcJapur-·--·-·-··--·-----··-······-··.··-···-······-~ 

ritlnk puk~ yang ada han ra sayn litip tmJLla tnngan chm Hoo W;m6 Knng {papnuya Hcrmawan Dudi­

Santolit'l ), ;uami say a pada ~:nl ihl juga t1dak ndn.-----·--···-·--· •.••••••••••••. ~-------------·····-··-·· ... 

"':'· ·· · ··········----~---· PERTANYAAN dllri /\ni(gt~la Majclis {Suuaryo, SH.,CN) --------~--···---·--·­
'" Ny, End.\ng tidak bcrniar tnituk mc!1_ilJ:·Il:mnh tnpi kcnnpn 1'-ly. Endnng mau mcnnml;lttmgnni Akta--

J ua) !lei;?------···---··--··-----·-·----·--·····-············----~---··-··-;--~-.------·-~--~- ·--~-~--·-···-~-- ·-·- ·--~ 

' . ~-· -----------~----------·--~------~---.J A \V Al!A N d :1 ri P d:1 1•o r --------------·-·-··· ·---~ ------- ----------.. -

J.:.nrcna SJ.yn per.;ayu pnda Boo Wang Kar.~ bnl\\v:1 Junl bcli tidn'- akan difal;.s;\r,:~kan ilu jMjin: 'll··-· 
' . "" 

t lou Wang- Knug.'dan snya bcrpikir baliwJ Notarisny;~ Ny. So~..mi buk:m wcwcn;mgnyn katau ~~anti 

>tl ;in diiaksanakan Junl Bc!i pasli $-"lya tlir:mggil d;m $;1ya min\;1 pcmb;'lyanm ilu ynng nda c'al~m·-­

pl'mikin'tl'l ~ayn, Scrtitikatnya 111:\sih di IJC:\ dij;uninkan I Mi!yan.l p1.k yang m~minjnmkan say••,--· 

:--;•·· a l;mJ;t wngani !Jan y:lii!J bcrw.:ro!k fino Wang Kan~ k:wcu.J ~\1dah kt:::twl baik lk:ng;ul pilmf --~-·-

t ll . ;\. ·--~-- ··------·-----.. ----- ----· -- ........ ····-··---·--. -· ----. ---- ·--·-=--·--........ : .. ----·····--····------· 
·-·- ·-·· -···---------- PERT ANY \AN dari Auggot:1 !\1:1jelh: (Sunaryo. SH.,CN) ---··'"~-·· ·········:··· 

- :\ ll;~kah NY. End an~ pernnh rncngin !Orjllasikan kt.:pmln Ny. Soemi bahwn Scrtifiknt ibu-----·-----~-· 

d i pinjumknn att:lu dijuminkan di IlCA ?---·-······---- ·-······--····-··-···----~-~------~------·············-

.• • · -- ······•·--· ... ~-~-~-~-·-··~-·-·-·-,fA WA UA N 1! 11 ri I' cfll!l f~r -·· ··- ---· ---·-·-··-·-······-···· .......... ----

' - 'I' i d~1k 1 ahu pa~. -------·-----· ·-·-·- ··-·· -·-· ··'--' .••.•.•... --·-. ----····-~·· •. --·----··--- ---·-·-- ---·--------· ·-
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f 
-··--·-··------------·-l'gR'f'ANYAAN tl:trl Anggola M:1jcli1> {Sun:11yo, SH. 1CN) -----·--·-~*·~---·-·-· 

- /\ pakah scrti likt~t l'tnnh di~crahkan kcp.:.da Ny. St~tisti_ynh (tcrkt"1t •r)?~---···-······· -------··--~----··----. ,.., 
. ---. ---···----·--·--·.::.. ·--n·•·---~---·---.J,\ \\ "ABAi'l d:tt·i Pelfljltlr·---·--········ -·-----------·-------··------ ---

!lanya fil!fl<.:l)j))' Scrtiiil\ar ynng di:;cr;.J!lkan k..:pada Ny, SulL;liyah (tcrlar)or)·--·--· -·--·-----~--,.--~--­

··-····---·--------····- P'L~TANVAAN d1•ri Anngnta MnjdL'> {Sunaryo, Sll.,CN) ---·-----·--·-·····---­

- Apak~th ihu Endang (pchtpm) s~H.lnr b:1hwa !\tip tanda t:mgrm ptda blnnko kosonr sang.~t berisiko'?.-

----·-----------·---------·-·--·-··-------.1~\ lV A UA N cl:t ri Pel a por---· 0
"'··-----·-- ••• -. ----------------~~--------

~ Saya percaya snja kutunyn hanyu sdm~ai jam in;;n lidak j ·ntll..u:;li-----------·-··--·-·--1 -·· -·--u--~------~ 

· -·--·- -·------·-· ---· Ptm.TA NY A1\ N d:• d Anggola l\"l:~jdis (So naryo, SJ L1 ~:N) ---------· --·-~----- ---. ' 
- Bagnimarra ibu Endang (i•clupot) mc,r.beritallu sutHll: it.u t>t1at dimin1n datang kc k;mtor-Notaris----· 

Ny.l'v!,)edito Mardjiko:::n un!uk dimin!Ji tandn tmtgan?---------------------- ------------------··--~-----

··--------------'-----· •••• ., -··- - --------,Ji\. \V,~HAN 1lnri Pclapor-----··-~·--·-··-·· -~--~--~·-----·-·-·· ----·---

- S:~ya minta di tanJa t<mgnn s;ti:\ k:lrcu: hany;~ schagaiJ:Inl:nan-~--·---------~-------------·---· ·---­

···-··-- --···----~·-··- I)Elrl A NY AA N dni An!!gotn t\·1;ljdi!< (SumU""pl SH .,2N) ----·-------~-----­

. Kcnapa pclnpor b;11 u mcmpctuHtsnl; il1l:an sc:kanmg sctd;lh pcrbtiwnnyn terjntli s !pulnh rnhun ynng 

! :tl u ? .................. ·--- --- ---· ·-----·---· -------. -·-·· ··--- ·------------· ------------------ ·-------------------

-- ·--·····-··:·· ------- • ---·-· --· · ···--·-.1 A\\" 1\UA l\1 d ;t t·i J> c lll JH1r -· ·--·--·--~-·--··· • ----···· ·-·····---·····--

- !-:arena Myn bnru tlv;:ngelahuinya J)i\da tahun :W04 .••. ., ...... -----·-··-··-·--·--·--·--·--···· --·-------

--:;. ------- ·--····--·------ PERTANYAAN dr,ri Anggotl1 M:tjclis (Sunnryo. SH.,CN) ----------~----------

- Apulwh bu Sulis (teTlapor}lidak bt~rusnha mcngklarifikasi kembnli kcpada p."lra pihak te;hadap---

Akta Junl Bcli y.ang ibn s.ahkan?-··---~-·--·-·------------- .. ·-----···~---··----------· ·-------------
, ' ---------J~---·~-~-----------------~---..lA WA!$A~ dari Tcrbtpor---------·--·-~----·····---- ·------­

, 
· - ')aya :mdah Centsahn tctapi ·bu SQCmi Moedito Mnrdjikocn lllCilgatnkanmcn..ka sibuk.------·------ .. - . . . ·' -

-··-·--··--·--·--· -~--- PERT ANY AAN d:1ri Anggo1a Mujdis (Sunar;vo, Sli.,CN) -·--·--·-----·--·------

- ~ebagr.i P,PAf apakah ibu mcrus;~ munn mi!n::l:ynhkan Akla Julll Beli tllnpa mclihat sertifikat nsli?-

• 

0 

••• - --· -- ------ ..... -· ·-· ---- -·· -- ·--·-- .J A \"VA HA.N tl a 1·i ·r crla pnr---·-· -- -· --·- ·-- ·--------- ----------·--·---

- S;1ya sudah mcnm1yukWllhld>~ ilm ~ocmi Mucdito )Vlanljikocn M!rtifi'kat asliii)'Ol, ~~\enga1:1lmn bullwa 

1 idak ada nu,::uln h- ·,--.. -------·-r·· ------·-· ----· ·---~------ ·---····· ----·· ····- ·-··-· ·-··-··----------·--·- .. - .. 

... ._------------~----~· J>EJrr ,\NY :\AN darJ Anggola M ajc.lis {Sunnryt~, SH.,CN) - ·~·---~---····-----
' . · AJlnkuh uiocopy scrtilikal ildU C\tlal<m p.cml,).!bnn.m pnda Bank J3C A? .. '--· -·~----~- -----·--·---.. --

' . 
· ·- ··-·-~-'- ·-·. -···--· ··-···---• · ·-· · · ·---J A WABAN dn ri T ctf:tllor~----·····-~·-··-·------ ----·--·--·-·--·-··-' . 

· PmJ:t Cl~py scrtifikut t;dnk ..~cta cnta!M pt.'Tnbcbanun--·--······ -------------·····--··-····~·-···~--.. ----.. -·-
, . ' ' 
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~· 

• • 

~-·-··-·-·------·---~-- PEJrfANYAAN dnri A11ggota !'vl;lj,·lis (Su11:1ryo, S!l. 1Ch) ~··-··-··-----~--~---
-. ' " . 

- K~ifO.::I'la pihak tidak mcngh:Hh\1) !K•\1a il"Hl Sulis (ll'rla]Ktr) h:lgaimnnn iln 1ncmbcri t:lhll';'da 1,a.ru--­

~nk!'i unwk menancl: tar\s~ml A kt;l ;;..:: laku ~;ak.~;i"?·-·· ·------------- ----------------------------·--------·- ---·-

··----------------- , ••••••• ·--~-----------.fA \V AH:\N da J"i ·rcdapor------ --- ------------· -----------------------

• l~arcnn sen· un so•.;si ~· lalnh pcg<t"• ui kant or ;>:1)'11 maka :;:cpcrti biasnnyn m1.:rcka mcmmd Hang:1n i----

,\ k ~n sc bagu i snk!;i --· ---- ------- -- ··- ------ -- -----·---- • · -· · -- --- ·- ---------- --- ------ ---------- -- -----·----~~-- ~-~·-

Dcmikian I?ERITi\ !\CARt\ :'EMERIKSAAN ini dibuat padn hnri sn'ltu tanggal 08 Marct­

~·oo& okh kami Majclb Pcmcriks•l Dacr~h Notnri~ Kab~q}atcn Slcmatl.·-·-·----~------·-·--·-·----~~ .. ~--

Ketua, 

' . • 

, I • , 
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!1/,AJEL!S PENC:AWAS DAERAH NClTARlS 

_,JAERAH KOTA YOGY AKJ\R.~T~A"==========-

Nomcr : 331 Mf'!:JIIV/2008 
Lamp ; 5 {lima) berkas 

Kepada Ylh: 

KE1UA MAJELIS PENG.\WAS WILAYAH NOTARIS 

PROPINSI OAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
di Yogyakarta 

Dengan horma\, 

Yog ·akarta, 24 Apnl 2008 

Hal : Penvampaian Beri1~ Acara Pemeriksaan 

Sehubungan C:engan telah dilaksanakannya Sidang Maielis Pengawas Daarah !Jotaris 

Kolamadya Yngyailarta pada langyat17 April 2008 di Yogyakarta, dangan Pelapor alas nama 

ENOANG PRAMUHASTU .... ! OETOYO, mak'l:l dengan ini kami sampail<.<?'"l Sailnan Bcnta Acara 

Pemeliksaan dimaksud. 

Oemikion surat kaml, alas perhatiannya diucap~an terima kasih . 

l'embusan disampaikan kepaUn Yth. 
I, Ketua Majelis Pengawas Pusat Notnris dt Jnknrtt~; 
Z. Ketun Pengurus Daeulh 1N1 Kota Yo_,wnkan•1; 
3. Pe1epor; 
4. Tedapor; 

.,<HOiir:!llt Kami 
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"""'.£.,!,.....__.. ... rt. "''-'nn.A rl!..lVl.f.i{lKSAAN 

No: OltBAPIMPD/2008 

r-..:laieii;; Pengawas Daerah No1aris Kr.lnma.dya Yogyakarta, betsidang di Meeting R1){)m 
Ma.glslcr Keuolariatan Fakuhas Huk'Jm Universitas Gudjnh ttiuda Yogyalarta. Pukul 
14.00 WIB (Em.patbelas Waklll Indonesia Bagian Bam ) dnlant perkara pengaJuan ata•J 
! n poran dari: -~-----------~~------------------ ---------- -----~-------- ----------------------------- -~ 

N:tma 
Pek:::rj aan 
Alamat 

: EllOANG PRAMUHASTUT! OET<:lYO 
: Swasta 
: JL Amerlo VH No.6, Jombor Selatan. Steman Yogyalnrtn 

Scbagaimana tertuang dalam sunttnya yimg selei1gkapnya bcrbunyi sebagai bcrikut:----~ 

I 
!'erihal: Penguduan Yogyakarta. 23 Oktober 209.8 

'1.<>?:}'. 

Kcpada Yth: 
Majelis Peng<twas Dacrah Yo;5yaknr1a 
1 katan Notaris indonesia 
lli YOGY AKARTA 

I )engar) Honna '· -"------------ --------- ----~--·-~-, --~--~-~---------~----~- ----~-- -----------~----· -
B~.!l"s:\mn surot ini, saya Endang Pramuhastuti Oetoyv alnmat Jl. Amcrta 1 ·11 No.6. 
Jt1mbN Selatao. Slemao Yogyakarftl, login n1etaporkan mnsalah yang saya hadnpi yang 
dilakuknn oleh ok.num Notaris Ny. Socmi Sajogjo Meed ito Mardjikocn, SH.-----------­
o\dapun masalah terscbut·bcmwnl scbag;:.i bcrikut:--------------~---,---~--------- .. ------·--

!. Notaris Socni Snjogj·• Moediio Mardjikocn. SJ-l, sehagai Notaris Kodya 
YOI:,')Iakarta tclah meml~uat AJB atas tanah Hak Milik No. M 972/Caturtunggaf 
Gami>ar Situasi No. 7065 tert!'lnggal 30 Desembcr 1997 schms 8810 m 2 ntas 
nama Endang Pramuhastuti ya11g tcrJetnk di Kahupaien Slcman.--~------------

2. Bahwa mcskipun obyek yang diperjuniOOlikat. tidak diwi1ayahnyn tctapi Notnris 
Soemi Sajogjo Mt edito Mardjikoen. SH tetap mcmproses AJB terst but, maupun 
tidak terjadi penolakan mutlak ~leh pihak Notaris,·--~~-~-------·~~-~-------~--.. -----

3. Bahwa pada saat penandatnnganan AJB tl!rsebut dihadapnn Notaris Soemi 
Sajogjo Moedlto Mardjikoen.. SH tidak menghadirkan sertifiknt asi1 tnnah 
tersebut hnnya rlengan foto copy sertifikat. i~arena sertifikat asli tanah tcrsebut 
;n enjadi jami nan Bank BC A.--· · -------~-~---~----- • -----------------------------

4, Kemudian Blangko AJB )'ang, diisi o!eh Notaris Soemi Sajogjo Moedito 
Mardjikoen. SH lnnpa seijin Ny. Endnng: PI lmuhastutl telab discrahka:l kepada 
Notaris Sulistiyah Stldf'lrmadi, ~:H ::elaku notaris PPAT Slemun.-------------------

5. Bahwa padn waktu pcnnnda!<J01gnnan Aktil Jua! Deli, pnrn pihak tid:'lk dapat 
mcru,mjukkan Scrtiflkul Hak :Vdlik yang asli dan Akfa lcrscbut dit:mdatangani 
nleh para pihak tidak pat'a saat yang hcnmmnan, Notnris Socmi Sajogjo Moedito 
Mardjikoen, SH tidnk rncnget~hui proses pembnyaran, karena ktltanya aknn 
ditransfer tewat bank olch pemheli. Notaris Soemi Sajogjo Moedito Mardjikoen~ 
SH juga menyatakan bahwa 3etelah aktanya j.acii, ker .udian discrahkan ke 
Notaris Sulistiyah Sudnrrnadit ~H karcon wilayah obyE:k junl belin: ·a bukan 
'vilayahl)ya.----~-·---~-----------~~-----~----~-----~---- --------~--~---~---
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--··--~ _ ......... ;n• ;)!;!dill mouan:an Ak.ta Jua.l Beli No.07I:\JB/Dp.kll993, .iuga 
telah sckaligus. kcnapn dapat scketika itu di~crhitkan pLla Akla KuasC~ Pasang 
Hipotik No.3 pnda tnnggnl yang sama, yaitu t::mggal t April 1993 (yang dibuat 
oleh Notnris Socmi Sajc•g.\o Moedito Mardjikoen, SH). Padahal kenyahannya 
Sertifik:tt Tunah Asli mnsih berada/ dijaminkan di Bank BCJ\ sehagni agumm 
Kre1it CV Wo:ndatcx y.lng pclunasannyn saja haru dilaJ..-uknn okh CV, 
Wond~tex rada tanggnl 5 Februari 1996.~~~~-~~--~-~~~-~~-~----~--~-~~~----~~~-~---~ 

7. E.ahwa anehnya sesWJ.i dengan kcternngan 1\otaris Soemi Snjogjo Moedito 
rvtardjilmen, SH permohonan dari Bank BCA untuk mcmbuat· A.Kta Kuasa 
Pasang Hipotek ~o.3 adatah hany.1 dilakuknn melalui telepot • npakah 
merupakan suatu bwnja:an hnhwa suntu institusi membcri insl.ruksl kepada 
No!aris/PPAT metalul telcpon tidnk melnlui st;ral f)Crmohomm resmi. ini jelas 
merupakan akal-akRlan dari Notaris Socmi Sajogjo Mocdito Mardjikoen. SH 
untuk membalik nru:m Scrtifikal H:nk Milik No.972/ Caturtunggal ntas nama Ny. 
Endang Pramubastuti Ocloyo kepada Hermawan Budi Santoso meskip11n 
Notarls telah mengerti bnhwa jcal bel i tanah terscbut hanyalah jaminun apabila 
CV Wondztex rugi Ny, S:ndang Pramuhastuti Oetoyn bersedia/ tidak 
berkeberatan untuk membayar kerugian perusahaan tersebut sesuai dengan 
prosentase saham ~·ang dimiliki dipcrusahaun tcrsebut dan kerugia,_ tersebut 
harus sccara n:yata d audit o\eh akU!ltan public yang independent {tidak 
mefrlitmk salnh sntu pihak}. tetapi kcnyataan tanp?. persetujuan Ny Endang 
Pramuba<tuti Oetoyo blangkc Akta Jual Beli tersebut dipindahkan k.e Notaris 
Sulistiyah Sudarmadi, SH untuk mengcsnhkaro Akta Jual Beli tersebut.~------~~-

8. Bahwa Akta lui J3eli tersebut adalah ditandatangani pada tang'JOI ll April 
1993, berbeda dengan avvai akta yang di~butk$1n bertanggal 1 April 1993 
art:inya mengil'>arkan tangga! {anti tieferen). Hal ini dapat dicermatl/ d1periksa 
dalam Akta Jual Bcti {AlB) padu matcrai Rp.lOOO,~ yang sangat jelas terlihat 
ditandrttangani oieh penjual tr:nggnl il (sehclas) April buhn tangg(:· 1 (satu) 
Apri I 199 3. --··-····-··-·-····-· ·-··-··-···-··· --·-·-·· ····-·-·---·-··-·-···-··---·---

!lengan ini pula kami lampirkan berkas dan pernyat..~an y .. ng dlbuat oleh Notoris Soemi 
sa.iogio Moedito Mardjikoen, SH Ulil\!k dijadikan l"lhan pertlmbangr.n.----~-~-~--~----

Demikian surat Pengaduan k~mi, dengan surat Pengaduan ini knmi memohon 
:\gar bapak~bapakl ibu terhormat Stldi l!lemanggil agar dimi nta keternngannya maupun 
pertanggungjawabannya atas kerugiafl yanr: kami alami ~!'uai dengan sumpah jabat.an 
yang telah dlucapkan Notaris PPAT tersebut diatas.-~-------~-----------~--------­
Atas perhatian serta bantua.nnya snya t:c.apkan banyak terimakasih.----~~----

Honnat saya. 

Ttd . 

Ny. Endang Pramuhastuti Octoyo 

Yang diterima oleh Mejelis Penga\\as Oaerah KotamaCya Yogyakarta tanggal 23 
t)kwber 2007, selanjutnya Oisebut !'CbHgai PELAPOK---~----------~---~----~-----*-··-

···-··----~---------------------~----------·---dan~-----~-----------~-------·---- -~---
Nama : Stlemi Sajogin Moedito Mardjikoe1t, SH 
J>ekerjann : Notaris 
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--------------- TENTANG DUDU'KNYA PERKARA ------ --
B-ahwa O\'tal t~rjadi Alrtn Jn~l Beli ini, PELAPOR da!.ang ke knntor T!ZRLAPOR 
bersama oengan Pak HAD! G\JNA W A.'-1 (yallg r.ada Sillll itu sebagni pihak 
Pcmbeli), bermaksud ingin melukukan Jual l3~1i alas tnnah Hak Milik 
No.972/Caturtung,gal, Gambar Sit1.1asi No.7065 tcrtanggo.l 30 Desember 1997 
seluas &.flO ml (Dcluprm ribu rle!apnn ratus sepulnh meter perscgi} atas nama 
Endang Pramuhastuli yang tcrlc!at: di K.nbupaten ::>leman.--·----w-~~----~- ------­
Bahwn p,\da ~aat itu PELAPOI{ datang hnnya mt::mbawa roto copy scrtifikat 
.saja. scdangknn S~niflknt 01sll:1yn mn;;ih dijamillkan tit 1Jank-----~------~---------­
TERLAP0R rncngmnbn balnva Janah Jcrsd:'ul beraUa di wilayah 'lcmaa. 
sel1inggn tbhu.: pelulsm aanya ll<trus rnewakai PPAT Slemrm. Kemudian Pak 
Hadi Gu11awnn mcminla b<!ntuun ·rt:RLAPOR untul; .-bisn mcmbontu 
pelaksanaan Akta Junl Bcli terst:but, kemudian TERLAPOR mcnyctuj'ui dengan 
mcnggunakan ja::;01 Ny. SuliSiiynh scbugni PPAT Slc:mun y;;~ng ditunjuk ok:h 
TERLA POR ·------· ----------------------------- ·-- -------------------------·-----------
Kcmudian TERLAl-QR menanyakan kepada PELAPOR apakah betu.-betul mau 
t.lijual-belikan, tetapi PELAPOR hanya dinm saja, Puk Hadi Gunawan yang 
mengatakan iy~ tetapi pem~'ayarannya dilakukan di Bank. Pak Hadi 
mengatakan bahWll akan diherikan kepacla putranya yaitu Bpk. Hermaw.\n Budi 
Snntoso.---~-~--------------·---------~--------------~---------------------------
Pada saat Jual Bdi tcrscbul l'k..rlang~ung hnrya 1r ~makai fnto copy scrlitikat 
saja, menurut TERLA?OR hal itu adaluh wnj,,r dengan alasan bahwa seorang 
debitur yang ingiu mendapntkar. Kredit dari .Jank saja bisa memakai foto copy 
scrtifikat untuk dibawa ke Nohris scdang yang asli dibawa oleh Hank~ dan 
me.1Urut TERLAPOR be!iau sudah dil(onfirmnsi pihak Bank melatui lelepon. 
Bahwa nanti seteiah sele~ai ~eiaksanann, Klicrmytl di buatkan Akla Ktmsa 
Pasang Hiputik.--~-~~--~--··--------·---~¥--~----~---~-----~-----------~~--~-------------~-
Kemudian PELAPOR menand:Jtangani akta tcrscbut sedangknn Pak Hadi 
Gunawan ya:n_g mcnandaUMgani ;1dalah Putranya y:uitu f p. Hermawan Budi 
Santoso.~---~----------------~-------------------·-·-·-~~- ------~~---------
Bahwa menurut TERLAPOR, PELAPOR mernar1g belum mengenal Ibu 
Sulistiyah se1Pku PPAT yang dit"Jnjuk unluk menangani llkta Jual Beli tcrscbut, 
dar hlangko yang diserahkan ke lbu Sutistiyab bukan daJam keadaa.1 kosong 
tapi _st~dah ada is\nya, dan foto c.:~py sertilikat itu merupakan pto~eksi d<•ri bank 
karena sertifiknt nslinya mnu dijadikan Jnminnn d! Bank, dan menurut 
TERLAPOR pnllnek di perbankt-n sampai sekarang seperti itu.---~~--~~-~-­
Menurut TERLAPOR di dalam sertifikat tidak ada catntan Hipotik jadi artinya 
tanah tersebut bersih, dan kahm B.t1nk benmi mr.lepaskon tanah itu untu'!c 
Pcrullhan Hak berarti tan{l_h tersebut tidnk dijadilcan ;nminnn, dan yang 
mengetahui pastinyn ada1ah Bank karena TERLAPOR hanya mencdma :>rder. 
Dan ka1au waktu itu PELAPOR mengatnkan tidnk nda pembnynmn dan segala 
macamnya pastinya TI3.Rl.APOR tidak akan mela"sanakan AI;;- a Juaf Deli 
tersebut_ nkan tctapi PELAPOR },anya diam saja.· ----~---~-------------------~--.. -

Sehmiutnya UJ&.POR dibcrikan kesemnatstJI untuk rrenyamnaikan 
J!!!Rd&patnyn.----.. ----.. -------··----'..---------------"----~ .. --u-------·---
Bnb'W ment~rut PEl .. \.J>OR to.mth tersebut milik beUnu, sedangkan pabriknya 
mHik CV Wondatex, dan seper.inya perusahaun re~ebut meruui, hutang Pak 
H:odi Gunawon paslinya berapa tidak dikctnhui PE.LAPOR, hanya s'\ia pada sant 
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, ~ , ·-··•-" , .. .,;:, uttp<H UljaOIKan 
J<muo~<m umuK nutang ke bank. Kemudia11 PELA1lQR dan Pak Hndi Gunawan 
peq;i ke Kant.nr TERLAPOR dan minta dibuatkan Perjanjian Hutan~ Piutang. 
Tetapi Pok Had1 Gunawan rr:aunya Jual Be1i, karena belum di1akukrm hitung­
hitungan PELAPOR minta Jual Beli tctapi t\dak dilaksanakan balik nama. 
PELAPOR menLatakan tidak ad'l pembayamn sama sekaH jat.i PELAPOR 
beranggapan tidak mungkin bisa dibalik nama karena Sertifikatnya masih 
dijadlkan jaminan di Bank t..11~h CV. Wondatex )'ang mana direktnmya adalah 
Bpk. Sigit Prnmono ndlk dari PELAPOR.·--·-------·-···--·------------· --------­
Dan setetah kontrak pentsnh'i!an hnbis PELt\POR menanynkan kepada Bpk. 
Sigit Pramano tcntitng !tcrtitihat tcrscbut dn"'' npr ':ah sudnh · rndakttkan hitung­
hitungan dcngan Pak Hadi Gunawan, dan sctclah dicarl temyata scrtifikat 
tersebut dijaminknn di Smab;!ya oteh Bp. Hcnnawan Budi Santoso cian sudah 
dibaiik nama atas nr~ma Henm•wun U.udi Santoso tcrscbut.--~---~--~-~----------~-­
K ernudian PELAPOR pcrgi ~<e Gu Sulistiyah untuk mcnnnynkan upa bctul 
sertifikatnya sudah dibalik nama, dan mcnurut Hu Sulistiynh hal tcrs(~but tela.h 
ditangnni scmua oleh sao1dara 7ERLAPOR, dan su<.bh dibolik nama.-------------­
PELAPOR merasa hak-hakny:t dirugikan a1as pc1bu«tan TERLAPOR tcrscbut 
knrena PELAPOR mcrasn tiGak/bclum pemah ada peP hay:mm :sama seblll. 
Bagaimana mungkin Notaris i)isa mclaknkan Jual Bell kaiau lid:.tk ada bukii 
pcmbayaran, apa1agi s:crtifik;U ~:nmpai dibalik nama.··----------------w--------------­
Mcnurut PEl..APUR kalau sca;,dninyn pada smH i\u ~eni1ikat mnsih di tempat 
TERlAPO:~. PELAPOR minta di;\dak:m mpu! untuk mdukukan hitung~ 
hitu.1gan, apakah PLLAPOR y<~ng harus nombnk atnu kah bagiannya n 1s.ib ada 
sisa sehingga tidak aknn ada pc1masnlahan sr:pcr\i inir·--~-~~--~·--···-··--------­
PELAPOR memsa bah\>m belinu juga sal~h kentlfX' mau menadatanag.ani Akta 
Jual Beli tcrs(.but a.kan tetapi PELAPOR merasa pc!caya 5aja kcpada Pak Hadi 
Gunt!.wan bahwa senifikat tefsc~ut tidak akan dibalik nama.-~~--~-----------~- ~ 

Menurut PELAPOR scpulang Cari tcmpat lbu Sulistiyah 1-'ELAPOI'. bertengkar 
dengan sunminya sampai ma!arn bahkan sampai pagi. Karcna tanah t.m;;ebut 
merupakan waris..1.n kcl uarga PE LA POR. -- -------------------¥--·---------------------.-
Kemudian Tli:nLAPOR menim1mli kctcrnqg:.n PELJ\POR 
TSRLAPOR bcrar.ggilpan bahwn pada s. : Akta Jual Edt lersebut nkan 
ditandntaugai oleh I'ELAPOR, TERLAPOR sudah rnenanyalwn pembayarannya 
melalaui apa? l~pnkah mnu Uibayar le•..vat Bnnk 1<t~renn jumlnhnya besar~ 
kemudian 1ERLAP.: R juga. me.1yampaikan bahw.1 setelah Peralih•m Hak akan 
dibuatkan Akta Kunsa Pemasangan Hlpotik, l<alru dcmikian itu pastikan ada 
p~mbayaran knren~ ada pelak~nann balik nama tidok mungk'n tidak dan 
P€LAPOR juga menyetujui w1kru itu.--·-~---~~~-· ~-~----------·---------------~---- .. 

.Kemudinn PJ!:LAl'OU. men:mg·~api: 
Bahwa sckarang PELAPOR ma!l minta bantuan kemana iagi, karcno. Pak Had[ 
Gunawan sut.lo.h meninggal scdangknn Pak Hcrmawan Budi S;mtoso tidali. 
mengetnhui bac.aimana sejarah r.yahnya mendapatkan sertifikat trmah tersebnt. 
Tain!h tcrsebut sekarang harga.nya sekitar 16 Milyar sednngknn PELAPOR 
Lanyn mendapat 200 juta saja, da~ hal ini tidalt: wnjar.------------~---~---­
PELAPOR merasa putus asa ka.ren.a bagaimana pertanggungjnwahan PELAPOn 
kepada adik-adiknya karena PELAPOR adalnh anak tertua dnri & orang 
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- J -- ... -- ---- ~ .. - ..... )-'--~·~ ·~· .:;_>/;>-" .. •'--' 

Apri12008, telah memhentuk Mljelis Pcmcrik,;a Dncrah yang bcronggotnkan :---
1. Muhammad Firdaus lhnu Pamungkas, SH (Kctua) 
2. Dr !-1. Budi.Ur.tung, SH.,MM (Sekrclaris) 
3. Prof. Dr. Abdul Ghofur Ansh->ri, SH.,MH (Anggota) 
4. ::limo Seno Sanjaya, SH (Anggota) 
S. Muotafa SH.,MS (Anggota) 
6. Dwi Haryati, SH.,MB. (Anggota) 
7. Hariyanto, SH (Anggotn) 

Bahwa Majelis Pemcriksn DaeHth pada tangg.al 10 April .008 tclah mclakukan 
pemanggilan terhadap pclapor .lr.n tedapor untuk m·::ngh-adiri siclung yrmg aknn 
dilaksanakan padu hari Kamis, tanggal 17 April 20('8, Pukui 14.00 WlB. 
bcrtempat d: Meeting Roorn Magister Kcnotarintan Fakultas Hukum Universitas 
Oadjah Mnda Y ogyrkarta.~--~--· -------· ---------------------------------------------

------TENTANG J'\LANNYA PICMEIUKSAAN ---- -
Sidang dimulai pada pulul14.15 WlB, Kett.a Mo:jelis meminla Sek.reUuh untuk 
mernpersilabk:~.n PELAPOR dan TERLAPOR memasuki rJang sidang;---------­
Ketua Majelis terlebih dahulu membacn Peraturan Merteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik ln1onesin Nomor: W.02.PR .08.10 Ta:mn 2004 
Khus-usnya: ----------~~·----· · ~--· -----------------~------------- ---~----- --- -----------

Pasal20 ayat I dan 2; ···-····------·--------------------····--··--·----·--···· 
l'llsa121 ayat I dan 2 ;--------------····----------·--····--------------------
Pasal 22 ayat I, 2 dan 3; ------------·-------------------------------··---···------­
Pas.,l23 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 ; ---·------- -------·---··--···---- -------·-------·-­
Pasal24 ayat I, 2, 3, dan 4; --·---------------------------··-··----···--···------

Kctua Majelis membukn sidar:g da11 menyatakan sidang tertuluf• untul umum 
st".uai kett::ntualt P~-~ al 23.------ --·--------~------------------------· ---------------
Pela.por dan terlopor masing-masing diminta k<'rh.. idenlitasn:--a untuk dicatat 
.>teh sekretaris sid•mg. Selanjutnya Ketua MajcJ:s membncnkan scrnt pengaduar. 
Jari pel:a~r.-------------~--- --~~~---~--------~-· · ··----------~-~ -~----~-------·~--
Setelah Ke1o.111 Majclis mtonJI.Jaco.kan surat pcngaduan dari pclapor maka 
dilnnjullu 11 PENDAPAT dari Anggota Mnjclis dan TANYA JAWAB oleh 
Majelis, haik kcpada pelapM l!U\Upun tcrJapor yang inti sarinya ado.Ia1. schagai 
bcrikut: -------~--~-~--------~----- ·----------·--------------------------·, ---------,.------

-------PERTANYAAN DAIU ANGGOTA I\>IA.IELlS ----

M. FI.RDAllS IDNU PAMUNGKAS. Sfl :----·-------­
Saya seiaku ketua ingin menahyo.kan terlebih dahulu dari aspck legal kepada 
pelapor. Felapor mengntnkan tndi hahwe pelapor tahu bahwa terlnpPr adalab 
Notaris Kota Yogyakarta, dan saudara pctaptlr bc15cdia ~atang ke kantor tcrlapnr 
dan temyata akta Jual r3cii telah ditnndatanganL Apnkah peiapor sndar penun 
bnhwa st.rtifikat atas t uma petnpor pribadi walaupun ddam ccritanya banyak ahli 
waris. tnpi yang namanya Pihak adalah yang tcrcantur.l dalam sertifikllt 
Pertnnyuan sn.yn ru.Jalah apnl:.ah wtd-au itu ada pcnolaknn dnri pclapor untuk 
melakukan pe:nandatanganafl7-~------------~~--~--~~---------~--------~--~~~.--
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dengan terlupor. artinya: · pclapor clijunjikan olc~l s~~· :omng yan~ disini 
dinyatakan sebagni pembeli, \ni memang merupnkan kon .. ckucnsi yang tcrjadi 
saat inL Ketika sa•Jdara lerlap('f mnu menunjuk notari~ Sulistiyah r.H Slcman 
apakab memf.l.lg dalam praklek ;mtaris bcrbcda wilayah scperti ilu, arilnya tidak 
perlu mengh:1dap notaris yar:g b,;:rsangkutan dan sn.cdara ter!ap::~r sudan percay~ 
betu1 dari C"'..rita yang diberikln oich peJapor, snudara terlapor r engertt 
maksud saya? -·· -~-~--:--·--~--· ~----~~-------- ------·-·---~--~----------- ------··------

.I a wab TERLAPOR: ······-·-···-·-··-·--·-'-·-----·-·-----------------·-------------------·--·-· 
Sudah saya jelaskan sc.belumnp, babwa pelapor datang Ire kant·>r sz.ya untu!~ 
me1akukan penandatangl!nan t:Z~n Uari awal sudah saya knsih tahl! sebaiknya 
pelapor bcrtcmu dengan lhv St•tistiy;th sclaku PPA"1' t:1pi waktu itu Pal Hadi 
Gunaw;m mcngalnkan hallwa he• tau tcrt;~!:'H~gcsn.----·--·--------~-~--~---------~-

I'IIOF.mt All!HIL GllO"Illl, Sll.,~•ll :-----------------------­
Kctika diketahui p!mbayarun !crscbut tcw.1t Bank. karcna ni 1ainya banyak, 
npaknh lerlapor liunk menany~lmn/ membcrikan informasi kcrnda relapor 
apakah sudrh dihay2f apa belum'J ------·----~-----~-···-------~~~---- .. ·----.. ~-.:-

J ;t \Vab mRLA.POR: ~-·----------~---M·---·-·----·-·--------·· --·---·---·---·-------,-----------
Karena ada perintth dari Ban~ !'ietelah ada Peralihan Hak tcrlr.por diminla 
membuatkan Akta Kuasa Pas:m~ Hipotik dnn Pak Ho.di Gunawan menjanjikan 
waktu itu ditempat saya.---------~----------------------------------------

!IARYANTO,SH; --- -----
Pnda wa.ctu itu apakah terlapor tidak cek ke Bank apakah sudah ada pcmbayaran 
oleh pihak Bank atau bel urn? --------·--------------------------·------·--------------

.Ia' 'ah TBRLA POR:--- --------------------···--·------------------­
Memang saya tidak cek ke I3tmk, knrena sudah ada perinta3 dnri Bank minta 
dibuatkan AJcta Ku:l.sa Pasang Hipotik menurut saya Bar.k pasti lnhu krtau itu 
sudah dth:lyarkan, artinya ada Pcra!ihan Hak~ untuk pera!ihan Hak kan syaratnya 
harus lunnz/tunai.---~~~--~-~~--~~-~~---~-~------------------------~---------

Pertanyan saya kemudian, pacta \vaktu pclapor menanduiangani itu apa tidak ada 
fit sa ragu di hati pelapor?-------------------------·-----~- -----------------

J awub PELAPOR: ------------------·-------·--- ·-----------------------------------·······-
Saya_ perceya penuh pada N?taris dnn Pnk Hndi Gunawa.n~ mosa iya bcliau mau 
mempu sara- uu Sl'llah say~ JUljR. mukanya snya ~udah tidak mcngcrti hngaimnPB 
ca ranya r.unt11 bnntuan t ng1.------------------------·-----~---.. ·--··--------~------~---

i\'JIISTAI'A, Sll., MS: ----- ----- ---- ----
Sa .. Jnra peJnpor mumsu liduk m~mpcrolcb bayaran itu sudnr sek.inn lama 
npakah J'llda wnktu ilu seudara pclapor tidak metakukan suatu rcaks: terhada • jY .. / 

pihak yang seharusnya tncmbayar kepada saudara pclapor?---·-~~~~----------· 
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-KarePa pada saat itu pckerjrmn mnsih ja1an says cuma minta h\tung~ hi·.ungat· .• 
berapa hutang dnn bunganyn, b.;;rapa jumlahnya sete!nh di:litung saya ada sisa 
atau saya ada .nombok. Tapi :)!\k Hadi Gunawan meng,atakan nar.ti s~_;:I, dia 
maunya aman karena perus?.ha&.u mau bangkrut. Kemudian Sertifikllt tetsebut 
diatas namakan kt: anaknl'a Bp. Hcrmawan Budi snntoso yang 1 ·ada sa at it\' 
masih sekolah dan tidak tahu sejarahnya dr.ri mana aynhnya mempcrolch 
scrtifikat tersebut s.-..ya "T'nnya kr.p;:m papamu 1):\yar? Kemudia 1 Jia mcngatakan 
bahwa : ibu dal:tm t\kta ka:1 sudah mcnynta.kan lunas m:1sa tidak ada 
pemhayaran? saya bi!ang tidak ada pcmhayaran di hadapan Nolaris (tidak bawa 
ur.ng ke notrris) Miau 1•m dengan :)Ukti tmnsfers dari Bank baru dit::mdatangani.-

iliMOSENOSANJAYA,c)!l:------ ------
Pada waktu saud:un pdapm kdcmpnl h:rlapor ar.onkah lidok ada nialn·, untuk 
rndakuka.n Pentlihan Hak dahm1 rxti tmnsaksi Jual Ueli?-----M--•M·--------------

•
1 a\ vah PEl A POR: --~----------·-·------- ·- -- --- ------ --- -- -----~---------------------------------- . 

Sa1 na sek. Lli tidak. ------------------··--·-------------------- ---------- ----- ------~ --

J&di antara waktu ke ternpnt terlapor snmpai saudara pelapor tnhu bahwa 
tanahnya iru sudah a·.as nama orarg Jain itu k::tpan saudara pelnpor tnhu? --------

1:. wah PELAPOR : --------------------------------------------------- --- --------- -- --- -----· 
Tahun 1993, saya pikir masih dipegang pak Hnd1 Gunawan, tnpi J>ak Hadi 
Gunawan sudah meninggal saya pikir titip no!aris, St~lclab itu kontmk kcrjanya 
terus habis. saya tanya s: .ma adik saya (Pak Sigit Pramonn) sertifikat saya mana? 
Karen& saya tahUnya di Bank daJl setelah saya kirim sumt temvatn tanah tersebut 
te}ah beralih hak ke Hermawan Budi Santoso.~-~-~M~M----M·----~-~~---------~-----

Tabun berapa ibu PELAPOR? 

Jawab PELAPOR , _____ _ 

1 993--------------------------------------------------------- ------------------------

Mak:sud saya kapan ibu mengetahuinya?-----~-----~-----------------~--------~ -~-

Jawub PELAPOR\ ---- ---
Barusan, yahu tahun 2004.-----------~-------------------~------------------~----

Jaw ab PELAPOR: --------------------·--·-·--- ------------------------ ------------------
Suyn juga punya BPKB •nobil yomg waktu itu disimpan Pak 1 iadi 
Clunawdn, don kcbetulnn kit.a pcrlt~ uang.jadi snya hi1ang ke Pak Hadi Gunaw"tn. 
bahwn ssya perlu uang kert\udian beliau bilang ini BPKB nya diambi\ sajn. Sa}'a 
pik)r berarti t.mnn knret1a 'lPKB itu rmtsih ada disnna. saya masih bisa 
mcogambil bes~rta sertitikatnya tnpi temyata sudab tidak ada. --~~~---N-- ,~-
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nr.J!.BUill UNTUNG, SH,MM 
Bahwa wak1u saudara pel<!prr dntnng ke tcmpat s.audara terlapor niatnya 
hukan ddam rangka transaks: jual beli, iantas apa yang didengar~ ana yang 
dibaca, atau yang dillhfl.t d?lam akta itu? apnkah saml;;ra pciapor juga 
mengehhui bilhwa tadi kalnu tidak sa1ah belum dibayar tapi olch saudara 
1erlapor tclah bernlih haknya, ln:\tas yang saya tanyakan npakah ibn juga mclihat 
di dalam aktanya bahwa su<IJ.h teijadi transaksi dan sudah dibayar ltinas 
d iaktan ya '! -~------· -~ -----------· ------------- ----------- ·---- --- -- ·-·--- -· ----- -----·-- -~ 

Jot\ vab P ELA POR : -~---~-------- ------------·----• --- ---·---~---------- --· -··----- ·--------·-----
1\dn. di Jal am akta,-- ----- ·-· -- · --------------------- --- -~~---~~~-------·-~ ----~------·~----

Sa.udaro pelapor jug;~ tc1ah mcnandatangani akla tcrschut dan ta"u kalau itu 
sudnh lunas dan ha1 tcrsebul merupakao konsekucn~.i hukum, bahwa terlapor 
juga mcngetahui nda \nndnmngan lunas bcrarti (otda pcrrbayanm, tid<tk per1u 
konfinnasi apa sudnh dibayur upa belum dengnn pcnandatangan ilu otomatis 
bahwa dinuggap lunas. 01m itu mungkln kl!tclcdomn sat•.dam pclapor bJ.hWil 

tran.,hksi bel urn dibny<'lr 1npi sudah ditandatangani .---~-~~-~---· ·------·-·-------------

Ja\vah PELAl'OR: ---------------------------------------··-- ·---------------------------
Karcna pada awalnya memang tid;~k ukan rny<~ junl pak h<myn dijadik;m 
j~1minan. dau Pak l ,adi Hennuwan jugu te!ah ber.ianji ttdak ..1kan dib<tltk nama. 
k< :au na11ti t1iba1ik murm pa.sli sny~ tnhu.~-----------------------------------· -------

Mt.murut ~udnra. pcupor di.sir,ikan transnksi dengan tidak balik nnma, tapi 
sudah dihayar luna~, It cr. 1pa dcm ik ian?--------------------------·----------------------

.1<'!\Vl'\b PELAPOR:------------------·---------------------·--------------------------~------
Saya per .. 1ah juai beli juga tap; harus diserta; dengan kuitansi pe:unasan 
dan baru ditandatangani.------·----------------~-----------------·-------------

Apakah dillam akU\ itu ada kctc:nluan ilahwa pcrjanji::m jual beli '1i bisa 
betjnlan n{'mt:n tidnk ad:> bnlik nama dcn~n kntn l<lin apakah ndn ketentuan 
dnlam perjanjia,, yang m•:nyutakan bahwa st•rtifiknt tcrscbut bisa dibnlik nama 
dengtl'n syarat~synrat tcrtentu? Kt.rena lunt\s berarti konsekuensi nya bahv a telnh 
dibayar hln~5-~-------------------- ·----------~-~---~--~-~-----------------------

J awab PELAPOR: -·-···· -··-··-·-----------·--··-·--·-·-·-------···-···· ····----
~<tya seharusnya dibcri~tthu terlcl:>ih dnhulu, itu kc:salahnn saya terlolu percnya.-

M.FIRDAUSIBNUPAMUNGKAS,SU ::~-- -----·--­
Mungkin suya hanyn ~edikit rr•enegaskan bahwa snudara pelapor sebelwnnya 
sempat bertengkar dengan Bapak Oetoyo. sebelum atau sesudah 
penandatanganan akta itu7 -------------------· ·-------------------------------...... 

. lawan ?ELAPOR:---·····-·-·······-··-····-·-·--·-··--·············-··············-· 
Sesudab pennndatanganu n. -----------·-··------------------~--·-·w---~----------~------

A:rtinya saat sete1ah penandatt.nganan itu sudah ada orang terdekat yang 
mengingatkan saudara pelapor. b~rarti saudara tahu konsekl ensi dari akta Juat 

• 
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BeH tersebut Tidak akan beJ !arut~larul seandainya hal ini diseluikan pada saat 
itu.~~~~~~~--~-~~------~--~-~--~---------- .. -------~~-------~----~-----------------

.I a wnb P E~(\POi{ : ---------------- ---------- · ----·--------------~-- ~---~------------------------· --
Ya karena kepercavaan itu pnk. sctcleh hitung-hitungan mcnge~ai untung dan 
n1gi ba:u Pak Ha<.'i Gunawan tcrbuka, tapi beliau ~udah amhil .ulih dulu d~ngan 
membaEknamakrm scrtifikal tcrsc:but. Uan sampm sck<1-nng \H.I<1k ada tHtung-
hitungan.------·-----~--..:------~-~--~---------------·-·------------------~-------·--~--------~ 

Jadi dlsini saudara terlap1H !idak tahu adi:inya hitung-hitungJn tersebut?.~-------~-

.l a \vnb ·reu I\ PO R: ----------------- ---------~ ---- ---------- ------- --~------------~- ----------~--
Ya tidak tabu. kalnu tolm xnya tidak akan mnu metnksnnakun tmr-~saksi 

J ual BcJi tcrsebu, . --------------- --· ·-~-~----- ~-- ---- -~---- -------· ·-------------------------

nr.ll. BUD! tiNTUNG, SU. MM 
Snudn~ pelapor say 1 in gin m~,;.nr.ny:ll.:an kcpada saudara pclnpor. apaknh s:mdara 
pelapor sudah perna~ melnkt:knn !mns:tksijuul bcli hal scma<"-~m itu?----------· ·-. 

.lawab PELAPOR: 
Kalau scmacam ini belum pemah, Cuma pernnh tapi pembaynrannya di Bank 
terns notarisnya nunggu nanti kr!lou sud2h lunas, bukti pembayarann:·1 dibsih 
kc notarls kc.Mudian baru dikasih nomcr.---------------------- --------~-------~----·--

Ap'lkab saudara pelapor pad;, waktu di~ak ke tempat suudara tc:r1a,ror tidak 
mengetahui secarn pers.is bahv:a saudara tcrlnpor ltu adalah nolnris dflri wilayah 
kota Y ogyakarta? ~~-- -----~------ --------- -~---------~-~----~-------------

Jawal PELAPOR: 
Saya tabu. karena itu sayn bemngg:apan nauti kalau waktu dibalik nama pasti 
saya dipanggil yang kedua kafnu Bank dilunasi pasti s::tya tabu. tnpi kan setc1ah 3 
tnhun kemudian hnm dilun;)!'i j:<lkr~---------· ·---------------------~-·------- ---------

Apakah saudarn Pl!inpor mcngct<lhui Sl!Caoa persis akibat hukum 
ditandatanganinya akta Jual Oc:i tcrschut? - ---·--·----------------------------------

I awo1h PELAPOR: 
Klllau dia (terlapor) j<\hut, snya kalah Saya tahu itu.-----------~----------------------

Apakah saudara pelapor mct•gctahut secara persi:~ hahwa saudara teriapor 
mempunyai wifoyoh hukum di Kota Yogynkartu? Don arlkah saudaro peJapor 
merasa sadar pada waktu saat p.:mandatangannn t~kl~ jual b .li 1erscbut?---------.. 

.lnwab PELAPOR: 
Sadar pak. -- ·---· -------·-·-·--- ............................ ····-·-···-·-·----- --· ---

Katau dikatnkrm sadar oleh su~dam petnpo.r, mengapa saudnra pela
1
.or mau 

rnenandatanga.ni Akta Jual BeH tcrsebut v:alaupun mengetahui secara persis 
bahwa bahwa ·cudara tcriap<>r t•dak didalam wilayah huku.-nnya?---------·-----
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J""r"b 'PELAPOR: . . 
Ya itu pak, sa.ya berhnrnp tidak dibalJ!c nama .. Kalau s~ua du1 pcgang sepert~ 
itu, f.B'\'tlpai sebnmg pun BPK.B mobJ) ,s.n.yn ~~a pegl'.ng, t~ll ~nya .&a papa. Tnpt 
terus (;i bnlik nama. cuma. untungnya 1mak dljual sn:na dm, dan 1tn saya mas1h 
srla1nat insyallah~ mudah-mudahnn.--------------· ---------~-----------------~-----

Kepada sat~dara pclnpOr, ap~h:; saudara pclapor mengetahm pnda sr·tt dntang 
ke saudo1,ra t¢rlapor hahwa disitu tidak ada scrtifikat asli?-----------------------

Jawab PELAF-OR: 
Tidak nda. Teriapor .tanya mempullhatkan fo!ocopy rya.------------------·--------

Apakah saudara pelapor mengambil hulang di B&nk?-----------------· ------

Jawab PELAPOR: 
Saya tidnk, pribadi saya Lidak 1>ernoh flbrutang sama sekali tidak a-'a. Yang 
berbubuu2,an dencan 1 mah tcr:s.ebut bukan soya. l..1ereka (bc:liau-bcliau itu) 
pinjnm p!inya saya at11s nama Wc.ndatex untuk mcreka jahmkan pCru$ahnan.~---

Kcpnda somdam tcrlapor, sayo1 mohon konlinnnsi pada sa~t saudara terlapor 
mengetahui secara per:>is resiko hahwa disitu .• dn suatu pcngikatan bukan bemda 
di Bank. apal::ah s md;ua terlaJ.<ar telah melakukan pengecekan ke 1.antor Badan 
Pertanahan Nasional?--~--~--- ·~~-~~---~---------------------------------··--

Jawab 1ERLAPOR: 
Waktu itu tidak !icda rengecckl..tn b Kantor 3adan Pertanahan Nasion~ •• karena 
Sertifikat masih berada di Banl~.-~--------------------------+-------

Apaknh saudara ter1apor mengetahui secar 1 persis bahwa akibat bukum pada 
saat ditandatanganinya Akta JuJI B.eli 1ersebut o1eh para pihak?-------

J awab TERLAPOR: 
Ya. saya mengetahui aki'ml hul:umnya.--------------------~~------------------------. 

M.I'IRDAUS IBNU PAMUNGKAS,Sil: 
Saya seked:a.r meuambnhkan kt:.pJda saudara pelapor, disini disebulka:\ dari apa 
yang sudnh disalr,paikan tcrny.na bahwa saudarn. p.::lap,;r sadar bahwP saudnra 
pclnpor mr1asa ditlpu ol.zh pembtcli, dnlam hal ini (mnsih da1am suatu 
kesimpulan) apakah saud;na pelnpor merasn ini merupaka11 akal-akulan dari 
saudarn terl.1por? Artinyn sesuai dcngan surnt laporo.n yong saudara pelapor 
S2tllpaik11n keptda MP07~------------------·-----------·----------*-·-----

Jnwnb TERLAPOR: 
Gimana ya pak~ saya merastt dil ugikan, dan yang bisa men; .ngani itu kan notaris, 
jadi posisi. saya itu, snya matJ kemana ka.lau tidn.k menya1ahkan uotaris sama 
pihak pembeli. Gimana ya. sah1 yang saya sesalkan kalau pada sant itu !:iaudam 
terlapor mau membahk nama mbok waktu itu sayn dipanggil.----· ------· 

Sebelum dilanjutk:.n perlu diketalmi ha~W" Akta yang sur'ar. ditandatangani 
saudaru pelapor ac>lah bngian dati konsekuensi dan itu juga ada persetuj""" 
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suami. TentUnva dengan sadar penuh sepe.rti ynng teiah disampaia.kn datum 
keadrum sehat dan srsctnr tidnk dalam kondisi terpaksa menandatangani dan juga 
disini kebetutan ada lampiran Akta Junl Belinya. Dlsi~i te~ulis 
Rp.340,500.000,- (tig~rah1S empat putuh juta limaratus ribu. mpmh)._ P~hak 
pcrtama mengaku tclah m>!nerirna sep.cnuh,nya ~;.ng te~cbu~ dmtas dan p1h.a~ 
kedua dan akta ini bcrlaku pula sebag::n tnnc a tcnmnl kwttansi ynng so.h, Nah tm 
kan harus menjadi kesndamn pcnuh bahwa akta tersebut mei:tiJJ:1kan part~j.akta, 
itu bagian dari konsekucnsi~ bcda biln mengatakan bahwa sayajuga Il'~nttlp~n 
BPKB. Mungkin kniau orang jual beli mobif tanpa 1nndn tnngan Sl penJ~I 
Kadang-kadang :;udah dijunl mcbilny(i, orang tiduk pemah menggua:at. Lam 
halnya dengnn tannh, karen<l harus didnfin:rknn diknntor pertana.han dan 
dilakukan dibadapan pejabat ynog: berwenang. lni sangat b~rbeda. 1h.l yang ingin 
saya samyaikan~ la!u disini discbutkan bahwn Akt-, Juai Bcli tersebut 
ditandatana.gni pada 1anggal 11 April 1993, berbeda <\~;ligan awal akta yang 
menyebutkan tnnggal 1 April ;993, artinya mcngisarka'1 tanggal (anti detere'n}~ 
bisa ditcrnntkat ibu7~---~----~------------·---~--------~-·---------------~---~ 

.lawab I'ELAPOR: 
Kalau itu tanggalnyn mernnng itu.------------ ---------------------------~--~---------

Hisa nanti karn.i dari MPD lunj•Jkkan salinan. turumm akt<:~nya karena aha adt~ 4, 
nanti saya bisa min1a tolong kepada lbu Sulistiyah untu': me!ihat astl munuta 
aktanya, ka1au memang ada ta,,ggalnya 11 April <HUll 1 Aprii, ini atia 4 marl kita 
cocokkan.. apakah ke empatnyro: cocok, karena setelah saya kroscek tan£gaf I 1 
April aC.alah bari minggu pada hari minggu tldak ada kantor NotiHiS buka. BPN 
juga tidak buka dengan scndirir.ya Akta ini tidak bisa didaflnrkan.---*-----~---~--

.'awab PRJ .APOR: 
Tnnggalnya mcmaug tanggai l t wnktu itu, schnh kalau tidak s.mdam ~crlttpor 
harusnya mengc.:k lagi.--------·-·-------------~-----------------------------

Kita pnda saat ini semata-mat.l ingin membanh.~ mencari benar.g mcrah a1as 
l.erlnB.SBlah ini.- ·-------------.. --~~---------------· ------.. ·-·---

Jawab PELAPOR: 
Tapi yang jelas tandatangan saya dan suami saya tidak ben;amnan. d~.n mnaf 
saya pemah ada kenalan (Mak ha) itu juga di Notaris Soemi, itu dia juaJ beli trus 
bayar. 1~pi tanda!angannya 1 .iam sesudahnya saja bataf pak di Pengadi1an: 
karena t1dak bersama."ln. Saya sclelah bebcrapa hari sama suami !'l:'l)'a.-~--~-----·-

Baik. apakah dari a:Jggota maje!;s ada yang ingin ditanyakan?-~~------~--------

liARYANTO, SH 
Saya ingin menanyakan pada saudara terlapor. Apakah betul apa yang dikatakan 
oleh saudrua pelapor bahwa pihak-pihak pada waktu akta tersebut dibuat tidak 
dihadapan notaris dan tandatangan tidak da!am waktu yrllg bersamaan?-···-

Jawub TERLAPOR: 
Sntu hari tnpi tidak bcrsamnan.-------~--~----~~---~----------·---------------
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Dr.Il. BUDILINTl~G. SH.,MM 
Terakhir k:ali apakah dari saudara pelapor ada yang in gin disampaikonf diajukan 
sesuatu kepo<la Majelis?----·----------------·-----------------·-·-

Jawab PELAPOR: 
Sava itu hanva mcnuntut h;:,k saya yang sudnh hi!ang, saya tidak u.hu mau lari 
keinana. Say~ ::mdah ke polisl, sudah !(e Pengadi\aTl, Saya h:mya rnencari jalan 
keluar. Jagrumanapun :mya tidak minta. tana.h saya kembali tari saya minta 
c'.iuangknn. diperhitungkan. Cuma itu saja. Kalan bnrangkali ad'!. me-dlator yang 
bi$3 mcmhantu snya tll11uk bsa mcncmukun pcnhm1::1inn. ~>aya sangr11 hcrsyukur. 
Cuma itu snja, terima kasih sesudahnya,--------------·----------------------~-·--

Ketua MajcUs (M.FIRDAliS lllNlll'AMt!NGKAS, SH) 
Apakah PELAPOR dan Th'F.LAPOR ada yang ingin disa.mpaikar, lagi?~-- .. ---

Jawab TERLAPOR dan PELAPOR 
Tidak.-------------------------------------------- ·-----------

Apakah masing-masing- anggota Mnjel;, pcrlu ada ya.ng ingin d1sampaikan 
kembali7 · ----------------·------·---------------- ·----------

Jawab dari Anggotu M 1: jelis: 
Tidak, sudah cukup.------------·------------·----------·-·--------·-----------

Akhimya setelah tidak ada lagi hal~hnl yang perlu dlsampaik.tn baik oJeh majelis 
maupun pa11i. pih;1k yaitu pelaptF dan terlapor~ maka tepat pukul 16.00 \VrB sidang 
Pengawas Ma,:eJis Pemeriksa DaeJah 'Notaris Kotamadya Yogyakarta seca.ra resmi 
dltutup.-~----·-------~--~------~---~--------~---------------------------

Demikian berita acnra pemeriksn.an ini dibuat pada hari Kamis. l? April2008. oleh ka'ni 
Maje1is Pemeriksa Dncmh Notaris K~o)tnmndyn Yogynkarta.------------------- _ 

et 

Dr. R. Budi Untung, Sll.,MM Muhammad Firdaus' bnu Pamu.ngkas, SH 

"'--
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KODE ETIK NOTAR1S 
IK!ITAN NOTAR1S INDONESIA {l:.N.I) 

KODEETIK 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Kode otlk mi yang dimal<sud dengan : 

1. ll<atan Not.arts Indonesia disingkat I.N.l adalah Perkumpulanjorganisasi bagi para 
Notans, berdirl semenjak tanggal 1 lull 1908, diakui sebagai Badan Hukum 
(redtt>opersoon) berdasarkan Gouvemements Besluit (Penetap;:n Pemelintah) 
tanggal 5 Septembe;· !908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu 
bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjaiankan tugas jabatan 
sebagai pejabat umum di Indonesia{ sebagaimana hal itu telah dfakui dan 
mendapat pengesahan darl Pemerintah berdasarkan Keputusan Mentert Kehaklman 
Republik Indonesia pada tanggal 23 Januali 1995 Nomor GH022.HT.01.06.Tahun 
1995, dan telah diumumkan dl dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 
Aprtl 1995 No.28 Tambahan Nomor 1/P·l995, oleh karena itu sebegal dan 
merupakan organisasi Not<!'ris sebagaimana yang dlmaksud dalam Undang~Undang 
Nomor 30 lilhun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran 
Negara Rcpulblik Indonesia tahun 2004 Nomor 117. 

2. Kode Etik Notaris dan untuk se.lanjutnya akan dlsebut Kode Etik adolah seluruh 
kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia: yang 
selanjutnya akan disebut "t:erkurnpulan" ber da::.ar keputusan Kongres Perk1.1mpulan 
dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalarn perdtt. ran perundang~undangan 
yang mengatur tentang hal itu dan yang barlaku bagl ser :a wajlb dl':aati oleh setiap 
dan semua anggota Perkumpu!an dan semu~ orang yang menjalankan tuga.-<; 
jabatan sebagal Notarts, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, 
Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. 

3. Dlsiplin Organlsasl adalah kepatuhan anggota Pe·kumpulan dalam. rangka 
memenuhl kewajlban·kewajlban terutama kewajiban administlasi dan kewajiban 
finanslal yang telah dlatur oleh Perkumpulan. 

4. Notari.s ad~Ztlah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jdbatan 
sebagal pejabat umum, sebagalrnana yang dlmaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto 
Pasall5 Undang·undang Nom or 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

5. Pengurus fiJsat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tlngkat nasional yang 
mempunyal tugas, kewajlban serta kewenangan untuk mewaklll dan bertindak atas 
nama Perkumpulan, balk di luar maupun di muka Pengadilan. 

6. Pengurus Willl)'ah adalah Pengurus Perkumpulan pada tlngkat Propinsi at•u yang 
setlngkat dengan ltu. 

7. Pengurus Daerah ada!ah P~ngurus Perkumpulan pada tingkat Kota i-'tau Ka!Jupaten • 

. 1 • 
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8. a. Dewan K'9hormatan adalah alat pertengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan 
atau lembaga yang mandirt dan bebas dan keberpihakan dalam Perkumpulan 
yang bertugas untuk: 
• melakukan pemblnaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota 

dalam menjurjung tinggi kode etik; 
• memerlksa don mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan 

kode etik yang bersifat internal atau yang tldak mempunyai kaitan dengan 
kepentingan masyara~.at secara langsung; 

• memberlkan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan 
pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris. 

b. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kel10rmatan pada tingkat r.asional dan 
yang bertugas untuk : 
" melak.ukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota 

dalam menjunjung tinggi kode etik; 
• memerlksa dan mengamb11 keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan 

kode etik Kode Elik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau 
yang tidak mempunyal kaitan dengan kepentingan masyarakat sec.ra 
langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final; 

• membertkan ;aran dan pendapat kepada Majelf_, Pengawas atas dugaan 
pe1anggaran Kode Etik dan Jabatan Not:lris. 

c. Dewan l(ehormatan Wilayah adalah Dewan Kehonnatan tingkat Wilayah yaitu 
pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk : 

• melakukan pembtnaan1 bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota 
dalam menjunjung tlnggl kode etik; 

• memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran 
ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat 
Internal atau yang tidal< mempunyai kaitan dengan kepentingan 
masyarakat secara langsung pada tingkat banding, dan dalam l<eadaan 
tertentu pada tlngkat pertama; 

• memberlkan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah 
dan/atau Majelis Pengawas Dao;::?h :]:ti:S dugaan pelanggaran Kode Etik 
dan Jabatan Notaris. 

d. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehom1atan ~ngkat Dae1 ah, ya!tu 
pada tlngkat Kota atau Kabupeten yang bertugas ontuk : 

• rnetakukan pemblnaan, bimbingan, pengawasan, pembf!nahan anggota 
dalam menjunjung tlnggi kode etik; 

• memertksa dan mengambll keputusan atas dugaan pelanggaran 
ketentuan kode etik Kode Etlk dan/atau dlslplln organlsasl, yang 
berslfat l~temal atau yang tidak mempunyai kaltan dengan kapentingan 
m35Yaralat secara langsung, pada tingkat pertama ; 

• membcrikan saran dan pendapat kepada Majells Pengawas Daerah atas 
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Netarts. 

9. Pelanggaran adalah per'buatan atau ~ndakan yang dllakokan oleh anggota 
Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris 
yang melanggar kctentuan Kode Elik dan/atau dlslplin organisasi. 

10. Kewajlban adalah slkap, perilaku, per'buatan atau tindakan yang harus dilakukan 
anggota Pcrkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalank.an 

. 2. 
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jabatan Notalis, dalam rangka menjaga dan memelillara citra serta wibawa lembaga 
notartat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. 

11. Larangan adalah sik"p, pertlaku dan perbuatan atau tindakan a!l<'pun yang tidak 
boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan 
menjalankan jabatan Notans, yang dapat menurunkan dtra serta wi~awa lembaga 
notaliat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Netarts. 

12. 5anksl adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, u~aya dan alat 
pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang 
memangku Clan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan 
dlslplin organlsasi. 

13. Eksekusl adalah pelaksanaan sank.si yang dllatuhkan oleh dan berdaoarl<an putusan 
Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk 
di.ialankan. 

14. Kllen adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendili atau bersama­
sama datang kepada Notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka 
pembuatan akta serta mlnta jasa Notaris lalnnya. 

• 

BABII 
RUANG L!NGKUP KOOE Elll< 

Pasal2 

Kode Etik ini beriaku bagl seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang 
memangr.u dan menjalankan jabatan Notarts balk dalam pelaksanaan jabatan maupun 
dalam kehidupan seharl-han. 

BABW 
KEWAJIBAN, I..ARANGAN I:<AK PENGECUALIAN 

Kewajlban 
Pasa13 

Notaris dan {lf'Qng lain yang memangl<u dan menjalankan jabatan Notaris wajib: 
).. Memllll<l moral, al<hlak serta kepribadian yang baik. 
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan mantabat Jabatan Notari. 
3. Menjaga dan membela kehom1atan Perkumpulan. 
4. Bertlndak jujur, mandlri, tldak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan 

peraturan perundang .. undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. 
S. Menlngkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimilild tidak terb•tas pada ilmu 

pengetahuan hukum dan kenotariatan. 
6. Mengutamakan pengabdlan kepada kepentingan masyarakat dan Negara; 
7. Membertkan jasa pembual'lln akta dan jasa keNotarisan lalnnya untuk masyarakat 

yang ti<i;!k mampu tanpa memungut honorarium. 
8. Menetapkan ""tu kantor dl tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu· 

satunya kant:or bagl Notaris yang berSangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan 
seharl-hart. 

• 

---~-
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9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan I di lingkungan kantomya dengan 
Jllllhan ukuran yaltu 100 em x 40 em, 150 em x 60 em atau 200 em x 80 em , yang 
memuat: 
a. Nama !engkap dan gelar yang sah; 
b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan \;ang terakhir sebagai 

Notarls; ' 
c. Tempat kedudukao; 
d. A!amat kantor dan nomor telepon{fax. Dasar papan nama berwama putih dengan 

huruf berwama hltam dan tullsan dl-•to; papan nama harus jclas dan mudah 
dlbeca. Kecuali dl llngkungan kantor tersebut tidak dimungkinl<an untuk 
pemasangan papan nama dimaksud. 

10. Hadir, menglkuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap ke9iatan yang 
diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap 
dan seluruh keputusan Perkumpulan. 

11. Membayar uang iura.n Perkumpulan secara tertib. 
12. Melj1bayar uang duka untuk m~mbantu ahli waris ternan sejawat yang meninggal 

dunla. 
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan 

Perkumpulan. 
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pemb"atan, pembacaan dan 

penandatanganan akta dilakuk.an di kantomyo, ke<:ua!i karena alasan-alasan yang 
sa h. 

15. Mendptak.an suasana kel<eluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakdn tugas 
jabatan dan kegiatan sehari·hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara 
baik, saling menghormati1 saling menghargal, saling membantu serta se!alu 
berusaha menjalln komunlkasi dan tali silaturahim. 

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, Udak membedakan status 
ekonomi dan/atau status sosialnya. 

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum d;sebut sebagai kewajiban 
untuk ditaatl dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas paaa ketentuan 
yang tercantum dalarn: 
a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 
b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Norr.or 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Netarts; 
. c. Isl Sumpah Jabatan Notarls; 
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notatis Indenesia. 

Larangan 
P~sal4 

Netarts dan orang lain ydng memangku dan menjalankan jabatan Notarls dllarang : 
1. Mempunyai leblh dan 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor 

perwakllan. 
2. Mema.<;ang papan nama dantatau tulisan yang berbunyi "NotariS/Kantor Notaris" di 

luar llngkungan kantor. • 
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3. Me!akukan publlkasl otau pmmosi diri, balk sendirl maupun secara bersama-sama, 
dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak 
dan{atau eiektronlk, da!am bentuk : 
a. Ik.lan; 
b. Ucapan seiamat; 
c. Ucapan belasungkawa; 
d. Ucapan terima kaslh; 
e. Keglatan pemasarnn; 
f. Kegiatan sponsor, balk dalam b!dang sosial, Keagamac n, maupun olah raga. 

4. Sekerja sama dengan Biro jasatorang{Badan Huku1,1 yang rada hakekatnya 
bertindak sebagal perantara untuk mencarl atau mendapatkan klien. 

,_ Menandamngani akta yong proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh 
pihak lain. 

6. Mengirimkan min uta kepada !tlien untuk ditandatangani. 
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berplndah dali 

Netarts lain kepadanya, balk upaya itu dltujukar, langsung kepada ldien yang 
bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain. 

s. Melakur.ari pomaksaan kepada !<lien dengan cara menahan dokumen·dok11m~n yang 
telah dlserahkan dan/atau melakukan tekanan pslkologis dengan makscd agar !<lien 
tersebut temp membuat akta padanya. 

9. Melakukan usaha-usaha, balk langsung maupun tidak l&ngsung yang menjurus ke 
arah tlmbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notarts. 

!0. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang leblh 
rendah dari honorarium yang telah dltetapkan Perl<umpulan. 

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor 
Notaris lain tanpa parsetujuan teMeblh dahulu dari Notaris yang bersangkutan. 

12. Menjelekkan dan/lltau memparsalahkan rekan Nota/is atau akta yang dlbuat 
olehnya. Dalam hal seorang Netarts menghadapl dan/atau menemukan suatu akta 
yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyara di dalamnya terdapat kesalahan­
kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, make Netarts terrebut wajib 
memberltahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang 
dibuatnya dengan cara yang tldak bersifat menggurui, melalnkan untuk mencegah 
tlmbulnya hal·hal yang tidak dlinglnkan tert\adap klien yang bersangkutan ataupun 
rekan sejawat tersebut. 

13. Membentuk keiQ!npok sesama rekan sejawat yang bersifat ekskluslf dengan tujuan 
untuk melayanl l<epentlngan suatu lnstansl atau lembaga, apalagi menu,u,:> 
kemungklnan bagl Notaris lain untuk berparlislpasl. 

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidal< sesual dengan peraturan 
perundang·undangan yang berlaku. 

15. Melakukan perbuetan·perbuatan lain yang secara umum disebt•t sebagai 
~Mggaran temadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada 
pelanggaran-pelanggaran temadap : 
a. Ketentuan·ketentuan dalan1 Undang·undang Nomor 30 Tahuo 2004 tentang 

Jabal:lln Notaris;, 
b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang·Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notans; 
c •. lsi sumpah jabatan Notaris; 
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d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggarao Dasar, Anggaran Rumah Tangga 
dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi lkatan 
Notarls Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggata. 

Pengecuatian 
Pasal5 

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tioak 
termasuk pelanggaran, yaitu : 
1. Membetikan ucapao selamat, ucapao berdukacita dengan mernpergunakan kartu 

ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lalnnya dengan tidak mencantumkan 
Netarts, tetapl hanya nama saja. 

2. Pernuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan 
telex, yang diterbit!<an secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi· 
instandanjatau lembaga-lembaga resmi lainnya. 

3. Memasang 1 (satu} t;mda penunjuk jalan dengan ukuran tidak meleb:hi 20 em x 50 
em, dasar .. berwama putih1 huruf berwama hitam, tanpa mencantumkan nama 
Netarts serta dipesang dalam radius maksimum 100 meter dan kantor Notaris. 

BABW 
SANKS I 

Pasal6 

1. Sanksi yang dikcnakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode ~·;k 
dapat berupa : 
a. Tegutcn; 
b. Perlogatan; 
c. Sdlorsing (pemecatan sementara) dan keanggotaan Perkumpulan; 
d. ·Onzettlng (pemc'Catao) dari keanggotaan Perkumpulan; 
e. 'Pemberheotian dengan tidak hormat dan keanggotaan Perkumpttlan. 

2. Penjatuhao sanksl·sanksl sebagalmana terurai di atas terhadap anggota yang 
melanggar Kode Etik disesuaikan dengan l<wantitas dan l<walllas pelanggaran yang 
dllakukan anggcl:il t~;n;ebut. 

BABV 
TATA CARA PENEGAKKAN KODE EnK 

Bagian Pertama 
Pengawasan 

Pasal7 

Pengawasan atas pelak:ianaan Kode Etlk ltu dilakukan dengan cara sebago! berlkut : 
a. Pada tlngkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Jllotarls Indonesia dan Dewan 

Kehormatan Oaerah; 
b. Pada t!ngkat banding oleh Pangurus Wilayah Ikatan Notarislndonesla dan Dewan 

Kehomtatan Wllayah; 

,- .. ~---
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c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat lkatan Notaris Indonesia dan Dewan 
Kehorniatan Pusat. 

Baglan Kedua 
Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi 

1~ Alat Pet1Cu!:i;w;pan 
PasalS 

Dewan Kehormatan n•erupakan alat pertengkapan Perkumpulan yang berwenang 
melakukan pemeriksaan alas pelanggaran temadap Kode Etlk dan menjatu~kan sanksl 
kepoda pelanggamya sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

2. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada llngkat Pertama 
Pasal9 

1. Apabila ada anggota yang diduga melakuki::n pelanggaran temadap Kode Etik, balk 
dugaan te>Sebut berasal dari pangetahuan Dewan Kehonmatan Daerah sendiri 
maupun !:arena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan 
Kehmmatan Oaerah, maka selambat-lambatnya daiam waktu tujuh (7) hari kerja 
Oe-ilan Kehonnatan Decr-ah wajib segera mengambll tindakan dengan mengadakan 
sldang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan duguan terhadap 
pelanggaran tersebut. 

2. Apablla menurut hasil sidang Dewan Kehonmatan Daerah sebagaimana yang 
ter<:antum dalam ayat (1), temyata ada dugaan kuat temadap pelanggaran Kode 
Etlk, maka dalam waktu tujuh (7} hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan 
Kehomllitan Daerah barl<ewa.Jlban memanoqi! anggota yang diduga melanggar 
tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar 
keterangannya dan dlbari kesem1 >Btan untuk membela diri. 

3. Dewan Kehonnatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti 
atau tldaknya pelanggaran kode etlk serta penjatuhan sanksi temadap pelar.ggarnya 
(apablla lelbuktl), setelah mendengar keterangan dan pembelaan din dari anggota 
yang bersanglwtan dalam sldang Dewan Kehormatan Daerah yang dladakan untuk 
keperluan ltu, dengan perkecuallan sebagalmana yang diatur dalam ayat (6) dan 
ayat (7} pasal lnl. 

4. Penentuan putusan tersebut dalum ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh Dewan 
Kehonmatan Daerah, balk dalam sidang itu maupun dalam sldang lainnya, 
sepanjang panentuan keputusan melanggar atau tldak melanggar tersebut, 
dllakukan selambat-lambatnya dalam waktu !5 (llmabalas) hari kerja, setelah 
tanggal sldang Dewan Kehonnatan Daerah dimana Notarls tersebut telah dldengar 
keterangan dan/al:llu pembelaannya. 

5. Blla dalam putusan sldang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakaro terbukti ada 
pelanggaran temadap Kode Etlk, maka sldang sekallgus menentukan sanl<si 
temadap pelanggamya. 

G. Dalam hal anggota yang dlpenggll tldak datang atau tldak memberl kabar apapun 
dahim waktu Wjuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah 
akan mengulangl panggllannya sebanyak 2 (duo) kall dengan jarak waktu tujuh (7) 
harl kelja, untuk St•tiap panggllan. 

• 7 • 
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7. Oalam waktu tujuh (7) hart kerja, setelah panggilan ke tlga (3) temyata masih juga 
tidak dal:ang atau tidak membert kabar dengan alasan apapun, maka Dewan 
Kehormatan Daerah akan tetap bersldang untuk membicarakan pelanggaran yang 
dlduga dllakukan oleh anggota yang dlpanggil itu dan menentukan putusannr ,, 
selanjutnya secara n·,utatls mutandis beriai<u ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) 
dlatas serta ayat (9). 

8. Terhadap sanksl pemberhentlan sementara (schorsing) atau pemecatan (on:retting) 
dari keanggotaan Perkumpulan dlputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib 
be(;<onsultasl terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya. 

9. Pulusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan 
Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan 
el<spedisi dan tembusannya kepada Pengurus cabang, Pengurus Daerah, ?engurus 
Pusat dan Dewan Kehom,atan Pusat; semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, 
setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah. 

10. Apabila pada tlngkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan 
Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berl<ewaj!ban dan mempunyai wewenang 
untuk men)alankan kewa)lben serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam 
rangka pl!rlegakan Kode Etik at;" melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan 
Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah 
terdekat darl tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang meianggar Kode 
Etik tersebut. Hal tersebut be~aku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tfdak 
sanggup menyelesalkan atau memutuskan penmasalahan yang dlha~apinya. 

3. Pemerlksaan Dan Penjatuhan Sanks! Pada llngkat !landing 
Pasal10 . 

1. Putusan yang berisl penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau 
pemecatan (onzettlng) darl keanggotaan Pe,kumpulan dapat diajukan/ dimohonkan 
bending kepada Dewan Kehormatan Wilayah. 

2. Penmohonan untuk naik banding wajib dllakukan oleh anggota yang bersangkutan 
dalam waktu tlga puluh (30) han kerja, setelah tanggal penertmaan surat putusan 
penjatuhan sanksi da1i Dewan Kehormatan Daerah. 

3. Penmohonan nalk banding diklrim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh 
anggota yang bersangkutan kapada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya 
kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengunus Wilayah, dan Pengunus 
Daerah. 

4. Dewan Kehonnatan Daerah dallim waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat 
tembusan permohonan bandlng wajlb mengirim semua sallnan/foto copy berkas 
pemertksaan kepada·Dewan Kehormatan Pusat. 

5. Setefah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wllayah wajlb 
memanggll anggota yang nalk banding, selambat·lambatnya dalam waktu tujuh (7) 
hari kerja, setelah menenma permohonan tersebut. Anggo:a yang menga)ukan 
banding dlpanggll untuk dldengar keterangannya dan dlberi kesempatan untuk 
membela dlrf dalam sldang Dewan Kehormatan Wilayah. 

5. De\!jan Kehonnatan Wllayah wa)lb memberi putusan dalam tlngkat banding melalul 
sldangnya, dalam waktu t!ga puluh (:C) hari kerja, setefah anggota yang 
ber!langkutan dlpanggll, didengar keterangannya dan dlbert kesempatan untuk 
membela dlrl. 
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7. Apablla anggota yang dipanggil tidak datang dan tldak memberi kabar dengan 
alasan yang sah melalul surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, 
tetap akan mernberi putusan dalam waktu yang dltentukan pada ayat (5) di atas. 

B. Dewan Kehonnatan Wllayah wajlb menglrtm putusannya kepada anggota ya,1g mlnta 
banding dengan surdt tercat:at atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada 
Dewan Kehormatan Daerah; Pengunus Wllayah, Pengunus Daerah dan Pengunus 
Pusat lkatan Notarls Indonesia Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari 
kerja setelah sidang Dewan Kehonmatan Wilayah menjatuhkan keputusannya at:as 
banding tersebut. 

9. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalarn tingkat pertama telah dllakukan 
oleh Dawan Kehom'atan Wllayah, berhubung pada tingkat kepengunusan Daerah 
yang bersangkutan oelurn dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan 
Dewan Kehormatan Wllayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding. 

4. Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanks! Pada Tingkat Terakhir 
Pasalll 

l. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau 
pemecatan (onzetting) dart keanggotaan Perkumpulan yang dilokukan oleh Dewan 
Kehonnatan Wllayah dapat dlajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tlngkat terakhir 
kepada Dewan Kehorrnatan Pusat. 

2. l'e;inohonan untuk pemeriksaan tlngkat terakhir wajib dilakukan oleh anggota yang 
ber.;angkutan dalam waktu tiga puluh (30) hart ke~a, setelah tanygal penerimaan 
surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wllayah. 

3. Permohonan pemeriksaan tlngkat terakhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui 
ekspedisi atau oleh anggota yang berso.-;,;;.uton <epada Dewan Kehormatan Pusat 
dan tembusannya kapada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengunus 
Wllayah dan Pengunus Daerah. 

4. Dewan Kehormatan Wllayah dalarn waktu tujuh (7) hari kerja, setelah menerima 
surat tembusan pennohonan pameriksaan tlngkat terakhir, wajib mengirim semua 
sallnan/foto copy berkas pemerik;aan kepada Dewan Kehormatan Pusat. 

s. 5etelah menerima pennohonan pemerlksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan 
Pusat wajlb memanggll anggota yang memlnta pemeriksaan tersebut, selambat­
lambatnya dalam waktu tlga puluh (30) hari kelja, setelah menerima permohonan 
ltu. Anggota yang. mengajukan penmohonan pameriksaan tmebut, dlpanggil, 
d!dengar keterangannya dan dlberl kesempatan untuk membela diri dalam sldang 
Dewan Kehormatan Pusat. 

6. Daw•n Kehormatan Pusat ~It> member! putusan dalam pamert!<>aan tlngkat 
terakhlr melalul sldangnya, dalam waktu tlga puluh (30) hart ke!ja, setelah anggota 
yang bensangkutan dlpanggll, dldengar keterangannya dan .dlberl kesempatan untuk 
rnembela dlrl. 

7. Apablla anggota yang dlpanggll tidak datang dan tidak member! kabar dengan 
alasan yang sah me!alul surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormotan Pusat tetap 
akan memben putusan dalam waktu yang d!tentukan pada ayat (5) di atas. 

8. Dewan Kehormatan Pusat wajlb mengirim putusannya kepada anggota yang minta 
pameriksaan tlngkat terakhlr dengan sural tercatat atau dengan ekspedisl dan 
tembusannya kepada Dawan Kehormatan uaerah, Pengurus Cobang, Pengunus 
Oaerah dan Pengunus Pusat, semuanya dalam waktu tujuh (7) harl ke!ja, setelah 
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sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemertksaan tlngkat 
terakhir tersebut. 

Bagian Ketiga 
Ek:seimsl Atas< Sanksi-Sanksl Dalam Pelanggaran Kode Etik 

Pasanz 

1. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan 
Wilayah meupun yang dil-etapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh 
Pengurus Daerah. 

2. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota Perkumpulan yang ada pada 
Pengurus Oaerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan 
Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehonmatan 
Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut nama anggota yang bersangl:utan. 
Salanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan 
Daorah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormztah Pusat 
diumumkan dalam Media Notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku 
anggota Pell<umpulan tersebut. 

BABVI 
PEMECATAN SEMENTARA 

Pasall3 

Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun 
penjatul1an sanksl secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan 
yang telah melanggar Undong-Undang No. 30 T•huo 2004 tentang Jabotan Notaris dan 
yang bersangkutan diny;takan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyal kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat 
sementara sebagai anggota Perkumpulan diser,1li usul kepada Kongres agar anggnta 
Perltumpulan tersebut dlpecat dar! anggota Perkumpulan. 

BABVII 
KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT 

Pasal14 

Pengenaan sankal peme<:atan sementara (schorsing) demikian juga sanksi (onzettlng) 
maupuJl pemberhentlan dengan tldak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap 
pelan~garan sebagalmana dlmaksud dalam pasal 13 di atas wajib diberltahukan oieh 
Pengurus Pusat kepada Majells Pengawas Oaerah dan tembusannya dlsampalkan 
kepada Menteri Hokum dan Hak Asasl Manusla Republik Indonesia. 

BABVDI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasai1S 

1. Semua anggota Perkumpulan wojlb menyesuaikan praktek maupun perllaku dalam 
menjalankan jabat:annya dengan keter.!'~:=:;;-f.:;::t~ntuan yang terumtum da!arn 
peraturan dan/atau Kode Etik lnl. 
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2. Hanya Pengurus Pusat dan/atau alat perlengkapan yang lain dari Perkumpulan atau 
anggota yang ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik oleh kedua 
lembaga tersebut berhak dan berwenang untuk memberikon penerangan seperlunya 
kepada masyarakat tentang Kode Etil< Notarts dan Dewan Kehormatan. 

Ketual 
ttd 

ADRIAN DJUAINI, SH. 

Wakil Ketua, 
ttd 

Ditetapkan di Bandung 
Pada tanggal 28 Januari 2005 

Komisi Kode Etik 

Sekretar.s, 
ttd 

IRWAN SANTOSA, SH. 

ETIEF MOESA-stm!PTO, SH. 

TIM &l!l,!MUS !\ODE ETIK 

1. R. Muhammad Hendannawan, SH. 
2. DR. Muhammad Afandhi Nawawi1 SH. 
3. DR. Hertien Budiono, SH. 
4. Darwani Sidi llakaroeddin, SH. 
5. I Ketut Ramer; l.;.-.:a.of SH. 
6. Henrtcus Subekti, SH. 
7. H. Abu Jusuf, SH. 
8. Eliet Moesa Sul:jipto, SH. 
9. Mlftachul Machsun, SH. 
10. Syahrt• Sofyan, SH. 
11. Adrian Djuaini, SH. 
12. Supnyanto, SH. 
13. !rwan Santosa, SH. 
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